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“Uthlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi”
Tuntutlah ilmu sejak dari buaian (bayi) hingga liang lahat
(HR. Muslim)
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“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju
surga”

(HR. Muslim)
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada

halaman berikut;

Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik dibawah)
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas
B) Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik dibawah)
U= Dad D De (dengan titik dibawah)
L Ta T Te (dengan titik dibawah
L Za Z Zet (dengan titik dibawah)
d ‘Ain ‘< Apostrof terbalik
& Gain G Ge
- Fa F Ef
3 Qof Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
O Nun N En
K Wau w We
° Ha H Ha
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Hamzah ’

Apostrof

G

Ya

<

Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika

ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruflatin Nama
’ Fathah A A
| Kasrah | I
v Dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
iy Fathah dan ya Ai Adan |
» Fathah dan wau Au Adan U
X’ kaifa
Jsa’: haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan
Nama Huruf dan tanda Nama
huruf
M. ... Fathah dan alif atau ya A a dan garis diatas
5 Kasrah dan ya U u dan garis atas
» Dammah dan wau I i dan garis atas
Contoh
<\t mata
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Ta marbiutah

Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang hidup atau mendapat
harkat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbiitah yang
mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata
sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h). Contoh:
ks - al-hikmah
Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda
Tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda)
yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

G Rabbana

Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah () maka ia

ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
e . “Alt (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif lam
ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik
ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti
bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
onall : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

O34 - ta’ muriina
sl > syai’un
Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an

(dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
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dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-

Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafz al jaldlah (V)

10.

Kata "Allah™ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan
sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:
4 Gy . dinullah
nijey : billah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalalah, ditransliterasi
dengan huruf [t]. Contoh:
AARA 84 hum fT rahmatillah
Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya
huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului
oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh: Wa ma Muhammadun illa rasil.



ABSTRAK

Perkara wali ‘adal ini terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2021, dimana wali nasab
dari calon mempelai wanita menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan
larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan (Utara-Timur) yaitu letak rumah calon mempelai wanita
berada di arah Timur dan letak rumah calon mempelai pria berada di arah Utara. Sedangkan salah
satu rukun yang menjadi syarat sah pernikahan yaitu adanya wali nikah dari pihak calon mempelai
wanita, pernikahan yang tidak dihadiri wali maka dianggap tidak sah (batal). Faktanya, tidak semua
wali mau menikahkan anak perempuannya, ternyata ada juga wali yang menolak untuk menjadi
wali nikah. Demikian, wali yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya disebut
dengan wali ‘adal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait pertimbangan hakim serta analisis
hukum Islam pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal. Jenis penelitian yang
digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case
approach) yaitu untuk mempelajari permasalahan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum.
Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara
dengan hakim yang memutus perkara wali ‘adal dan data sekunder berasal dari data putusan hakim
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi. Adapun metode pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan
metode deskriptif dan analisis triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, dalam menetapkan perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. tentang wali ‘adhal di Pengadilan Agama Purwodadi karena alasan wali
nasab meyakini adat Jawa Ngalor-Ngetan yaitu letak rumah Pemohon berada di arah Timur dan
letak rumah calon suami Pemohon berada di arah Utara. Maka Majelis Hakim merujuk pada
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 s/d Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam tentang halangan pernikahan. Kemudian pernikahan dianggap sah
apabila rukun nikah telah terpenuhi, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 19 Kompilasi
Hukum Islam jo Pasal 20 (1) & (2) s/d Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam serta
pendapat ahli figh dalam Kitab al-Fighu al-Islam wa Adillatuhu juz VII halaman 32. Kedua, dalam
menetapkan perkara wali ‘adal pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. Majelis Hakim
menilai bahwa perkara ini telah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut karena menurut
hukum Islam di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan
pernikahan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam
tentang larangan dalam pernikahan. Sedangkan dalam penyelesaian wali ‘adal, mayoritas empat
imam mazhab berpendapat bahwa penyelesaian wali ‘adal adalah menggunakan wali hakim
sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal, yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 PERMA RI No.
2 Tahun 1978 yang diubah dalam Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo
ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli Figh dalam Kitab Al-Asybah wa al-
Nazair: 128. Sedangkan dalam menetapkan wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon
suami Pemohon, Majelis Hakim merujuk pada Hadis Nabi saw dan ketentuan Pasal 4 (1) PERMA
RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang
Wali Hakim dalam menetapkan perkara ini.

Kata kunci: Perkawinan, Wali Hakim, Wali ‘Adal, Adat Ngalor-Ngetan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengakibatkan halalnya seorang pria
dengan seorang wanita yang keduanya saling memberikan pertolongan serta mempunyai
hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman, cinta dan kasih sayang. Dapat dikatakan
bahwa perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan yang baik dan
sehat.*Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Furgan Ayat 74, sebagai
berikut:

Ul Craiel) Wes s 281 88 sy gl 2 U o 1 O3lshs ol

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami
pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.”® Maksudnya, perkawinan berhubungan erat antara hukum di Indonesia
dengan agama. Sehingga perkawinan tidak hanya memenuhi unsur lahir saja, melainkan
juga untuk memenuhi unsur batin. Karena unsur batin mempunyai peran penting dalam
suatu pernikahan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan
memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan adanya Undang-
Undang terbaru UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan. Batas minimum
usia perkawinan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menegaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telan berusia 19 tahun.*
Maka dari itu, bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan harus

mendapat persetujuan atau izin dari wali nasabnya. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum

! Abdul Hadi, “Figh Munakahat”, (Semarang: Duta Grafika, 1989), h. 5.
2 Departemen Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: Fath Al-Ma’arif, 1977). h. 536.
3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
4 Http://peraturan.go.id, diakses pada 28 Juni 2022, Pukul 18.37.
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Islam bahwasannya pernikahan adalah “Akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidzan)
untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.

Maksud isi dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menikah merupakan suatu ibadah,
tujuan pernikahan yang telah dimuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dasar hukum pernikahan

ditegaskan dalam al-Qur’an surat Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

Y A5 3 &) s 855 1 g ) 1,80 gl 2K 2 1T Gl OF wiT g
Of&»/':: (;}3-,5
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum:21).°
Menurut hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi 2
(dua) unsur yaitu rukun dan syarat. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam sahnya
suatu pernikahan adalah adanya wali nikah, rukun nikah dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 14, yang menyatakan bahwa “Pernikahan sah apabila memenuhi 5
(lima) unsur yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi, e.
ijab dan qabul.”" Pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan diperkuat dengan ayat al-

Qur’an dalam surat An-Nur Ayat 32, yaitu:

ool frls D05 alad e 200 2kt 2D 155G O] BSOS (83 (e by 1SS (Y1 1,25

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang patut
(nikah) dari hamba-hamba sahaya lelakimu dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).8

Rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai penentu perbuatan hukum. Oleh
karena itu, pentingnya kehadiran seorang wali nikah ini juga dijelaskan dalam riwayat

Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda:

33.

> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
® M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h.

7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
8 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alusyaikh, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, (Bogor: Pustaka

Imam Syafi’l, 2004), h. 49-50.
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“Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yang lain, Abu Musa mengatakan bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah sebuah pernikahan, kecuali dengan adanya wali.

Pada kenyataanya tidak semua wali bersedia menjadi wali nikah untuk anak
perempuannya. Adapun wali yang menolak atau tidak mau menikahkan anaknya disebut
dengan wali ‘adal. Dalam praktiknya, wali ‘adal biasa terjadi apabila ayah kandung dari
calon mempelai wanita bersikukuh menolak menikahkan anaknya sebab alasan tertentu.
Adapun alasan wali nikah enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya ada 2
(dua) kemungkinan, pertama alasan syar'i yaitu alasan yang dibenarkan menurut hukum
Islam atau hukum syara’, misalnya calon mempelai laki-laki mempunyai riwayat penyakit
yang tidak dapat disembuhkan atau calon mempelai wanita berbeda keyakinan dengan
calon suami. Sehingga dapat menghalangi keberlangsungan dalam melakukan pernikahan.
Kedua, alasan tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam atau
hukum syara’, misalnya karena masih meyakini hitungan jawa yaitu Ngalor-Ngetan,

perbedaan suku, perbedaan derajat, pangkat, nasab dan lain sebagainya.®

Dalam sebuah perkawinan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali agrab (ayah
kandung), atau orang yang mewakili wali aqrab. Namun, wali juga berhak menolak
menikahkan anak perempuannya dengan alasan seperti tidak sekufu, calon mempelai
perempuan telah dipinang oleh orang lain dan terdapat cacat badan. Dalam hal seperti ini,
wali agrab yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain
sekalipun wali hakim. Tetapi apabila wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan
menurut hukum syar’i, seperti wali nasab masih mengikuti hitungan jawa letak rumah atau
hitungan weton, sedangkan calon mempelai sudah mencintai dan mengenal baik bahkan
sudah sekufu (kafaah). Maka, wali yang enggan menikahkan inilah disebut wali ‘adal yang
zalim, karena tidak ada halangan syara’ antara calon mempelai wanita dengan calon

suami.!?

Apabila ayah kandung menolak untuk menjadi wali nikah, maka calon mempelai
wanita berhak mengajukan permohonan wali ‘adal yang nantinya akan mendapatkan wali
hakim sebagai pengganti wali nasab. Penetapan wali ‘adal juga dijelaskan dalam Peraturan
Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 dan telah diubah dalam Peraturan Menteri Agama

9 Muhammad Shidiq Hasan Khan, “Ensiklopedia Hadis Shahih: Kumpulan Hadis Tentang Wanita”, (Jakarta Selatan:
Hikmah PT Mizan Publika, Cetakan I, April 2009), h. 447.

10 Alhamdani, H.S.A, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”,
(Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 59.

11 Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan
Di Indonesia”, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum
Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2018), h. 62.

3



Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dalam Pasal 1 yang menyatakan “Wali Hakim
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama
untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai

wali. "2

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b juga dijelaskan mengenai wali
hakim yakni menyatakan bahwa “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya , yang diberi hak dan kewenangan
untuk bertindak sebagai wali nikah.” Kemudian dalam Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau ‘adal atau enggan”’. Selanjutnya pada Pasal 23 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam ditegaskan bahwa “Dalam hal wali ‘adal atau enggan, maka wali hakim
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama
tentang wali tersebut.” ** Maksudnya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak dapat dihadirkan, atau tidak diketahui keberadaannya atau mafqud,
atau berhalangan atau ‘adal. Maka pernikahannya dapat dilaksanakan dengan wali hakim

setelah adanya putusan dari pengadilan agama yang memutus perkara wali ‘adal tersebut..

Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa sahnya pernikahan ialah
dengan adanya wali, sedangkan pernikahan tanpa dihadiri wali maka nikahnya dianggap
tidak sah (bathil). Maka, sudah sebaiknya hakim mengabulkan permohonan perkara wali
‘adal jika wali nasab melakukan penolakan karena alasan yang tidak berdasarkan hukum
syara’. Demikian apabila wali nasab tetap bersikukuh menolak menikahkan anak
perempuannya karena alasan masih mengikuti adat/tradisi jawa, maka walinya disebut
‘adal dan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Adapun terkait peralihan hak
perwalian bagi wali ‘adal kepada wali aqrab ataukah wali ab’ad dan/atau langsung
berpindah kepada wali hakim para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Imam
Syafi’i, Maliki dan Hanbali, apabila wali aqrab enggan menikahkan perempuan dengan
pasangannya yang telah sekufu, maka wali hakim yang akan menikahkannya. Sedangkan
menurut Imam Hanafi, jika wali aqrab enggan menikahkan perempuan dengan calon

suaminya, maka yang menikahkan adalah wali ab’ad, kecuali wali ab’ad juga menolak

12 peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 1.
13 K ementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam”, 2018, hlm. 3-15, https://simbi.kemenag.go.id. (diakses pada 21
Agustus 2022 pukul 19.00).
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menikahkan, maka wali hakim yang menjadi wali nikah.** Adapun permasalahan pada
perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, bahwasannya wali aqrab selaku ayah kandung
Pemohon menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan adat. Sehingga Kepala
KUA Kecamatan Toroh dijadikan wali untuk menikahkan Pemohon. Hal tersebut
dikuatkan dengan kedua calon mempelai yang telah mendaftar nikah di KUA Kecamatan
Toroh dan memilih wali hakim sebagai wali nikah, meskipun wali agrab (ayah kandung)
masih ada. Dalam hal ini, apabila wali agrab (ayah kandung) telah ‘adal, maka hak
perwalian berpindah langsung kepada wali hakim, bukan berpindah kepada wali yang lain

menurut derajat berikutnya ataupun wali ab ‘ad sebagaimana pendapat Imam Syafi’i.

Seperti halnya kasus permohonan perkara wali ‘adal yang terjadi di Pengadilan
Agama Purwodadi pada putusan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, dimana Majelis
Hakim telah mengabulkan permohonan wali ‘adal yang diajukan oleh Pemohon
dikarenakan wali nasab selaku ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah
dengan alasan masih mengikuti hitungan Jawa Ngalor-Ngetan (Utara-Timur) yaitu letak
tempat tinggal Pemohon berada di arah Timur sedangkan letak tempat tinggal calon suami
Pemohon berada di arah Utara. Wali nasab berpendapat jika Pemohon dengan calon suami
Pemohon tetap melangsungkan pernikahan, maka dipercaya akan mendatangkan
malapetaka dan musibah yang akan menimpa keluarga kedua calon mempelai, bahkan
dapat menimpa saudara atau kerabat antar keduanya. Namun, calon suami Pemohon telah
melakukan pendekatan kepada wali nasab dengan datang ke rumah Pemohon dan hendak
meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah berencana untuk menikah, akan
tetapi wali nasab masih menolak dan tidak bersedia menikahkan. Bahwa atas permohonan
tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam posita atau duduk perkara,
namun ayah kandung Pemohon sampai kapanpun tidak mau menikahkan Pemohon dengan

calon suami Pemohon.*®

Dari uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan wali ‘adal
pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/PA.Pwd, bahwa alasan penolakan dari ayah kandung
Pemohon tidak berdasarkan hukum syara’, pertimbangan yang lain, bahwa Pemohon dan
calon suami Pemohon tidak ada halangan menurut hukum syara’ dan diantara Pemohon

dan calon suami Pemohon dalam keadaan darurat atau lebih maslahah untuk dinikahkan,

14 Etha Saufan Hadana & Rahmatul Akbar, “Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar iyah Tapaktuan,
Jurnal Hukum Keluarga Islam”, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2019, h. 188.
15 salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/PA.Pwd,.. 1.

5



karena dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan maksiat, seperti perzinahan.'® Adapun
penetapan seorang wali dikatakan ‘adal harus berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai
dengan hukum syara’. Jika dilihat dari penolakan wali Pemohon, alasan yang disampaikan
jelas bertentangan dengan hukum syara’. Maka dari itu, Majelis Hakim kemudian
mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon agar dinikahkan dengan wali hakim.
Adapun Dasar hukum dari keputusan ini berdasarkan Hadis Nabi Saw dari Aisyah r.a, yang

bunyinya:
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“Dari Aisyah Ra. Rasulullah Saw. bersabda, “Perempuan yang nikah tanpa izin dari
walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, makai ia wajib
membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan dirinya. Apabila mereka

(para wali wanita) berselisih paham, penguasa boleh menjadi wali nikah bagi wanita yang
tidak memiliki wali.” (HR. Turmudzi), dan ia menyatakan bahwa hadis ini hasan.!’

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wali nasab dari Pemohon adalah ‘adal, karena
alasan penolakan dari wali nasab sudah jelas bertentangan dengan hukum syar’i. Penolakan
dari wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya ternyata bukan karena masalah
prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan akidah atau masalah kafa’ah
(sekufu) dan asas-asas pernikahan lainnya. Dari pernyataan tersebut bahwa antara
Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan syara’ untuk melangsungkan
pernikahan. Apabila terjadi perkara seperti ini, pihak perempuan berhak untuk mengajukan
perkaranya ke pengadilan agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan dengan wali
hakim. Sehingga wali hakim nantinya dapat bertindak melaksanakan tugasnya sebagai wali
nikah setelah ditetapkan oleh pengadilan agama.

Tentu tidak mudah bagi seorang hakim dalam wali hakim sebagai pengganti wali
nasab, perlu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang kepada keluarganya khususnya
wali nasab. Oleh karena itu, terkait keterangan yang sudah dijelaskan wali nasab kepada
Majelis Hakim bahwa penolakan wali ‘adal memang benar adanya dan tidak hanya sekedar
menghalangi saja tetapi mempunyai niat tidak mau menikahkan Pemohon. Dengan

demikian, hakim dari pengadilan agama menetapkan jika pengganti wali nikah yang ‘adal

16 Jasmani (Hakim Pengadilan Purwodadi), “Hasil Wawancara”, Pada 1 September 2022, Pukul 09.02.
7 Tbnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugqtashid: Jilid 2”: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan
Mazhabi”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke-2, 2016), h. 16.
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ialah wali hakim.!® Terkait dari persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas, penulis
bermaksud untuk mengangkat salah satu permasalahan atau kasus yang melatarbelakangi
tentang permohonan wali ‘adal karena ayah kandung atau wali nikah masih mempercayai
hitungan Jawa yaitu karena letak rumah calon mempelai wanita berada di arah Utara
sedangkan letak rumah calon suami yang berada di sebelah Timur. Sehingga ayah kandung
calon mempelai wanita mengikuti hitungan Jawa yaitu Utara-Timur (Jawa: Ngalor-
Ngetan), dalam kompetensi hakim untuk memutus dan menetapkan wali hakim sebagai
pengganti wali ‘adal atas perkara yang diajukan kepadanya. Maka dari itu, peneliti tertarik
mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai
Pengganti Wali ‘Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan” (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan wali

hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan pada
penetapan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.?

. Bagaimana analisis hukum Islam dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali
‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan pada penetapan perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam
menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan
Ngalor-Ngetan pada penetapan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang penetapan wali wali hakim sebagai
pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan pada penetapan
perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang penetapan wali hakim sebagai

pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan.

18 Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Figih Pernikahan 8: Pernikahan”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 120.
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2. Memberikan wawasan di bidang hukum perkawinan tentang perspektif hukum Islam dalam

putusan perkara tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebab larangan
adat perkawinan Ngalor-Ngetan. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,
khususnya mahasiswa syariah dan hukum mengenai perkara penetapan wali hakim sebagai

pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan.

Telaah Pustaka

Kajian penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebab larangan adat
perkawinan Ngalor-Ngetan sudah menjadi persoalan di kalangan masyarakat khususnya
desa, namun juga berdampak bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang
ingin segera melangsungkan perkawinannya. Oleh karena itu, peneliti memilih topik
tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebagai topik yang menarik
untuk diteliti lebih lanjut. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan penetapan wali

hakim sebagai pengganti wali ‘adal adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Yusuf Maulana (210115085) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo Tahun 2019, menulis skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat
Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po). Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian studi kasus penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
dan Sosio legal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi.®

Skripsi yang disusun oleh Yusuf memiliki persamaan dengan penelitian peneliti.
Skripsi karya Yusuf meneliti tentang permohonan wali ‘adal karena mempercayai
tradisi perhitungan Jawa. Namun yang membedakan, skripsi karya dari Yusuf
membahas permohonan wali ‘adal karena tradisi perhitungan jawa yang tidak
cocok/tidak dapat dipadukan. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang
permohonan wali ‘adal yang dikarenakan masih mempercayai hitungan Jawa Ngalor-
Ngetan (Utara-Timur).

2. Nuriyandari Listiyani (132111096) Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam
Negeri Semarang, Tahun 2017, yang berjudul: “ Analisis Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0057/Pdt.P/PA.Smg Tentang Dikabulkannya

19 Ahmad Yusuf Maulana, Skripsi: “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena

Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.P0)”, (Ponorogo: TAIN Ponorogo,

2019).



Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”. Jenis penelitian
skripsi ini menggunakan penelitian dokumen dengan sumber data sekunder serta
menggunakan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan dokumentasi dan wawancara®® Skripsi tersebut membahas tentang
bagaimana pertimbangan hakim menurut hukum formil dan materil dalam penetapan
Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0057/Pdt.P/2016/PA.Smg. tentang
dikabulkannya permohonan wali ‘adal karena calon suami seorang buruh pabrik.

Penelitian skripsi yang disusun oleh Nuriyandari memiliki persamaan topik
dengan peneliti yaitu membahas tentang wali ‘adhal. Persamaannya Skripsi karya
Nuriyandari dengan skripsi peneliti membahas tentang permohonan wali ‘adal serta
penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nikah. Perbedaannya dalam skripsi
Nuriyandari dikarenakan wali nikah tidak setuju dengan calon anaknya dengan alasan
hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD. Sedangkan dalam skripsi
yang ditulis peneliti dikarenakan wali nikah tidak mengizini anak perempuannya
dikarenakan wali nikah masih mengikuti hitungan Jawa atau karena tradisi/adat yang
masih berlaku di masyarakat.

3. Nurjanah (050423125Y), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok Tahun 2009,
dengan skripsi yang berjudul “Permohonan Wali Adhol Menurut Hukum Islam Dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota
Tegal Nomor: 08/Pdt.P/2008/PA. TG dan Nomor: 11/Pdt.P/2007/PA.TG”). Metode
yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan
untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen.?! Skripsi ini membahas
mengenai permohonan wali ‘adal perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 serta bagaimana kedudukan dan peran wali hakim yang menggantikan
wali ‘adhal tersebut ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,

Skripsi karya Nurjanah dengan skripsi penulis mempunyai persamaan mengenai
permohonan wali ‘adal perspektif hukum Islam. Perbedaannya bahwa skripsi karya

Nurjanah membahas dua putusan sekaligus terkait permohonan wali tentang

20 Nuriyandari Listiyani, Skripsi: “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor:
0057/Pdt.P/PA.Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”,
(Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

21 Nurjanah, Skripsi: “Permohonan Wali Adhol Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor: 08/Pdt.P/2008/PA.TG dan Nomor: 11/Pdt.P/2007/PA.TG”,
(Depok: Universitas Indonesia, 2009).



bagaimana kedudukan dan peran wali hakim menurut hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 9174. Selain itu, skripsi Nurjanah juga membahas keengganan wali
yang dikarenakan hari lahir jeblok, calon suami miskin dan belum mempunyai
penghasilan tetap serta karena wali mempunyai konflik dengan calon mempelai pria.
Sedangkan skripsi yang disusun peneliti menganalisis satu putusan Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd yang membahas penetapan wali hakim sebagai pengganti wali
‘adal menurut hukum Islam saja. Disamping itu, skripsi yang disusun peneliti juga
membahas keengganan wali nikah karena wali masih mempercayai tradisi/adat hitungan
Jawa Ngalor-Ngetan.

4. Futiha Tahta Kurnia Suci (931101914), Fakultas Syari’ah, Prodi Ahwal Al-
Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Tahun 2019, dengan judul
skripsi yaitu : “Penetapan Wali Adhal Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara
Nomor: 007/Pdt.P/2012/PA.Kdr.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi.?? Dalam skripsi ini membahas tentang permohonan wali ‘adal sebab
kepercayaan wali pada tradisi jawa (weton) terhadap hitungan weton yang bertemu
geyeng (wage dengan pahing).

Skripsi karya Futiha dengan skripsi peneliti memiliki persamaan sama-sama
membahas mengenai permohonan wali ‘adal karena mempercayai adat Jawa.
Perbedaannya, skripsi yang disusun Futiha membahas tentang wali nikah yang enggan
atau menolak karena masih mempercayai adat Jawa yaitu hitungan weton yang bertemu
geyeng (wage dengan pahing). Selain itu, dasar hukum yang digunakan Hakim dalam
memutus yaitu menggunakan Kaidah Fighiyah. Sedangkan skripsi yang disusun peneliti
membahas tentang wali nikah yang enggan atau menolak menikahkan putrinya dengan
alasan masih mempercayai hitungan Jawa Ngalor-Ngetan yaitu letak rumah yang
mengarah pada Ngalor-Ngetan (Utara-Timur).

5. Fani Dwisatya Rahmana (06210005), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Tahun 2010,
dengan skripsi yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal
Karena Walli Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt,P/2009/PA.Kab.Mlg).” Jenis penelitian yang

digunakan oleh Fani menggunakan field research dan merupakan penelitian deskriptif-

22 Fytiha Tahta Kurnia Suci, Skripsi: “Penetapan Wali Adhal Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor:
007/Pdt.P/2012/PA.Kdr”, (Kediri: IAIN Kediri, 2019).
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kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi.?® Skripsi ini membahas bagaimana pandangan serta pertimbangan hakim
tentang perkara wali ‘adal yang mempercayai tradisi petungan jawa.

Persamaan skripsi yang ditulis Fani dengan skripsi yang disusun peneliti yaitu
sama-sama membahas permohonan wali ‘adal karena tradisi/adat jawa. Namun yang
membedakan keduanya ialah skripsi yang disusun Fani membahas tentang permohonan
wali ‘adal karena wali nikah menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan
masih mempercayai tradisi petungan jawa. Selain itu, pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tersebut merujuk pada Kaidah Figih Jalbul-Maslahah wa Dar’ al-
Mafasid. Sedangkan skripsi yang disusun peneliti membahas tentang wali ‘adal dengan
alasan wali nikah enggan menikahkan anaknya karena adat Ngalor-Ngetan. Selain itu
juga membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai
pengganti wali ‘adal menurut hukum Islam.

6. Ahmad Syaiful Ikhwan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2021, menulis penelitiannya pada laman UIN Malang, Sakina: Journal of Family
Studies, Vol. 5, Issue 3 tahun 2021, dengan judul “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam
Pandangan Hakim dan 'Urf”. Jenis penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian
empiris dengan pendekatan kualitatif. >* Jurnal ini membahas mengenai pandangan
hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang permohonan wali ‘adal
karena wali mempercayai adat gelit, serta untuk mengetahui pandangan ‘urf terhadap
adat gelit sebagai alasan wali ‘adal.

Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian skripsi penulis ialah
membahas tentang wali ‘adal karena adat perkawinan. Jurnal karya Syaiful membahas
tentang wali ‘adal sebab adat gelit sedangkan skripsi yang disusun peneliti membahas
tentang wali ‘adal sebab adat Ngalor-Ngetan. Titik perbedaannya, skripsi yang disusun
peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim sebab adhalnya
wali karena alasan adat ngalor-ngetan perspektif hukum Islam. Sedangkan jurnal dari
Syaiful mengenai pandangan hakim dalam memutus perkara wali ‘adal terhadap adat
gelit yang tidak dapat dijadikan pertimbangan karena bertentangan dengan hukum

Islam dan hukum positif serta dipandang menurut ‘urf.

23 Fani Dwisatya Rahma, Skripsi: “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Walli Mempercayai
Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt,P/2009/PA.Kab.Mlg)”,
(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

24 Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan 'Urf, Sakina: Journal of
Family Studies”, Vol. 5, Issue 3 tahun 2021.
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7. Ulfiyatul Fuziyah, dkk, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, The Indonesian Journal
of Islamic Law and Civil Law, pada Oktober tahun 2020, menulis penelitiannya yang
berjudul “Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali
Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.
0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat
deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Jurnal ini
membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan
‘adalnya wali dengan kemaslahatan pada perkara No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.?

Persamaan jurnal karya Ulfiyatul dengan skripsi yang disusun peneliti yaitu
membahas tentang permohonan wali ‘adal serta bagaimana pertimbangan hakim dalam
menetapkan wali ‘adal demi kemaslahatan. Namun, yang membedakan ialah jika jurnal
karya Ulfiyatul bahwa wali nikah menolak menikahkan karena wali keberatan
menikahkan anak perempuannya sebab tidak suka dengan calon suami pilihan anaknya.
selain itu, hakim dalam penetapan permohonan wali ‘adal ditinjau dari Magashid al-
Syari’ah termasuk hifz al-din dan hifz al-nasl. Sedangkan skripsi dari peneliti karena
wali meyakini larangan adat Ngalor-Ngetan serta analisis pertimbangan hakim menurut

hukum Islam.

F. Metode Penelitian
Cara untuk memecahkan masalah maupun mengembangkan ilmu pengetahuan

adalah dengan ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, sehingga nantinya dapat

digunakan untuk memahami, mengantisipasi dan memecahkan masalah.?

1. Jenis Pendekatan Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah
menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Tentunya dengan pendekatan
hukum normatif mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang
dihadapi. Penelitian ini lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan wali
hakim sebagai pengganti wali ‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan
dalam penetapan pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

%5 Ulfiyatul Fauziyah, Dkk, “Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di
Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg)”. The Indonesian Journal of Islamic
Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

26 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan-2, Januari
2018), h. 3.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach)
dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan yang
digunakan untuk mempelajari permasalahan norma serta kaidah hukum dalam praktik
hukum.?” Sedangkan pendekatan kasus berkaitan dengan mengidentifikasi putusan-
putusan pengadilan yang berkualifikasi yurisprudensi dan biasanya digunakan dalam
perkara konkret yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) lebih fokus
terhadap permasalahan kekosongan norma yang diterapkan oleh hakim. Adapun yang
digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah menggunakan ratio decidendi yaitu
alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.?® Penelitian ini
berupa analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, dengan menganalisis pertimbangan hakim-hakim kemudian
dianalisis dalam hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggambarkan kondisi
dan gejala yang ditemukan peneliti, kemudian dikaitkan dengan masalah yang akurat
dan sistematis.?® Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif juga bersifat umum dan
fleksibel atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan datanya
bersifat deskriptif yaitu data yang berupa gejala-gejala yang dikategorikan seperti
dokumen, foto, dan catatan di lapangan pada saat penelitian.>® Oleh karena itu peneliti
ingin memaparkan dasar pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan Agama
Purwodadi dalam memutus perkara wali ‘adal dan analisis menggunakan hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun dilihat dari sumber datanya penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research), maka data-data
diperoleh langsung dari subjek penelitian sedangkan data kepustakaan diperoleh
langsung dari literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan media penunjang lainnya.

a. Data Primer

27 1 Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Prenada
Media Group, Cetakan-2, Maret 2017), h. 156.
28 |bid, h. 165.
29 Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 258.
30 Rukin, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 10.
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Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari
sumber datanya.®! Pada penelitian ini, sumber yang digunakan peneliti ialah
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memutus dan
menetapkan perkara wali ‘adal.

b. Data Sekunder
Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari peneliti dari berbagai sumber yang ada
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sekunder ini dapat
diperoleh dari berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, laporan, skripsi, tesis
serta peraturan perundang-undangan yang terkait . Adapun sumber data sekunder
dari skripsi ini berasal dari data putusan hakim pengadilan Agama Purwodadi
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat pada suatu
norma atau kaidah hukum putusan hakim dan peraturan perundang-undangan.
Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah
wawancara dengan hakim pengadilan Agama Purwodadi yang memutus dan
menetapkan perkara wali ‘adal dalam putusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum sebagai pelengkap bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur seperti buku, karya
ilmiah, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan
dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data
Dalam hal memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan metode

pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan

metode dialog atau bercakap-cakap secara langsung antara peneliti dengan orang yang

di wawancarai (narasumber) sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti.®?

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama

Purwodadi yang memutus perkara wali ‘adal.

31 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.
32 Helaluddin Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoritik dan Praktik”, (Makassar: Sekolah
Tinggi Theologia Jaffray, Cetakan ke-1, 2019), h. 84.
14



Selain dengan metode wawancara, penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data tentang masalah dalam bentuk
buku, catatan, jurnal, skripsi, artikel, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan masalah. Sehingga dapat memberikan penjelasan tentang wali ‘adal dan
analisis hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan ketika proses di lapangan
bersamaan dengan pengumpulan data, selanjutnya ketika data sudah terkumpul maka
dilakukan analisis.*® Kemudian dalam penelitian kualitatif, peneliti memfokuskan diri
pada permasalahan yang dikaji dengan ditunjang oleh kerangka teoritis. Data yang
digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu peneliti
mengumpulkan, mencatat data-data secara langsung atau tidak langsung dengan fokus
pada penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif berimplikasi pada data yang
terkumpul berupa kata-kata atau uraian deskriptif dan bukan berupa angka-angka atau
perhitungan. 3 Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian kualitatif pada penelitian
ini berasal dari wawancara secara langsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan
triangulasi (triangulation) untuk menganalisis data, karena tidak ada metode
pengumpulan data tunggal yang akurat dan sistematis selain menggunakan triangulasi.
Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif dalam artian
menggunakan teknik wawancara dan observasi.®® Bahwa sebenarnya triangulasi dalam
teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan antara teknik wawancara dan
observasi kemudian sumber data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan peneliti.
Penggabungan keduanya agar peneliti mengumpulkan serta mengecek kredibilitas data
untuk kevalidan data.®®

Selanjutnya penulis menganalisis penetapan Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd
tentang pertimbangan hakim tentang wali ‘adal dengan metode pengumpulan data
wawancara kepada objek yang bersangkutan. Kemudian, penulis juga menganalisis

putusan tersebut dengan perspektif Hukum Islam.

33 Umrati Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan”, (Makassar: Sekolah
Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 86.
34 Ade Ismayani, “Metodologi Penelitian”, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), h. 81.
35 Muhammad Hasan, DKk, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Klaten: Tahta Media Group, Cetakan-1, Mei 2022), h. 73.
36 Ifit Novita Sari, Dkk, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Malang: Unisma Press, Cetakan-1, Februari 2022), h. 93.
15



G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan

diuraikan dalam sub-sub bab agar memudahkan dalam memahami masalah yang dibahas.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bab |

2. Bab 1l

3. Bab Il

4. Bab IV

5. Bab V

: Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan mulai dari bab | sampai bab V.

: Tinjauan Tentang Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali

‘Adal Sebab Adat Ngalor-Ngetan

Bab ini akan memberikan uraian teoritik sesuai dengan permasalahan
objek di lapangan yang akan diteliti. Pada bab ini membahas tentang
pengertian perkawinan, pengertian wali nikah, pengertian wali hakim,
pengertian wali ‘adal, pengertian adat Jawa Ngalor-Ngetan dan pengertian
hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan sumber data yang telah
dikumpulkan sebagai alat analisis.

: Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 906/Pdt.P/2021.PA.Pwd.
Bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purwodadi,
kondisi perkara wali ‘adal, penetapan hakim dalam perkara wali ‘adal dan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan wali ‘adal pada
penetapan Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

: Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘Adal dalam
Penetapan Nomor: 906/Pdt.P/2021.PA.Pwd.

Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yaitu berisi pembahasan
analisis hukum Islam dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali
‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan dalam penetapan
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. dan pertimbangan hakim dalam
menetapkan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

. Penutup

Pada bab ini berisi simpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti.  Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi terhadap

permasalahan pada penelitian.
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BAB 11

TINJAUAN TENTANG PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI
‘ADAL SEBAB ADAT NGALOR-NGETAN

A. Pengertian Perkawinan
Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Selain itu perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata nikah

(C&J) artinya mengumpulkan dan juga digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).

Sedangkan pernikahan menurut istilah hukum syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’
untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan
menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.>” Tujuan Perkawinan untuk
mentaati perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul dalam rangka membangun keluarga
yang harmonis, sejahtera dan kekal. Makna harmonis artinya mampu mengaplikasikan hak
dan kewajiban sesama anggota keluarga sebagai sepasang suami isteri. Sedangkan
sejahtera berarti terciptanya ketenangan sebab terpenuhinya keperluan hidup lahir dan
batinnya. Sehingga muncul kebahagiaan, kasih sayang antar sesama anggota keluarga.*®

Berikut hadis yang menjadi dasar hukum tentang perkawinan, yaitu:
apagupvﬁg;qwbawdrb@rm&gs J psaall aded el (s bz § b o al
gl>g
"Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Kami berangkat bersama Nabi Saw. waktu itu kami
masih muda, kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para
pemuda, menikahlah! Karena nikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan
kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah!. Sebab, puasa itu adalah perisai

baginya."*°

Maksud dari hadis diatas yaitu bahwa Rasul Saw telah memerintahkan bagi para
pemuda yang sudah dewasa dan mampu baik secara mental dan material untuk menikah,
karena untuk menghindari perbuatan zina. Sedangkan jika seorang pria itu belum mampu
secara mental maupun finansial, maka diperintahkan untuk berpuasa sebagai upaya untuk

menjaga dirinya dari hawa nafsu. Disamping itu, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai

37 Abdul Rahman Ghazaly, “Figh Munakahat”, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2019), h. 5-6.

%8 Ibid, h. 16.

39 Muhammad Sayyid Sabiq, “Figih Sunnah”, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, Cetakan-1, 2009), h. 456.
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hal yang sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Oleh karena itu, pernikahan juga bertujuan

untuk memelihara keturunan yang sah, sebab jika tidak dengan ikatan pernikahan yang sah,

maka anak yang dilahirkan tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui siapa yang
bertanggung jawab dan mendidiknya. Selain itu, pernikahan juga membawa kemaslahatan,
karena jika tidak dengan nikah manusia akan mengikuti hawa nafsunya layaknya binatang.

Semua orang berhak membentuk keluarga yang harmonis dan mempunyai
keturunan yang sehat dan baik dari pernikahan yang sah, maka dari itu, anak juga diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak
merupakan suatu amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ketentuan dalam Pasal 28b ayat
menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal
ini pemerintah Indonesia menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan
anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. 4°

Adapun prinsip-prinsip hukum perkawinan mengacu pada Undang-undang
perkawinan No. 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya bagi
pasangan suami dan isteri diharapkan untuk saling membantu, melengkapi dan
sebagainya. Sehingga menciptakan kesejahteraan baik spiritual maupun material.

2. Dalam Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Undang-undang pekawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun asas ini
mengandung pengecualian hanya untuk orang yang mmapu bersikap adil. Sebab, hukum
dan agama mengizinkan suami beristeri lebih dari seorang. Meskipun menurut hukum
dan agama diperbolehkan, akan tetapi dapat dilakukan jika telah memenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

40 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
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4. Prinsip calon suami dan calon istri harus sudah matang jiwa raganya, agar tujuan
perkawinan dapat terwujud baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang sehat dan baik pula.

5. Karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera,
maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

6. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang
suami, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan di masyarakat, sehingga segala

sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat didiskusikan bagi pasangan suami isteri. 4*

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maksudnya adalah bahwa perkawinan bukan
semata-mata sebagai perbuatan hukum saja, melainkan juga sebagai perbuatan keagamaan.
Makna ikatan lahir pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu dapat dilihat dan
diungkapkan hubungan hukum antara seorang suami dan isteri. Sedangkan ikatan batin
merupakan hubungan yang formal, tidak tampak, tidak kelihatan, tetapi hanya dapat
dirasakan oleh pihak-pihak yang terikat oleh dirinya. Jadi makna lahir saja atau batin saja

dalam suatu perkawinan tidak cukup, keduanya harus berhubungan erat.

Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus
dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku."*Kemudian diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo
UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh daerah luar
Jawa dan Madura. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
sebagai pelaksana Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan bahwa “Suatu
perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut
keberlakuan hukum positif dan dibenarkan oleh hukum.” Sehingga perkawinan
mempunyai akibat hukum yaitu memiliki hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan

hukum.*® Selanjutnya dalam Bab Il pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

4 Siska Lis Sulistyani, “Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 23.

26.

42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1&2.
3 Ecep Nurjamal, “Sistem Peradilan Islam Di Indonesia”, (Tasikmalaya: Edu Publisher, Cetakan-1, Juli 2020), h. 25-
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sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan

lebih rinci terkait pencatatan perkawinan, yaitu:

1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama
Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, menurut agama
selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan
sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara
pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara
pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam asal 3 sampai
dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.**

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan secara spesifik
mengenai rukun perkawinan. Namun jika merujuk pada Pasal 2, rukun pernikahan
disesuaikan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing bagi pasangan suami
isteri. Jika pasangan suami isteri beragama Islam, maka yang dipakai berdasarkan aturan
dalam agama Islam, begitu sebaliknya jika pasangan suami isteri beragama non muslim,
maka menganut agama dan kepercayannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Rukun
dan syarat pernikahan menjadi penentu suatu perbuatan hukum. Terutama yang berkaitan
dengan sah atau tidaknya dilihat dari segi hukum. Rukun dan syarat tersebut merupakan
sesuatu yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan pernikahan, kemudian menjadi
tidak sah apabila terdapat salah satu dari rukun maupun syarat tidak terpenuhi.*® Dalam
Pasal 6 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan
atas persetujuan kedua calon mempelai.” Kemudian “ Untuk melangsungkan perkawinan
seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
tua”.*"Maksud dari orang tua apabila wali nasab telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka walinya ialah keluarga yang masih

44 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab 11 Pasal 2.
4> Holilur Rohman, “Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab”, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, Agustus
2021), h. 43.
46 Ansari, “Hukum Keluarga Di Indonesia”, (Yogyakarta: Deepublisher, Cetakan-1, Desember 2020), h. 53.
47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6.
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mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup (kakek

-nenek). Adapun menurut Imam Syafi’i rukun pernikahan terdiri dari:

a.
b.

C.

d.

mempelai pria dan wanita

wali nikah

2 (dua) orang saksi
ljab dan Qabul*®

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri

dari 5 (lima) macam, meliputi:

a.
b.

C.

d.

€.

Calon suami

Calon isteri
Wali nikah
2 (dua) saksi
Sighat .*°

Selain memenuhi rukun, dalam hal ini syarat-syarat dalam suatu pernikahan juga

diperlukan, karena syarat merupakan harus ada dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-

syarat sahnya suatu pernikahan meliputi:

a. Calon mempelai pria

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Beragama Islam,

Laki-laki,

Jelas orangnya,

Tidak terdapat halangan dalam perkawinan,
Tidak ada unsur paksaan,

Dapat dimintai persetujuan,

Tidak sedang melakukan ibadah Haji atau Umroh.

Calon mempelai wanita

1)
2)
3)
4)
5)

Beragama Islam,

Perempuan,

Jelas orangnya,,

Tidak ada halangan dalam perkawinan,

Dapat memberikan persetujuan

48 Abdul Wasik dan Samsul, “Figh Keluarga Antara Konsep dan Realita”, (Yogyakarta: Deepublish, Cetakan-1,
November 2015), h. 35.
49 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

21



6) Tidak sedang dalam masa iddah.
c. Adanyawali
Adapun syarat-syarat seseorang menjadi wali nikah adalah laki-laki, Muslim,
Baligh, berakal sehat, Adil (tidak fasik), tidak dipaksa dan tidak sedang berihram.
d. 2 (dua) orang saksi

Syarat sebagai saksi yang hadir dalam prosesi akad nikah ialah 2 (dua) orang laki-
laki, muslim, baligh, berakal, dapat mendengar, melihat serta mengerti maksud dari
akad nikah.

e. Sighat (ljab dan Qabul)

Salah satu syarat dari sahnya pernikahan ialah dengan ijab dan gabul. Lafadz ijab
dalam akad nikah hendaknya tepat, tidak boleh mengandung unsur sindiran, diucapkan
oleh wali nikah, tidak dikaitkan dengan tempo waktu. Sedangkan syarat gabul ialah
ucapan penerimaan dari ijab, tidak ada perkataan sindiran, diucapkan oleh calon suami,
tidak dikaitkan dengan tempo waktu, menyebut nama calon isteri dan tidak diselingi

dengan perkataan lain.>°

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 menjelaskan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian mengenai batas usia minimal
perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Untuk
kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai telah
mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun." Namun, pada tahun 2019 aturan mengenai batas minimal
usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Batas usia
minimum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun.”* Artinya apabila salah satu dari calon mempelai belum memenuhi batas
usia minimum perkawinan, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan

agama setempat.

50 Abdul Wasik dan Samsul, “Figh Keluarga Antara Konsep dan Realita”, Op.Cit, h. 40.
51 Holilur Rohman, “Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab”, Op.cit. h. 47.
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Adapun rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi, terutama kehadiran wali nasab
yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila ada salah satu rukun
atau syarat yang tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan pernikahan itu tidak sah (batal).
Jadi, pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali maka hukumnya tidak sah. Karena wali

nikah termasuk bagian penting dalam rukun perkawinan.

. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah terdiri dari dua kata yaitu wali dan nikah, kata wali secara etimologi

berasal dari bahasa Arab yaitu s (waliya) dari fi'il madhi yang artinya memimpin atau

menguasai. Kata s (wali) berasal dari isim fa'il yang berarti orang yang memimpin atau

orang yang menguasai. Wali menurut al-Zuhaily berasal dari isim fai il yaitu wilayat, yang

mempunyai beberapa makna yaitu 3,2\ (pertolongan), ikl.)l (kekuasaan), dan 3,44

(kekuatan), sehingga dapat disebut juga wali ialah orang yang mempunyai kekuasaan.
Sedangkan wali menurut terminologi adalah kekuasaan penuh untuk melakukan tasharruf
secara langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain. Sehingga wali juga dikatakan orang
yang mempunyai kekuasaan di dalam akad. Sedangkan definisi wali menurut Sayyid Sabiq
yaitu seseorang yang mempunyai ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang

lain sesuai dengan bidang hukumnya.

Kata nikah menurut etimologi 2l @A-b artinya berkumpul dan bergabung.

Sedangkan nikah menurut terminologi yaitu suatu akad yang memperbolehkan bersenang-
senang dengan perempuan yang terkait dengan akad tersebut di antaranya al-wathi’, al-
mubasyirah, al-tagbil, al-dham, dan sebagainya. Jadi, definisi nikah ialah akad yang
membolehkan antara laki-laki dengan perempuan yang berhubungan dengan akad dengan
lafadz nikah atau tazwij. Dapat disimpulkan wali nikah adalah seseorang yang mempunyai
kekuasaan penuh untuk melakukan akad nikah atau menikahkan anak perempuan
kandungnya yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki pilihannya.

Menurut Imam Syafi'i wali nikah bagi seorang perempuan merupakan syarat
mutlak yang harus dipenuhi bagi sahnya suatu akad pernikahan. Berbeda dengan Mazhab
Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Mereka
mengatakan bahwa hadis "la nikaha illa bi waliy" yang disampaikan oleh jumhur ulama
tidak bermakna "tidak sah” namun bermakna "tidak sempurna™. Hal tersebut sama dengan

istilah "la nafiyah" (kata-kata yang menafikan) di kalangan ulama Ushul Figh dan "la"
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yang berarti "tidak sempurna”. Oleh karena itu menurut mazhab Hanafi kedudukan wali
dalam nikah hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan atau menjadi salah satu rukun dalam
pernikahan. Sedangkan alasan lain menurut imam Hanafi bahwa firman Allah SWT dalam
surat al-Bagarah: 232, mereka berpendapat jika ayat tersebut ditujukan kepada suami
bukan kepada wali.>2

Adapun dasar hukum yang menyatakan pernikahan tidak sah jika tidak ada wali
nikah adalah:

gl oes ol (s N A Y) Lo il gy JB 206wl e ¢ wse l ol 33 3 Yy
lailly (gl ol ammone o Olos 8 ) o AT 2L 5y JLpVU Chely OB (s
aliy s V) A5 ) Login rad)
"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
"Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam empat. Hadits shahih
menurut Imam Al Madany, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis Mursal.
Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imron Ibnu Al Hushoin: "Tidak
sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.">?

Demikian kedudukan wali dalam suatu pernikahan sangat penting, terutama wali
bagi mempelai wanita. karena pernikahan tanpa menghadirkan wali nikah dan 2 (dua)
orang saksi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal dan tidak di ridhai
Allah SWT. Wali merupakan salah satu dari rukun nikah dan tidak sah jika tidak ada
seorang wali. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam
pernikahan. Diantaranya para ulama yang berbeda pendapat mengenai kedudukan wali
dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Imam Malik
Menurut mereka bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah dan tidak ada
perkawinan jika tidak ada seorang wali. Oleh karena itu, tanpa adanya wali maka
hukum perkawinan tersebut tidak sah (batal).

b. Imam Hanafi dan abu Yusuf (murid Imam Hanafi)
Menurut pendapat mereka, jika wanita itu sudah baligh dan berakal, maka ia
mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Selain
itu abu Hanifah juga berpendapat kalau wali bukan merupakan syarat nikah. Beliau
menganalogikan apabila wanita itu sudah dewasa, berakal, dan juga cerdas. Maka ia

>2 Samsurizal, “Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip”, (Indramayu: CV. Adanya Abimata, Cetakan-1,

Agustus 2021), h. 27-29.

313.

53 Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadis Fikih dan Akhlak”, (Shahih, 2016), h.
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mempunyai hak untuk bertasharruf dalam hukum Muamalat menurut syara'. Oleh
karena itu, mereka lebih berhak dalam akad nikah, karena menyangkut kepentingannya
mereka secara langsung. Terutama bagi wanita (janda) diberikan hak khusus untuk
mengatur urusan dirinya tanpa melibatkan campur tangan orang lain dalam hal
pernikahan.>*

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Wali nikah dalam suatu
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikahkannya.” Kemudian syarat-syarat wali nikah dinyatakan dalam
Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah
adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan
baligh.”® Hanya saja dalam Pasal 26 Ayat 1 dijelaskan bahwa ‘“Perkawinan yang
dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang
tidak sah, atau yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri,
jaksa, dan suami atau istri".>® Jadi bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas
bahwa perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali maka perkawinan tersebut batal atau dapat
dibatalkan. Namun hal tersebut menjadi tidak batal atau gugur apabila ternyata mereka
yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wali nikah dibagi menjadi dua
macam, yaitu:

Pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak para walinya didasarkan pada adanya
hubungan darah. Seperti orang tua kandungnya, atau juga bisa wali agrab dan ab'ad
(saudara terdekat atau saudara jauh).

Kedua, wali hakim yaitu wali yang berhak menikahkan mempelai wanita karena
orang tua menolak atau ‘adal atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada
tetapi hak perwaliannya tidak ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci
tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan, 23 yang berbunyi sebagai
berikut:

Dalam pasal 21 ditegaskan bahwa:

54 Sukring, “Buku Ajar Hukum Islam”, (Bandung: Media Sains Indonesia, Juli, 2021), h. 99-100.
55 Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 19 & 20.
%6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat 1.
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1. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu
didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan
calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari
pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah,
dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat Paman yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, saudara
seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah,
dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama
berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat yang paling
dekat derajatnya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok kekerabatannya sama derajatnya, maka yang paling
berhak menjadi boleh nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

4. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat
sekandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Sedangkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Apabila
wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau
wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau karena udzur, maka yang berhak

menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.
Pasal 23 yang berbunyi:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau
‘adal atau enggan.
2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut” >
Oleh karena itu, menurut hukum Islam wali dalam pernikahan merupakan faktor

yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Menurut Imam Syafi’i

>7 Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam”, 2018, hlm. 13-15. Https://simbi.kemenag.go.id. (diakses pada
21 Agustus 2022 pukul 19.00).
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pernikahan tanpa adanya wali bagi calon mempelai wanita hukumnya tidak sah, sedangkan
menurut Imam Hanafi pernikahan tanpa dihadiri wali hukumnya dianggap sah bahkan
seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri. ®® Sebab pernikahan dikatakan sah
apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan baik yang ditetapkan menurut

peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam.

C. Pengertian Wali Hakim
Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang
ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita.>®
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa “Wali hakim ialah
wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang

diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Wali hakim berhak menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab, tetapi
tidak serta merta dapat menikahkan wanita dimanapun dan kapanpun.Wali hakim dapat
menikahkan wanita yang hanya berada di wilayah perwaliannya, seperti menikahkan
seorang wanita yang walinya enggan atau ‘adal. Adapun syarat-syarat wali hakim dapat
menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

a. Apabila terdapat persengketaan antar wali;

b. Apabila wali nikah tidak mau hadir dalam pernikahan yang sudah dianggap sekufu,
maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali agrab menurut derajat berikutnya.
Akan tetapi, hak perwalian berpindah kepada wali hakim untuk menikahkan calon
mempelai wanita. Namun jika wali tidak diketahui keberadaan tempatnya meskipun
tempatnya dekat, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Di sisi lain, jika
wali agrab (ayahnya) telah meninggal dunia, maka hak perwalian baru dapat berpindah

kepada wali di bawahnya atau menurut derajat berikutnya.5*

Mengenai peralihan hak perwalian kepada wali hakim atas wali nasab yang ‘adal
(enggan atau menolak), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang

menyatakan bahwa:

*8 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyah dan Praktiknya di
Indonesia”, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011), h. 167.

59 Kusnan, Pangeran Harahap, “Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali
Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”, (Pascasarjana: UIN Sumatera Utara, Jurnal At-
Tafahum” Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember, 2019), h. 6.

80 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf b.

61 Muhammad Sirajudin Sidiq, “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, (STAI Darussalam
Lampung, Jurnal As-Salam, Vol. IV, No. 2, 2015), h. 126-129 .
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1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau
‘adal atau enggan.

2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai

wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.®?

Demikian, kedudukan wali hakim berdasarkan Pasal 23 sebagai pengganti wali nasab
yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah dikarenakan adanya halangan-
halangan tertentu yang tidak berdasarkan hukum syara’. Misalnya, halangan karena wali
nasab bersikap ‘adal dan menolak untuk menikahkan anak perempuannya karena alasan
masih meyakini hitungan Jawa letak tempat tinggal, atau karena wali tidak diketahui
keberadaanya (mafqud), sakit, jauh dari lokasi pernikahan, meninggal dunia atau tidak
memenuhi syarat-syarat pernikahan. Maka wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti

wali nasab yang ‘adal setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.

Adapun dasar hukum Islam apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali
nikah, maka wali hakim yang dapat menggantikan perwaliannya, hadis dari Aisyah Ra.
bahwa Rasulullah bersabda:
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“Dari Aisyah Ra. Rasulullah Saw. bersbada, “Perempuan yang nikah tanpa izin dari
walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, makai ia wajib
membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan dirinya. Apabila mereka
(para wali wanita) berselisih paham, penguasa boleh menjadi wali nikah bagi wanita yang

tidak memiliki wali,” (HR. Empat Imam, kecuali An-Nasa’i, hadits shahih menurut lbnu
Awanah, 1bn Hibban dan Al-Hakim ).”3

Sultan yang dimaksud dalam hadis diatas ialah imam/pemimpin/kepala negara atau
sekarang dapat disebut dengan hakim. Hadis diatas menyatakan bahwa akad nikah
tergantung kepada walinya. Apabila wali nikah melarang atau menolak menikahkan anak
perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka pernikahannya dapat diserahkan

kepada wali hakim. Demikian juga jika wali nikah tidak diketahui keberadaannya atau

62 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.
83 |bn Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram: Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak”, (Bandung: Marja,
Cetakan-1, Juli 2019), h. 193.
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sedang menjalankan ihram atau bahkan calon mempelai wanita tidak mempunyai wali,

maka wali hakim yang akan menggantikannya.

Berkenaan dengan keabsahan pernikahan dengan menggunakan wali hakim,
menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam dianggap sah apabila perpindahan
wali tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian wali yang
melaksanakan akad nikah atau yang mewakili sebagai wali nikah harus memenuhi syarat
hukum Islam yaitu seorang laki-laki, Islam, baligh dan cakap. Menurut Imam Syafi’i ada
empat hal dalam menetapkan suatu pernikahan yaitu wali, kerelaan dari calon mempelai
wanita, kerelaan dari calon mempelai pria, dua orang saksi dan kerelaan atas
mahar/maskawin. Bahwa Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah bersepakat pensyaratan
adanya seorang wali dalam hal keabsahan pernikahan. Hal ini berbeda dengan pendapat
Hanafiyah bahwa pensyaratan adanya wali hanya berlaku untuk shoghiroh dan kabiroh
majnunah, sedangkan bagi baligh dan berakal baik gadis atau janda mempunyai hak untuk
menikahkan dirinya sendiri selama itu sekufu/sepadan, sebab jika pasangan tida sekufu

maka wali nikah berhak memfasakh nikahnya.

Para ulama berpendapat bahwa wali tidak diperbolehkan enggan menikahkan anak
perempuannya dibawah perwaliannya, tidak boleh menyakiti dan tidak boleh melarangnya
untuk menikah, sedangkan yang akan menikahinya telah dianggap sekufu dan sanggup
membayar mahar. Dalam kasus semacam ini, hak wali yang bersikap enggan atau ‘adal
menikahkan tidak berpindah kepada wali yang berada di bawah tingkatannya, melainkan

langsung berpindah kepada wali hakim.

Namun perpindahan hak perwalian dari wali nasab/wali agrab kepada wali
hakim/wali ab’ad para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i wali ab ad tidak
boleh menikahkan anak perempuan selama masih ada wali agrab yang memenuhi syarat.
Menurut Imam Hanafi, apabila wali agrab masih ada dan wali ab’ad menikahkan anak
perempuan, maka pernikahan itu sah jika disetujui oleh wali aqrab. Namun jika tidak
mendapat persetujuan, maka pernikahan dianggap batal. Sedangkan Imam Maliki
berpendapat bahwa wali ab’ad boleh menikahkan anak perempuan meskipun wali
agrabnya masih ada. Adapun hak menikahkan anak perempuan merupakan hak dari wali
agrab (ayah) dan tidak dapat berpindah kepada wali lain atau penguasa, kecuali terdapat
alasan-alasan tertentu yang dapat diterima. Hal-hal yang menjadi penyebab hak perwalian
dapat berpindah kepada wali hakim, antara lain adalah:

a. Wali agrab dan wali ab’ad sudah tidak ada.
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b. Wali agrab dan wali ab’ad akan menikah sendiri, sedangkan wali aqrab yang sederajat
sudah tidak ada.

Wali agrab dan wali ab’ad sedang ihram.

e ©

Wali agrab dan wali ab’ad tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
Wali agrab dan wali ab’ad menderita sakit pitam.
Wali agrab dan wali ab’ad sedang dipenjara dan tidak dapat ditemui.

Wali agrab dan wali ab’ad sedang bepergian jauh yang membolehkan shalat qashar.

o «Q —Hh o

Wali agrab dan wali ab’ad menolak menikahkan (‘adal ).

Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedangkan wal mujbirnya (ayah atau
kakeknya) sudah tidak ada.

Kaitannya dengan calon mempelai wanita yang menderita sakit gila, mayoritas
imam mazhab sepakat bahwa hakim yang bersikap adil mempunyai hak menikahkan laki-
laki dan perempuan gila apabila tidak mempunyai wali yang terdekat, hal ini berdasarkan
hadits Nabi SAW yaitu “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.
Namun, menurut Imamiyah dan imam Syafi’i bahwa wali hakim tidak berhak menikahkan
anak gadis yang masih kecil, sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa hakim berhak
menikahkan anak gadis yang masih kecil, akan tetapi akad tersebut tidak mengikat dan jika
ia sudah baligh maka berhak menolaknya. Dalam hal ini kembali kepada pendapat
Imamiyah dan imam Syafi’i karena dalam keadaan semacam ini wali hakim telah
melakukan agad fudhuli (tanpa izin). Adapun imam Malik berpendapat bahwa jika tidak
ada wali yang dekat, maka wali hakim berhak menikahkan anak laki-laki dan perempuan
kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu serta menikahkan

perempuan yang sudah dewasa dan waras atas izin mereka. %

Perkawinan sah apabila dilakukan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan pada Pasal 13 ayat (1) bahwa “Dalam hal tidak adanya wali
nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, akad nikah dilaksanakan dengan
wali hakim.” Pada ayat (2) “Wali hakim yang dimaksud ialah Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan atau PPN LN.” Kemudian dalam Pasal 3 bahwa “Wali hakim dapat

bertindak sebagai wali nikah, jika:

a. Wali nasab tidak ada;

64 Rustam, “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan”, (Universitas Pahuwoto, Jurnal
Al-“Adl. Vol. 13, No. 1, Januari 2020), h. 64-67.
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Wali nasab ‘adal;
Walinya tidak diketahui keberadaannya;

o o

Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

@

Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

-

Wali nasab sedang ihram; dan
g. Wali yang menikahkan akan menikah sendiri.®®

Wali hakim dapat digunakan sebagai pengganti wali nikah yang ‘adal dalam
pelaksanaan pernikahan sepanjang peralihan perwalian tersebut sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya wali nikah
bersikap ‘adal hanya karena masih mempercayai hitungan jawa, maka hal yang seperti ini
tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena hukum Islam hanya mengenal konsep
kafa’ah dalam mencari dan memilih jodoh. Adapun kategori mencari pasangan menurut
hukum Islam yaitu perkawinan yang dianggap seimbang atau sekufu dengan menikahi
perempuan karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunan, kecantikan dan
perempuan yang memiliki agama. Dalam hal ini hukum Islam tidak mempermasalahkan
perbedaan suku, bangsa, status sosial, bahkan mempercayai adat, sekufu yang dimaksud
dalam Islam mempunyai makna yang seiman dengan pasangannya. Sehingga Islam

melarang seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang beragama non muslim.
Pengertian Wali ‘Adal

Secara etimologi kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu &Yy — s - sk merupakan
bentuk jamak dari <Wsi yang artinya pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut

terminologi wali ialah suatu pertanggungjawaban berupa tindakan, atau pengawasan dari
orang yang sudah dewasa dan cakap terhadap orang yang berada di bawah umur dalam hal

pengurusan diri pribadi seseorang serta harta kekayaan.

Sedangkan secara etimologi kata ‘adal berasal dari bahasa Arab yaitu — J.as

Suzase - lax yang berarti menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan

kehendak. Menurut istilah wali ‘adal adalah wali yang menolak menikahkan atau melarang

85 peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13.
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anak perempuan kandung yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa
alasan syar'i.®®
a. Wali ‘Adal Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, bahwasannya Jumhur Fugaha bersepakat apabila seorang
perempuan hendak melaksanakan pernikahan harus dihadiri oleh wali nasab, karena
wali bagian dari rukun nikah sekaligus pelaksana ijab dan gabul dalam akad nikah. oleh
karena itu, pernikahan tanpa kehadiran seorang wali, maka pernikahan dianggap tidak
sah. Menurut para fugaha, mereka bersepakat bahwa perpindahan hak perwalian
kepada wali hakim jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama
sekali. Akan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan berpindahnya hak
perwalian kepada wali hakim yaitu perempuan yang hendak menikah mempunyai wali
nasab, namun wali tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan yang tidak
syar’i, misalnya calon suami orang miskin, berbeda suku atau bangsa, dsb, Maka, wali
yang seperti itu disebut wali ‘adal yaitu menghalangi anak perempuan untuk
menikahkannya padahal telah menuntutnya untuk dinikahkan. Dalam hal ini, terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap perwalian boleh beralih kepada wali
hakim atau tidak.

Menurut Jumhur Fugaha Maliki, Hanati dan Syafi’i, mereka bersepakat bahwa hak
perwalian bagi wali nikah yang ‘adal, maka akan berpindah kepada wali hakim bukan
kepada wali ab’ad. Dikarenakan wali nikah ‘adal, maka dianggap keluar dari hak
perwalian karena hal tersebut merupakan kedzaliman dan atas kezaliman itu, maka hak
perwalian berpindah kepada sulthan atau hakim. Menurut Imam Ahmad, ia
berpendapat apabila wali nasab (agrab) bersikap ‘adal, maka hak perwalian berpindah
kepada wali ab’ad dan tidak berpindah kepada wali hakim, kecuali jika semua wali
nasab baik yang aqrab atau ab 'ad telah ‘adal, maka hak perwalian beralih kepada wali
hakim.®’

Dapat diambil kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian istinbath hukum para fugaha
diatas, maka para jumhur fugaha sependapat apabila wali nasab ‘adal dengan alasan

yang tidak syar’i atau alasan yang tidak berdasarkan hukum Islam, maka pernikahan

8 Moch. Aziz Qaharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, (Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Fagih
Asy'ari, Jurnal El-Fagqih, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018), h. 103-104
67 Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Figih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ahkam,
Vol. 5, No. 1, Juli, 2017, h. 106-107.
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calon mempelai wanita atau anak perempuan dapat dilaksanakan dengan wali hakim
dan hukumnya sah.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang wali ‘adal terdapat dalam QS.
Al-Bagarah: 232, bahwa Allah berfirman:
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" Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah
kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila
telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian

diantara kamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang

kamu tidak mengetahui” %

Maksud dari ayat tersebut diatas menjelaskan tentang seorang yang wanita
yang diceraikan oleh suaminya dan memungkinkan akan menikah lagi, baik dengan
bekas suaminya atau dengan laki-laki lain. Dalam ayat diatas, para ulama figh
berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam ayat yang berbunyi “janganlah
kamu menghalang-halangi”, diantaranya adalah:

a. Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada wali, hal ini
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Qasim Ma’qil
bin Yasir. Dimana saudara perempuan Ma’qil dinikahi oleh Abibaddah yang
kemudian dicerai oleh suaminya, selesai masa iddahnya, Abibaddah merasa
menyesal dan menginginkan ruju’ Kembali dengan bekas istrinya tersebut. Akan
tetapi sebagai wali, Ma’qil tidak menyetujuinya sehingga peristiwa ini diketahui
oleh Rasulullah SAW dan kemudian turunlah ayat tersebut diatas yang pada
akhirnya Ma’qil memperbolehkan Abibaddah ruju’ dengan saudara
perempuannya.

Demikian, menurut imam Syafi’i bahwa riwayat tersebut menjadi
penyebab turunnya ayat ini terkait larangan menghalang-halangi perempuan
menikah yang ditujukan kepada wali nikah bukan suami. Oleh karena itu, jika
larangan dalam ayat tersebut tidak ditujukan kepada wali, maka perempuan dapat
menikahkan dirinya sendiri dan tidak memerlukan izin dari wali nikah atau

tertunda karena sikap Ma’qil selaku wali nikahnya.

220.

68 Kadar M. Yusuf, “Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum”, (Jakarta: Amzah, Cetakan-1, 2011), h.
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b. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan imam Syafi’i, bahwasannya larangan ayat
tersebut menurut imam Hanafi ditujukan kepada suami bukan kepada wali.
Menurut beliau, bahwa larangan yang dimaksud ialah bekas suami menghalangi
bekas istrinya untuk menikah dengan orang lain. Oleh karena itu, menurut beliau
bahwa wali tidak merupakan syarat sah dalam akad pernikahan, sebagaimana
pendapat beliau bahwa perempuan yang berstatus janda dapat melangsungkan
akad nikah tanpa izin dari wali nikah.®
Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas, bahwasannya baik wali nikah

maupun bekas suami tidak diperbolehkan menghalang-halangi seorang perempuan

untuk menikah lagi. Adapun bagi wali nikah yang menghalangi seorang perempuan
untuk melakukan pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa walinya telah ‘adal karena
tidak mau menikahkan.

Adapun menurut hukum Islam para ulama berbeda pendapat terhadap
penyelesaian perkara wali ‘adal, antara lain:

1. Pendapat Imam Malik
Menurut mazhab Imam Malik memiliki kesamaan dengan pendapat Imam Syafi’i.
bahwa Imam Malik menyatakan apabila ada seorang wali mujbir atau bukan,
sedangkan ia menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan pasangan
yang sekufu dan calon suami rela membayar maskawin. Maka perwalian tidak
berpindah kepada wali yang jauh, tetapi calon mempelai wanita berhak
mengadukan perkaranya kepada hakim. Dengan maksud menanyakan wali nasab
mengenai alasan-alasan yang sudah sesuai dengan hukum syar’i, maka hakim
menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Namun jika alasan-alasan penolakan
wali tidak sesuai dengan hukum syari’at, maka hakim akan menunjuk wali hakim
untuk menikahkan anak perempuan setelah adanya putusan dari Majelis Hakim.

2. Pendapat Imam Hanbali
Menurut Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang wali nasab menolak
menikahkan anak perempuannya atau disebut dengan wali ‘adal, maka hak
perwalian wali nasab berpindah kepada wali hakim. Namun di sisi lain, ada juga
yang berpendapat dalam menyelesaikan perkara ‘adalnya wali yaitu hak perwalian
berpindah kepada kerabat yang lain, sekalipun itu kerabat jauh (ab’ad) baru
kemudian dapat berpindah kepada wali hakim setelah wali ab’ad tidak bersedia

89 «“Risalah Muslim”, https:/risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2/232/. Diakses pada 22 Oktober 2022, pukul 16.08.
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menjadi wali nikah.

3. Pendapat Imam Hanafi
Imam Hanafi mengatakan apabila wali agrab menghalangi anak perempuannya
menikah dengan calon suaminya yang telah sekufu dan mampu membayar mahar
mitsil, maka proses penyelesaiannya sama halnya dengan wali yang ghaib atau
tidak dapat ditemukan atau tidak dapat di datangkan. Dengan demikian, menurut
Imam Hanafi hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, selagi masih ada
wali yang jauh (ab 'ad).

4. Pendapat Imam Syafi’i
Imam Syafi’i berpendapat dalam penyelesaian wali nasab yang ‘adhal dengan
melibatkan sulthan atau hakim, karena penguasa atau hakim yang berwewenang
memutus permasalahan wali yang dianggap ‘adal. Dalam hal ini, anak perempuan
yang hendak melaksanakan pernikahan, akan tetapi wali nasab menolak
menikahkan, maka dapat mengajukan laporan kepada penguasa atau hakim
sebagai pihak yang dirugikan. Demikian, apabila wali masih membangkang tidak
mau menikahkan anak perempuannya, maka menurut mazhab ini, bahwa wali
hakim yang akan menikahkan anak perempuan atas ‘adalnya wali.”

b. Wali ‘Adal Menurut Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang wali ‘adal diatur
dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib
atau ‘adal atau enggan.

2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai

wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.”

Selanjutnya terkait dengan wali ‘adal, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 1987 yang menjelaskan tentang wali hakim dapat menggantikan wali nasab

yang ‘adal, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim, yaitu:

70 Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan
di Indonesia”, (Cirebon: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Mahkamah: Jurnal Kajian dan Hukum
Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016), h. 63-67.

"1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.
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(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar
negeri atau diluar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang
berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau magfud, atau berhalangan

atau ‘adal, maka pernikahannya dapat dilangsungkan oleh wali hakim.

(2) Khusus untuk menyatakan wali tersebut ‘adal sebagaimana pada Ayat (1), maka
‘adalnya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

yang mewilayahi tempat tinggal dari calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
terkait penunjukan wali hakim sebagai pengganti atas wali nasab yang ‘adal,

disebutkan bahwa:

1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan
ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan calon mempelai wanita sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 Ayat (1).

2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sedang
berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi
kuasa untuk atas nama Menteri Agama agar menunjuk salah satu Penghulu pada
kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam
wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai wanita.

3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka tugas Urusan
Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu
pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.’

Maksud isi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 1
sampai 3, jika wali nasab tidak diketahui, tidak memenuhi syarat atau menolak
menikahkan yang menyebabkan perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Maka dari
itu, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali ‘adal ke pengadilan
agama bahwa walinya tidak mau menikahkan dirinya. Setelah Majelis Hakim
menetapkan wali hakim sebagai pengganti walinya yang ‘adal, maka calon mempelai
wanita mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi

wali hakim dalam pernikahannya.

72 peraturan Menteri Agama RI, Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 2 dan Pasal 3.
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Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Majelis Hakim dalam
memeriksa sebelum menjatuhkan penetapan wali ‘adal, bahwa Majelis Hakim harus

menanyakan diantaranya.

1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkan tersebut enggan atau menolak untuk
menikahkan?

2. Apakah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah bersepakat untuk
melangsungkan pernikahan?

3. Apakah benar antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sekufu?

Adapun dalam memutus sebuah perkara, Majelis Hakim harus tetap
memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap
keputusan yang akan ditetapkan. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam menetapkan wali ‘adal
harus sesuai dengan syari at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika alasan-
alasan yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum syari’at, maka permohonan harus
dikabulkan. Demikian perpindahan wali nikah yang ‘adal kepada wali hakim tidak semata-
mata berpindah dengan sendirinya, melainkan melalui prosedur dalam proses persidangan
di pengadilan agama yang menangani wali tersebut.”

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan calon mempelai wanita dalam

mengajukan permohonan wali ‘adhal di pengadilan agama, antara lain adalah:

1. Menyerahkan surat permohonan minimal rangkap 5 (lima) disertai dengan softcopy
(CD/Flashdisk);

2. Menyerahkah fotokopi KTP Pemohon dan para Pemohon yang di Nazegelen dan di
leges di Kantor POS;

3. Menyerahkan Surat Keterangan dari KUA tentang wali yang tidak bersedia
menikahkan;

4. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS;

5. Menyerahkan fotokopi Akta Nikah orang tua Pemohon yang di Nazegelen dan leges di
Kantor POS; dan

6. Membayar Panjar Biaya perkara berdasarkan radius.’

73 Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali ‘Adal, (Surakarta: IAIN Surakarta, Al-
Hakim: Jurnal llmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi”, Vol. 2, No. 2, November 2020), h. 88-92.

74 Https://web.pa.ngawi.go.id/en/layanan-hukum/pendaftaran-perkara/permohonan/pendaftaran-wali-adhol. Diakses
pada 15 September 2022, pukul 06.50.
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Jika dilihat menurut sistem peradilan, permohonan wali ‘adal termasuk dalam
perkara voluntair bukan perkara gugatan (contentious). Wali ‘adal diajukan bagi calon
mempelai wanita yang hendak menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali
nasab dianggap enggan atau menolak menjadi wali. Perkara permohonan (volunteer) hanya
melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa adanya pihak lain yang
dijadikan termohon. Salah satu ciri dari perkara voluntair yaitu tidak ada sengketa dengan
pihak lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan wali ‘adal di

pengadilan agama bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan 5 (lima) hal, antara lain:

1. Pihak yang mengajukan permohonan penetapan wali ‘adal yaitu dari calon mempelai
wanita yang walinya enggan menikahkan.

2. Permohonan wali ‘adal diajukan oleh calon mempelai wanita ke pengadilan agama
sesuai wilayah hukum calon mempelai wanita itu bertempat tinggal.

3. Permohonan penetapan wali ‘adal dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama setelah
mendapat keterangan dari orang tua yang bersangkutan.

4. Permohonan wali ‘adal bersifat volunteer dan hasilnya berupa penetapan, jika pemohon
tidak puas terhadap putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim, maka dapat
mengajukan upaya kasasi.

5. Upaya hukum yang dapat ditempuh wali nasab adalah pencegahan pernikahan jika
pernikahan itu belum dilangsungkan dan pembatalan pernikahan jika pernikahan

tersebut telah dilangsungkan.

Maksud dari pernyataan diatas ialah apabila seorang anak (calon mempelai wanita)
mengajukan permohonan ‘adal ke pengadilan agama, maka wali nasab juga dapat
melakukan upaya hukum baik berupa pencegahan perkawinan maupun pembatalan
perkawinan. Namun, upaya tersebut hanya berlaku bagi wali yang tidak dalam keadaan

‘adal.”™

Permohonan perkara wali ‘adal termasuk dalam perkara voluntair yaitu perkara
yang diajukan secara sepihak tanpa adanya pihak lain sebagai Tergugat/Termohon. Proses
pemeriksaan perkara voluntair di pengadilan agama dilakukan secara ex-parte yang
sifatnya sederhana yaitu Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon,

kemudian memeriksa bukti surat dan saksi yang telah diajukan pemohon. Di dalam perkara

75 Zaiyad Zubaidi Dkk, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali
Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:
Banda Aceh, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2018), him. 99-100. Http://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php./usrah/index, (diakses pada 4 Agustus 2022, Pukul 09.25).
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voluntair tidak ada tahapan replik-duplik dan kesimpulan. Oleh karena itu, setelah
permohonan perkara wali ‘adal diperiksa oleh hakim, maka dari pengadilan akan
mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking, decree). Berbeda dengan perkara
contentiosa atau gugatan dalam permasalahan hukum perdata mengandung sengketa antara
2 (dua) pihak atau lebih, satu pihak berstatus sebagai Penggugat/pemohon sedangkan pihak
lain berstatus sebagai Tergugat/Termohon.’®

E. Pengertian Adat Jawa Ngalor-Ngetan

Pengertian Adat Ngalor-Ngetan

Pelaksanaan pernikahan di setiap daerah berbeda-beda, tidak sedikit pula
masyarakat setempat masih mempercayai adat istiadat ketika hendak melangsungkan
pernikahan. Bahkan dalam istilah Jawa ada juga yang mengatakan “mowo deso mowo
coro” maksudnya berbeda desa berbeda pula adatnya. Oleh karena itu masyarakat
khususnya di desa sampai saat ini masih banyak yang mempercayai tradisi/adat, hal
tersebut dilakukan untuk menghormati budaya para leluhur, sehingga masih dilestarikan
secara turun-menurun. Masyarakat yang masih mempercayai tradisi/adat menyatakan jika
melangsungkan pernikahan mematuhi tradisi/adat yang berlaku, maka diyakini akan
mendapat keberuntungan, sebaliknya jika menentang adat tersebut, maka akan terjadi

malapetaka atau musibah.

Sekalipun tradisi/adat pernikahan di setiap daerah berbeda-beda, akan tetapi
pernikahan dianggap sah dan resmi apabila pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat-
syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan. Pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya.” Artinya perkawinan sah jika dilakukan menurut agama
dan kepercayaan masing-masing. Istilah larangan-larangan menurut hukum adat sendiri
diartikan, pamali, sumbang, tulah, pantang, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut
digunakan untuk menyebut berbagai macam perbuatan yang mengandung hal
pantangan/dipantangkan sebelum melaksanakan pernikahan. Seperti kasus di daerah

Purwodadi dimana sebagian masyarakatnya masih mempercayai hitungan Jawa adat

76 Nur Mujib, “Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya”, 1 Juni 2022, Https://www.pa-
jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya. (diakses pada 9 Agustus
2022, pukul 17.35).
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Ngalor-Ngetan (Utara-Timur) yaitu letak tempat tinggal calon mempelai pria berada di
arah Utara dan letak tempat tinggal calon mempelai wanita berada di arah Timur.”’

Istilah Ngalor-Ngetan berasal dari bahasa Jawa dan jika diartikan dalam bahasa
Indonesia Ngalor berasal dari kata “Lor” yang artinya Utara, sedangkan Ngetan berasal
dari kata “Wetan” yang artinya Timur. Istilah Ngalor-Ngetan termasuk salah satu adat
kejawen yang masih diyakini sebagian masyarakat Jawa di daerah Purwodadi Kabupaten
Grobogan yang artinya sebuah larangan atau pantangan pernikahan berdasarkan letak
tempat tinggal yang mengarah Ngalor-Ngetan. Lebih tepatnya, antara letak rumah calon
mempelai wanita dengan letak rumah calon mempelai pria membentuk siku-siku,
maksudnya secara garis lurus pernikahan itu dimulai dari arah Selatan menuju arah Utara
lalu menuju kearah Timur (ngalor-ngetan). Adat perkawinan Ngalor-Ngetan ini yang

sering dijadikan alasan wali nikah bersikap ‘adal terhadap calon mempelai wanita.

Sebagian masyarakat di daerah Purwodadi masih mempercayai adat Ngalor-
Ngetan meskipun tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun, hal tersebut sudah
dianggap sebagai hukum adat. Mereka meyakini adat Ngalor-Ngetan karena masih banyak
peristiwa-peristiwa buruk yang secara kebetulan terjadi akibat melanggar pantangan
perkawinan Ngalor-Ngetan. Misalnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga
kedepannya mengalami perceraian, kecelakaan atau bahkan salah salah satu dari keluarga

calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita meninggal dunia.

Sebaliknya, jika mematuhi larangan adat Ngalor-Ngetan dalam pernikahan
dipercaya akan mendatangkan kebahagian, keselamatan dan keberuntungan dalam
kehidupan rumah tangganya. Adat Ngalor-Ngetan ini sudah mutlak dilarang dan tidak
boleh dilanggar apapun caranya, sehingga pernikahan antara calon mempelai wanita
dengan calon mempelai pria tetap tidak dapat dilaksanakan apabila rumah antar kedua

mempelai mengarah ke arah Lor-Wetan (Utara-Timur). "

Pantangan adat Jawa Ngalor-Ngetan merupakan tradisi secara turun-temurun dari
nenek moyang mereka. Jadi, pada zaman dahulu ketika ada masyarakat akan melaksanakan
pernikahan akan tetapi letak rumah kedua calon mempelai mengarah pada Lor-Wetan
(Utara-Timur) maka terjadi malapetaka atau musibah. Musibah tersebut dapat menimpa

7 Chandra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan
Adholnya Wali Ditinjau dari Perspektif Urf Dalam Hukum Islami”, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, Jurnal Magister
Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, Mei 2020), h. 157.

78 Ibid, h. 159-160.
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kepada rumah tangga kedua mempelai, juga dapat menimpa orang tua dari kedua
mempelai. bahkan dapat menimpa kepada saudara atau kerabat. Namun dalam hal ini
sebagian masyarakat setempat juga ada yang melanggar tradisi adat ini dengan alasan
bahwa semua tergantung niat dan berserah diri kepada Allah Swt. Karena mereka

berkeyakinan bahwa semua yang terjadi (musibah) adalah takdir dari Allah Swt.”

Sejarah yang melatarbelakangi larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan pada
masa kerajaan Medang Kamulan, ada seorang raja yang bernama Prabu Aji Saka. la
mempunyai seorang anak yang bernama Joko Linglung. Suatu hari hingga saatnya Joko
Linglung mulai jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari kalangan rakyat biasa.
Letak rumah gadis tersebut berada di arah Utara sedangkan letak rumah Joko Linglung
berada di arah Timur. Akan tetapi ayah dari gadis tersebut tidak merestui keduanya karena
dianggap tidak sederajat dengan keluarga Joko Linglung. Meskipun ayah dari gadis tidak
merestuinya, kenyataannya pernikahan mereka tetap berjalan. Akibatnya, Sehari
bersamaan dengan pernikahan Joko Linglung lbu dari Joko Linglung ternyata meninggal
dunia, entah itu kebetulan atau memang benar adanya. Dari kejadian tersebut, kemudian
masyarakat menghubung-hubungkan meninggalnya Ibu Joko Linglung dengan pernikahan
yang dilakukan anaknya, sehingga menyebabkan Ibu Joko Linglung meninggal dunia.

Disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa sejarah yang melatarbelakangi
larangan menikah Ngalor-Ngetan. diceritakan oleh Ki Jatipitutur selaku juru kunci
Kasanga berasal dari wilayah Gabus, Kabupaten Grobogan. Bermula dari Aji Saka yang
menjadi Prabu di Medang Kamulan, bahwa beliau sudah terbiasa berburu di hutan dan
gunung tanpa diiringi prajurit. Suatu hari, Aji Saka tengah berburu di hutan, lalu ia
membunuh seekor ular raksasa yang sedang bertapa dengan panahnya, setelah membuhun
ular raksasa tersebut ia mendapat kutukannya. Kemudian Aji Saka bertamu ke rumah Nyi
Janda Kasiyan di Desa Sangkeh, Nyi Janda Kasiyan mempunyai seorang anak gadis kecil
yang bernama Rarasati. Pada saat Aji Saka datang kerumahnya, Nyi Janda Kasiyan
mengawasi anak gadisnya yang sudah beranjak dewasa sedang menumbuk padi bersama
dengan para wanita lainnya. Selain bisa menumbuk padi, Rarasati mempunyai peliharaan
yaitu induk ayam berwarna putih bersih kesayangannya yang selalu mengikuti dirinya.
Tidak lama setelah bertamu ke rumah Nyi Janda Kasiyan, Aji Saka terpikat melihat

kecantikan Rarasati, la bernafsu dan akhirnya nengeluarkan nutfah ke tanah, begitu juga

7° Emi Rahmawati, “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan™, (Pesantren Riset Al-Muhtada,
Semarang, Al-Mada:Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Vol. 3, No. 2, 2020), him. 246. Http://doi.org/10.31538/almada.v3i2.602,
(diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 11.42).
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yang dilakukan oleh Rarasati. ayam Kkatai yang dipelihara Rarasati mematuk keduanya,
sehingga menjadikan Aji Saka pulang karena rasa malu. Dikemudian hari ayam katai yang
dipelihara Rarasati bertelur, telur tersebut disimpan oleh Nyi Janda di tempat penyimpanan
beras. Hingga pada waktunya telur itu menetas seekor ular. Singkat ceritanya ular inilah

yang kemudian menjadi Jaka Linglung.

Aji Saka murka karena ular naga tersebut mengaku sebagai anaknya, ia tidak terima
mengingat dirinya masih perjaka dan belum menikah. Aji Saka mendapat penjelasan dari
sang ular yang membuat la malu, setelah itu Aji Saka mengutus ular tersebut untuk pergi
ke laut selatan menghadapi buaya putih jelmaan dari Dewatacengkar, jika ingin diakui
sebagai anak dan dicarikan pasangan. Setelah sang ular memenangkan pertandingan
melawan buaya putih, kemudian Ratu Anginangin menyuruh Jaka Lingkung pulang tetapi
dilarang melewati jalan yang ia lalui pada waktu berangkat. Akhirnya Jaka Linglung
pulang dengan cara menembus ke bumi dan muncul ke permukaan untuk melihat apakah
ia sudah sampai atau belum. Joko Linglung keluar dari dalam bumi dan muncul ke

permukaan, seketika berubah menjadi berbagai sumber lumpur.

Sesampainya di istana, Aji Saka mengangkat Jaka Linglung menjadi pangeran
Adipati dan menyuruh tinggal di Tunggulwulung. Namun, di Tunggulwulung ternyata Jaka
Linglung menghabiskan seluruh unggas di kediamannya, sehingga Aji Saka
memanggilnya dan mengajari ilmu kasar halus. Kemudian Jaka Linglung bertapa dengan
mulut menganga di sebuah hutan selama bertahun-tahun hingga seluruh tubuhnya
ditumbuhi semak belukar dan tidak kelihatan tubuhnya. Suatu hari, ada sembilan ekor anak
gembala yang sedang belindung dari hujan. Namun, delapan ekor anak gembala masuk ke
dalam mulut Jaka Linglung yang di sangka mereka ialah gua, sementara anak gembala
yang satunya lagi dilarang untuk masuk dan akhirnya anak gembala tersebut memanjat ke
punggung Jaka Linglung dan membacokkan kudi ke punggung yang dikira itu adalah
tanah. Lalu Jaka Linglung segera menutup mulutnya dan ke delapan anak gembala yang
berada di mulutnya tidak bisa keluar dan akhirnya anak gembala tersebut mati, sedangkan
anak gembala kesembilan berlari untuk pulang karena ia ketakutan. Prabu Aji Saka yang
mendengar berita tersebut kemudian marah dan memerintahkan untuk memasak mulut
Jaka Linglung. Jaka Linglung mati di tempat ia bertapa, namun sebelum mati Jaka

Linglung bersumpah bahwa ia mengutuk masyarakat yang menikah bertemu Ngalor-
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Ngetan sesuai jenazahnya dan jika melanggar pantangan Jaka Lingkung maka akan
mendapat kesengsaraan.®

Asal-usul adat Ngalor-Ngetan belum diketahui secara pasti kebenarannya,
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 September 2022 dengan
Mbah Suripto, sesepuh desa Kuripan, Kabupaten Grobogan. Beberapa orang memiliki
pendapat yang berbeda tentang sejarah adat Ngalor-Ngetan ini. Beliau mengatakan bahwa
sejarah adat larangan perkawinan Ngalor-Ngetan ialah “adat Ngalor-Ngetan iku wiwitan
dino sing mboten saget diterak” artinya adat Ngalor-Ngetan merupakan permulaan hari
yang tidak boleh dilanggar untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Mbah Suripto, asal-
usul adat Ngalor-Ngetan berasal dari cerita nenek moyang pada zaman dahulu yang
diturunkan secara turun-temurun hingga saat ini. Menurut beliau, jika seseorang menikah
dengan adat Ngalor-Ngetan, maka dikatakan dengan istilah “tebusan kebo girang” artinya
akan dimakan oleh batara kala yaitu ular naga dari arah Utara-Timur. Oleh karena itu,
apabila adat tersebut dilanggar, maka memungkinkan akan terjadi musibah atau
malapetaka, baik dari kedua calon mempelai pengantin atau dari keluarga kedua calon
pengantin, misalnya dengan jarak maksimal 2-3 tahun keluarga mempelai pengantin akan
mengalami perceraian atau bahkan salah satunya meninggal dunia. Demikian hal yang
menjadikan adat Ngalor-Ngetan masih dipercaya dan diyakini oleh sebagian masyarakat

Kabupaten Grobogan.

Sedangkan untuk hal kepercayaan, Mbah Suripto sendiri sangat percaya dengan
adat Ngalor-Ngetan, begitu juga keluarganya bahkan mayoritas masyarakat di tempatnya
masih mempercayai adat ini. Menurut Mbah Suripto Jika ada orang yang menentang adat
Ngalor-Ngetan “iku balik maring awak e dewe” maksudnya bahwa ada orang yang
mempercayai ataupun menentang itu semua tergantung dirinya masing-masing. Adat ini
masih diyakini sebagian besar masyarakat wilayah Kabupaten Grobogan tentang hitungan
jawa yaitu adat Ngalor-Ngetan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri sebagian masyarakat yang
lain juga ada yang menentang, itu semua kembali pada dirinya masing-masing mau
mempercayai atau tidak. Menurut Mbah Suripto mengatakan bahwa “nak masalah iku
tergantung adate wong masing-masing, nak adat ngalor-ngetan kanggo wong sing iseh
percoyo adat jowo, nak miturut wong Islam dino iku apik kabeh” yang berarti
permasalahan tentang adat itu tergantung kepercayaan orang masing-masing, bahwa adat

80 Muhammad Ubayyu Rikza, “Implementasi Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Dalam Permohonan Wali Adhal
(Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan)”, Https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/. (diakses
pada 10 Agustus 2022, pukul 17.31)
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Ngalor-Ngetan itu berlaku bagi orang-orang yang masih percaya dengan adat jawa kuno

dan menurut orang Islam bahwa semua hari itu baik.

Adapun dampak jika melanggar adat Ngalor-Ngetan bagi seseorang yang hendak
melangsungkan perkawinan menurut Mbah Suripto “nak wani nerak, cobane gede yaiku
pengantin utawa wong tuwane pedot ning tengah dalan” maksudnya akan membawa
dampak besar jika kedua calon pengantin masih melanggar pantangan Ngalor-Ngetan yaitu
kedua pengantin atau orang tuanya akan mendapat musibah seperti perceraian atau
meninggal dunia. Sebaliknya, jika mematuhi pantangan Ngalor-Ngetan, maka akan
membawa keberuntungan dalam kehidupan rumah tangga. Di samping itu, ada syarat
khusus jika kedua calon mempelai pengantin menentang adat ini dalam melaksanakan
perkawinan yaitu untuk orang tua mempelai wanita tidak boleh pergi ke rumah orang tua
calon mempelai pria (besan). Adapun solusi yang diberikan Mbah Suripto kepada calon
mempelai yang ingin melangsungkan pantangan pernikahan adat Ngalor-Ngetan

sebaiknya dihindari untuk mencari keselamatan®:

Berdasarkan beberapa sejarah awal mulanya larangan perkawinan adat Ngalor-
Ngetan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah larangan perkawinan Ngalor-
Ngetan belum diketahui secara pasti kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara, sejarah
larangan perkawinan adat Ngalor-Ngetan berasal dari cerita turun temurun nenek moyang
terdahulu dan sesepuh desa hingga berlaku sampai saat ini. Cerita asal-usul tentang adat
ini berkembang dengan berbeda-beda pendapat, karena sejarah adat ini mereka ketahui dari
orang tua dan sesepuh desa secara turun temurun. Larangan tersebut merupakan bentuk
perjanjian pada zaman terdahulu antara kedua tokoh jawa yang mempunyai sumpah bahwa
suatu saat anak cucu dilarang menikah dengan arah atau letak rumah Ngalor-Ngetan. Oleh
karena itu, adat Ngalor-Ngetan sampai saat ini masih diyakini oleh sebagian besar

masyarakat Kabupaten Grobogan, khususnya masyarakat yang di desa.
Pengertian ‘Urf (Adat)

Secara etimologi ‘urf berarti baik dan perulangan atau berulang-ulang, sedangkan
adat diambil dari al-mu‘'awadah yang artinya mengulang-ulang. Menurut istilah sebagian
ulama ushul mendefinisikan ‘urf dan adat dengan maksud yang sama, yaitu “sesuatu yang
telah dikenal oleh banyak orang dan sudah menjadi tradisi mereka, baik yang berupa

perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang sifatnya sighat lafdziyah. Menurut

81 Suripto (Sesepuh Desa), “Hasil Wawancara”, Pada Tanggal 4 September 2022, Pukul 11.17.
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Hasbi Ash-Shiddigi, ‘urf dan adat adalah sama, beliau mendefinisikannya dengan adat
(kebiasaan) yang telah dikenal di seluruh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang
disenangi serta berlaku di dalam kehidupan mereka. Sedangkan ‘urf dan adat kebiasaan
merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan berlaku terus

menerus baik yang berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana dikutip oleh Nasrun

beliau ungkapan ‘wrf ialah ais BMe & o SI Y! yang artinya “sesuatu yang

dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional”. Dari definisi tersebut
menunjukkan bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang
menurut hukum rasional, maka tidak dinamakan adat. Selain itu, definisi tersebut juga
menunjukkan bahwa adat tidak hanya mencakup persoalan pribadi, seperti kebiasaan
makan, tidur, dll. Akan tetapi juga menyangkut persoalan umum yang baik maupun buruk.

Sedangkan ungkapan adat menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah berarti “@3 e e 8

2 o Js3" artinya “kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan”,

Dari ungkapan tersebut, dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena
adat lebih global dibandingkan ‘urf. Bahwasannya ‘urf berlaku bagi masyarakat banyak di
daerah tertentu bukan hanya pribadi atau kelompok tertentu, akan tetapi muncul dari
pemikiran dan pengalaman, seperti halnya adat kebiasaan mayoritas pada masyarakat
daerah tertentu yang masih meyakini sebuah adat dari turun temurun nenek moyang

terdahulu yang diyakini sampai sekarang.®?

a. Pembagian ‘Urf
Ulama ushul figh membagi ‘urf menjadi dua macam, akan tetapi secara garis dibagi

menjadi tiga macam, antara lain adalah:
Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu

1. ‘Urf Qauli atau lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz yang
maknanya berbeda dengan makna aslinya. Akan tetapi, jika makna tersebut

diucapkan, maka masyarakat langsung memahaminya dengan makna yang berlaku

82 Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Figh”, (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan
Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 2018), h. 182-184.
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di daerahnya, seperti ungkapan daging yang bukan hanya bermakna dgaing sapa saja,
akan tetapi juga mencakup semua daging yang ada.

2. ‘Urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan biasa
(perbuatan masyarakat yang terkait dengan persoalan hidup dan tidak berhubungan
dengan kepentingan orang lain) atau muamalah keperdataan (kebiasaan masyarakat
dalam melakukan akad dengan cara tertentu).

Dari segi maknanya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf ‘am dan ‘urf khas:

1. ‘Urf ‘am yaitu kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat tertentu dan seluruh
daerah, seperti jual beli mobil.

2. ‘Urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu, seperti

jual beli, apabila terdapat barang yang cacat dapat dikembalikan.

‘Urfdilihat dari segi keabsahan dan atau ‘urf yang disyariatkan dan tidak disyariatkan

dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. ‘Urf Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat dan tidak
bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan maslahah dan tidak mendatangkan
mudharat kepada mereka, misalnya dalam lamaran seorang laki-laki membawa
hadiah untuk diberikan kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap
sebagai mahar.

2. ‘UrfFasid adalah kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat dan bertentangan
dengan nash serta kaidah-kaidah dasar dalam syara’, misalnya kebiasaan yang
berlaku di masyarakat tertentu yang masih meyakini sebuah adat dari nenek

moyang hingga turun temurun sampai sekarang untuk dilestarikan.

Menurut A. Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahab Khallaf, Mukhtar Yahya dan
Fatchurrahman berpendapat bahwa ‘urf* hanya dibagi menjadi dua macam dari segi
keabsahannya, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid atau yang disyariatkan dan tidak

disyariatkan.®®

b. Kehujjahan ‘Urf
Mayoritas ulama menjadikan ‘urf'sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam
Hanafi menggunakan ‘urf'sebagai hujjah jika hukum tidak terdapat dalam al-Qur’an dan
Hadist, [jma’ dan Istihsan baik yang Qiyas maupun Istihsan atsar. Menurut Imam

Malikiyah, beliau meninggalkan qgiyas jika giyas terbukti bertentangan dengan ‘urf,

83 Ipid, h. 186-187.
46



mentakhsiskan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Sedangkan Imam Syafi’i
menggunakan ‘urf sebagai hujjah apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak
diberikan petunjuk dari suatu nash. Ulama Hanabilah menerima ‘urf apabila tidak
bertentangan dengan nash. Adapun ulama Syi’ah menerima ‘wurf dan memandang
sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus terkait dengan dalil lain
yaitu sunnah.

Berbeda sebaliknya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menggunakan ‘urf
sebagai hujjah sama sekali. Menurut pendapat Al-Shansuri bahwa ‘urf tidak dapat
dianggap sebagai dalil yang umum, tetapi hanya sebatas gaidah ushul yang masih
diperdebatkan atau ‘urf" hanya sebagai ketetapan gadhi dan mufti dalam menetapkan
hukum-hukum figh. Sedangkan Abu Wahab Khallaf menyatakan bahwa ‘urf bukanlah
dalil syar’i yang mandiri, namun termasuk dalam kategori memelihara maslahah
mursalah. Menurut beliau, hal tersebut disebabkan oleh ‘urf'yang dapat mentakhshiskan
yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak dan giyas dapat ditinggalkan sebab adanya
meninggalkan giyas jika qgiyas terbukti bertentangan dengan ‘urf.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami
bahwasannya secara umum meninggalkan qgiyas jika giyas terbukti bertentangan dengan
‘urf dapat dijadikan hujjah sebagaimana firman Allah dalam surat al-A’raf Ayat 199:

gl o 055 St s st 8
“Maafkanlah dan suruhlah (mengerjakan) ma ruf dan berpalinglah dari orang-orang
vang jahil.”
Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Bagarah Ayat 233:

“(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian
yang ma 'ruf.”

Berdasarkan dua ayat tersebut diatas, bahwa ‘urf hanya sebatas dijadikan untuk
menafsirkan al-Qur’an, jadi ‘urf berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan
ayat al-Qur’an yang masih umum dan ditakhshiskan oleh ‘urf. Dalam hal ini Kembali
pada pendapat Imamiyah yang tidak menggunakan ‘urf'sebagai hujjah. Akan tetapi jika
melihat dari hadist Rasulullah Saw. bahwasannya urf dapat dijadikan hujjah dalam

menetapkan hukum Figh, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

Wﬂ\wj@w&w\obb
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F.

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah.” (HR. Ahmad
dan Ibnu Mas’ud).8

Pengertian Hukum Islam

Dalam al-Qur’an dan literatur hukum Islam istilah hukum Islam disebut dengan
kata syari’ah, figh, dan hukum Allah atau yang masih berkaitan dengannya. Istilah hukum
Islam berasal dari terjemahan literatur Barat yaitu Islamic law.%> Bahwa sebenarnya, para
ulama Islam jarang memakai istilah “hukum Islam”, akan tetapi mereka memakai istilah
syari’at atau figh untuk menunjukkan hukum Islam. Dengan kata lain, istilah figih ialah
ilmu untuk mempelajari syariat dalam arti sempit. ®Adapun istilah syari’ah dalam hukum
Islam diartikan sebagai norma hukum yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh
umat Islam, baik yang berhubungan dengan Allah (hablum min Allah) atau berhubungan
dengan manusia (hablum min an-nas) dengan berpedoman pada al-Qur’an dan as-Sunnah.
Aturan hukum yang dijadikan dasar di dalam al-Qur’an bersifat umum, seiring

berkembangnya zaman diperinci dengan hadis Nabi Saw dan pendapat para ulama.

Sehingga aturan hukum dalam al-Qur’an yang bersifat umum kemudian di dibagi
ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam prakteknya, maka diperlukan disiplin ilmu yaitu ilm al-figh atau ilmu
hukum (figh) Islam yang mengatur tentang perbuatan (hukum) mukallaf yang mengikat
bagi umat Islam. Keterkaitannya figh dengan hukum syara’ bersifat praktis dan bersumber
kepada dali-dalil terperinci dalam nash.®” Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa
hukum Islam mencakup hukum syari’at dan figh, karena arti syara’ dan figh terkandung di
dalamnya. Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hukum Islam yang telah

disepakati jumhur ulama ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Al-Qur’an
a. Pengertian al-Qur’an
Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab al-qur ‘an bentuk mashdar
dari fi’il qara’a yaqra’u yang berarti bacaan, sedangkan menurut terminlogi al-
Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
Saw. melalui malaikat Jibril sebagai hujjah dan pedoman hidup bagi umat manusia

8 Ibid, h. 188.
8 Rohidin, “Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia”, (Yogyakarta: Lintang Rasi

Aksara Books, 2016), h. 1.

him. 4.

8 Muchammad Ichsan, “Pengantar Hukum Islam”, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, 2015),

87 Rohidin, Op.Cit, h. 6
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serta sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Definisi lain,
menurut al-Syaukani bahwa al-Qur’an merupakan kalam Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad saw. yang ditulis dalam mushaf secara mutawatir.

b. Fungsi al-Qur’an
Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw kepada umatnya untuk
kemaslahatan dan sebagai pedoman baik untuk kehidupan di dunia maupun
kehidupan akhirat. Dalam al-Qur’an sendiri banyak ayat yang menjelaskan bahwa
fungsi al-Qur’an sangat penting bagi umat manusia terutama umat Islam. dari ayat-
ayat tersebut fungsi al-Qur’an dapat diidentifikasikan antara lain:
1) Sebagai petunjuk umat manusia (Hudan)
2) Sebagai kasih sayang Allah terhadap umatnya (Rahmat)
3) Sebagai bukti untuk menjelaskan suatu kebenaran (Bayyinah)
4) Sebagai pembeda antara hak dan batil (Furgan)
5) Sebagai teladan bagi umat manusia (Mau'izah)
6) Sebagai obat untuk ketenangan hati (Syifa’)
7) Sebagai penjelas terhadap sesuatu yang disampaikan Allah (Tibyan)
8) Sebagai kabar gembira terhadap orang yang berbuat kebaikan (Busyra)
9) Sebagai penjelas secara rinci (Tafsili), dan
10) Sebagai sumber kebijaksanaan (Hakim).%8

¢. Hukum-Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur’an

Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an secara garis besar
mencakup tiga macam, yaitu Pertama, hukum iktikadiah yaitu hukum yang
berkaitan dengan kewajiban mukallaf (seseorang yang dibebani kewajiban). Kedua,
hukum khulugiah yaitu hukum-hukum untuk mengatur hubungan pergaulan
manusia dari sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Ketiga, hukum-hukum amaliah
yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia (mukallaf) baik berupa perkataan
maupun perbuatan. Hukum amaliah dibagi menjadi dua macam, yaitu : (1) hukum
ibadah yang mengatur manusia dengan Allah, seperti shalat, zakat, haji, dsb; (2)
hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti
hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, dsb.%
2. As-Sunnah

8 Marzuki, “Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum
di Indonesia”, (Yogyakarta: Ombak, 2017), h. 73-75.
8 Ibid, h. 85.
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a. Pengertian as-Sunnah

Sumber hukum yang kedua ialah as-Sunnah, secara bahasa sunnah berasal dari
bahasa Arab yang berarti cara, adat-istiadat (kebiasaan) dan perjalanan hidup antara
yang baik dan buruk. Secara istilah, sunnah menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu
yang berasal dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan
perjalanan hidup sebelum atau sesudah menjadi Nabi. Dari kalangan ulama ada
yang membedakan pemahaman sunnah dan hadis, karena secara terminologi
keduanya memang berbeda. Jika hadis merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi saw.,
sedangkan sunnah lebih merujuk kepada perbuatan dan Tindakan Nabi saw.
Namun, para ulama bersepakat bahwa hadis maupun sunnah berasal dari Nabi saw,
tidak berasal dari yang lain. Sunnah dilihat dari segi bentuknya diklasifikasikan tiga
macam, yaitu

Pertama, sunnah qauliyah berarti sunnah berupa ucapan atau perkataan Nabi
yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Contohnya bahwa
Nabi bersabda: “segala bentuk perbuatan itu tergantung pada niatnya” .

Kedua, sunnah fi’liyyah yaitu sunah berupa perbuatan Nabi saw. yang didengar
oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Contohnya, dari sahabat Jabir
berkata: “Rasulullah bersembahyang di atas kendaraan (dengan menghadap
kiblat) menurut kendaraan itu menghadap.”

Ketiga, sunnah tagririyyah yaitu sunnah berupa perbuatan atau ucapan sahabat
yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan tanpa dilarang atau disuruh. Seperti
halnya Nabi saw. melihat sahabat memakan daging sejenis biawak di depannya,
namun Nabi tidak melarang atau menyuruhnya.*

b. Fungsi as-Sunnah
Para ulama ushul mengklasifikan fungsi sunnah dalam kaitannya dengan al-Qur’an
dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu: Pertama, untuk menetapkan dan menguatkan
hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam sumber hukum pertama yaitu al-
Qur’an, seperti sunnah tentang haji, shalat, puasa dsb. Kedua, untuk menafsiri dan
merincikan ayat al-Qur’an yang masih bersifat umum, membatasi dan
mengkhususkan ayat al-Qur’an yang masih umum, seperti pengkhususan sunnah
tentang halalnya bangkai ikan dan belalang. Ketiga, menetapkan hukum yang

% Ipid,, h. 90-91.
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belum ditetapkan dalam al-Qur’an, seperti haram hukumnya menikahi seorang

perempuan sekaligus menikahi bibi nya secara bersamaan.®!

3. Ijma’

a. Pengertian [jma’

Secara etimologi, ijma’ diartikan menjadi dua pengertian, yaitu pertama
ialah ikhtiar optimis terhadap sesuatu dan kedua ialah kesepakatan atau ketetapan.
Sedangkan menurut terminologi, ijma’ diartikan kesepakatan para ulama yang
dijadikan rujukan hukum Islam setelah al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan
demikian, ijma’ sebagai kelanjutan sumber hukum al-Qur’an dan as-Sunnah yang
termasuk bagian dari dalil syara’ yang memiliki kekuatan setingkat di bawah al-
Quran dan sunnah. Adapun ijma’ dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-
rukunnya, yaitu:

1. Jumlah mujtahid harus lebih dari satu orang

2. Kesepakatan yang dilakukan para ulama pada suatu hukum harus dilaksanakan

3. Kesepakatan para mujtahid harus ada dalam penetapan hukum syar’i dan tidak
diperbolehkan memilih tempat atau negara, bangsa atau satu kelompok.

4. Bahwa dalam kesepakatan para mujtahid harus menyampaikan argumennya
secara jelas dan terbuka.

5. Pedoman yang menjadi rujukan ijma’ adalah al-Qur’an dan sunnah.

Ijma’ sebagai Sumber Hukum Islam

Ijma’ sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur’an dan sunnah
merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil kesepakatan
para ulama pada suatu permasalahan. Adapun hukum suatu permasalahan yang
telah ditetapkan oleh ijma’ mempunyai nilai gath’i dan tidak dapat dihapus atau
ditentang oleh hasil ijtihad. Sebab kesepakatan dari para mujtahid dalam ijma’ telah
menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan syari’ah dan dasar-dasar yang global.
Dengan demikian, menurut ijma’ bahwa hasil ijtihad dapat digunakan sebagai
sumber hukum dan dijadikan pedoman dalam menetapkan keputusan hukum.
ljtihad berfungsi sebagai metode dalam menerapkan suatu permasalahan hukum,

jika di dalam nash tidak ditemukan. Sehingga para ulama bersepakat untuk

*! 1bid, h. 96.
92 Milla Anifah, Dkk, “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, Cetakan-1,

2022), h. 71-72.
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melakukan ijtihad dalam menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan kehidupan
umat Islam.%
4. Qiyas
a. Pengertian Qiyas
Secara bahasa, giyas berasal dari bahasa Arab yang berarti mengukur,
membandingkan, menganalogikan dan menyamakan, sedangkan menurut istilah,
definisi giyas menurut ulama ushul figh diartikan suatu upaya yang dilakukan
mujtahid dalam menyamakan suatu peristiwa yang belum ada dalam nash tentang
hukumnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nash tentang hukumnya, karena
terdapat kesamaan illat menurut hukumnya. Misalnya, seorang mujtahid
menyamakan hukum narkoba dengan khamr, bahwa hasilnya narkoba mengandung
zat yang memabukkan sama halnya khamr. Dengan demikian, seorang mujtahid
menyatakan bahwa hukum narkoba sama hukumnya dengan hukum khamr dan
illatnya juga sama yaitu memabukkan. Persamaan illat pada peristiwa yang tidak
ada nash-nya dengan hukum yang ada dalam nash yang menyebabkan adanya
kesatuan hukum.
b. Rukun Qiyas
Adapun giyas dianggap sah, apabila memenuhi rukun-rukunnya. Para
ulama ushul figh sepakat bahwa rukun giyas ada empat, yaitu:
1. Ashl (Dasar atau Pokok)
Ashl merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash
(al-Qur’an dan Sunnah).
2. Al-Far’u (Cabang)
Al-far’'u merupakan suatu masalah yang akan digiyaskan dan tidak ada
ketentuannya dalam nash yang menetapkan hukumnya.
3. Hukum Ashl
Hukum ashl (asal) merupakan hukum syara’ yang terdapat pada ashl dan
hendak ditetapkan far u (cabang) melalui giyas.
4. lllat

93 Muannif Ridwan, Dkk, “Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang
Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma ™, Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni, 2021, h. 37.
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Menurut bahasa, illat adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Sedangkan
menurut istilah, illat yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar dalam menentukan

sebuah hukum dari suatu peristiwa untuk menetapkan hukum.*

% Farid Naya, “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Tahkim, Vol. XI, No. 1, Juni,
2015, h. 172-177.
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BAB 111

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI HAKIM SEBAGAI
PENGGANTI WALI ‘ADAL SEBAB LARANGAN ADAT PERKAWINAN NGALOR-
NGETAN PADA PENETAPAN NOMOR: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi
1. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi

Peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajan, seperti
Kerajaan Islam Samudera Pasai Aceh, Kerajaan Islam Makassar, Kerajaan Islam
Banjarmasin, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Pada saat itu, pengadilan agama
bertanggung jawab atas masalah perdata dan pidana. Namun, pada tahun 1882 lahir
Peradilan Agama dengan nama priesterraad (majelis atau pengadilan pendeta),
sebenarnya dengan sebutan tersebut tidaklah sesuai karena yang dimaksud ialah
Pengadilan Agama untuk orang Islam. Kewenangan yurisdiksi diatur dalam Staatsblad
No. 152 tahun 1882 yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, peradilan
sendiri yang memutuskan perkara-perkara di bawah yuridiksinya. Meliputi perkara-
perkara yang berhubungan di bidang pernikahan, perwalian, waris, hibah, shadagah,
wakaf dan baitulmal.

Legitimasi Peradilan Agama pada waktu itu berdasarkan pada Pasal 75 ayat (2)

Regerings Reglement (RR) yang bunyinya adalah:
“Dalam hal terjadi perkara-perkara antara sesama orang Indonesia asli atau dengan
orang yang disamakan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau
kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang atau ketentuan-ketentuan agama
mereka.”

Berdasarkan pasal di atas, hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi umat Islam
pada saat itu. Oleh karena itu, Prof. Mr. L.W.C Van Den Berg berpendapat bahwa ada
hukum Islam dalam masyarakat Islam Indonesia. Dengan adanya statement tersebut,
kemudian teori ini dikenal dengan Teori Reception in Complex. Teori ini kemudian
dikembangkan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang mengemukakan teorinya yaitu Teori
Receptio.

Pada masa revolusi 1945-1950, peradilan agama masih berpedoman pada
peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu pertama, peraturan tentang

peradilan agama di Jawa dan Madura (Stbl. No. 152 tahun 1882 yang dihubungkan
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dengan Stbl. No. 116 dan 610 tahun 1937). Kedua, peraturan tentang kerapatan gadhi
besar untuk sebagian resident Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl. No.
638 dan 639 tahun 1937). Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia sedang menghadapi
revolusi fisik pada saat itu. Artinya Belanda secara konstitusional akan menjajah
Indonesia . Kemudian pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUDS dan
Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, akhirnya dikeluarkan pula Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.®

Dengan demikian, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi hampir
sama dengan pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura menurut
Staatsblad Nomor: 152 Tahun 1882.
Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan sejarah
pembentukan Pengadilan Agama lainnya di Jawa dan Madura. Sebelum diterbitkannya
Staatblad Nomor: 152 Tahun 1882, permasalahan di bidang perkawinan bagi umat
muslim biasanya diselesaikan oleh para ulama dan diselesaikan di serambi masjid.
Pada zaman kerajaan dahulu, ulama yang menyelesaikan perkara di bidang perkawinan
diangkat sebagai Penghulu.

Adanya campur tangan dari pemerintah kolonial dalam masalah peradilan
agama tentang penerapan hukum perdata Islam baru dimulai pada tahun 1820 M,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Stbld No. 24 Tahun 1820, kemudian diperjelas
dengan Stbld No. 58 Tahun 1835 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-
soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus
diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan tetapi gugatan
untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “pendeta” itu harus diajukan

kepada pengadilan-pengadilan biasa.”

Atas usulan L.W.C.Van Den Berg (1645-1927), pasal di atas berdasarkan teori
Receptio in Complexu menetapkan bahwa hukum Indonesia itu sesuai dengan

agamanya. Pemerintah Belanda secara resmi mewujudkan aturan-aturan yang tertuang

95 Muhammad Sukri, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Pendekatan Yuridis 7, Jurnal limiah Al-Syir'ah, Vol. 10,

No. 2, 2012, him. 2. Http:// journal.iain-manado.ac.id/index.php/JiS/article/view/252. (diakses pada 16 Agustus 2022, pukul

10.09).
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dalam Undang-Undang Stbld No. 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Peradilan
Agama di Jawa dan Madura.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi dibentuk berdasarkan
Staatsblad No. 152 Tahun 1882 Jo Staatsblad No. 116 dan 610 Tahun 1937, Stbld No.
3 Tahun 1940, dan UU No.7 Tahun 1989 Pasal 106. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sejarah
berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi dimulai dengan menempati ruang yang
bentuknya hampir sama dengan emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur
Purwodadi, kemudian berpindah ke daerah Kauman yang diberi pinjaman tempat di
atas tanah masjid, pindah lagi ke masjid (sebelah selatan) Kantor Departemen Agama
Kabupaten Grobogan. Setelah menduduki Kantor Departemen Agama, kemudian
berpindah lagi di DISPENDA yang sekarang menjadi BPKAD Kabupaten Grobogan.
Setelah itu pindah di DPRD Kabupaten Grobogan. Pada tahun 1977, mengingat
bangunan lama sudah tidak layak lagi secara fisik gedung melayani perkara masyarakat
yang mencari keadilan. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku,
lalu pindah lagi di Jl.Pemuda atau Jl.Jenderal Soedirman. Pada tanggal 25 Juni tahun
1989, Pengadilan Agama Purwodadi menempati Gedung sendiri di JI. P. Diponegoro
20 Purwodadi. Akhirnya, pada tanggal 27 Februari 2008 Pengadilan Agama Purwodadi
dipindahkan ke gedung baru yang lebih representatif bertempat di depan stadion Krida
Bakti Purwodadi JI. MH. Thamrin Purwodadi yang diresmikan di Pengadilan Agama
Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008.

Sejarah awal berdirinya gedung Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27
Agustus 2001 s/d 17 Januari 2002, bertempat di JL.M.H.Thamrin No. 9 Purwodadi,
diajukan rencana pembuatan proposal untuk realokasi Pengadilan Agama Purwodadi
Kelas IA yang diajukan kepada Menteri Agama RI, Bupati Grobogan, Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Pada
tanggal 30 Maret 2002 surat Bupati Grobogan tentang pembebasan tanah dengan harga
yang berlaku pada umumnya memerlukan persetujuan DPRD. Kemudian, dari tanggal
3 Oktober 2022 s/d 23 Januari 2003, Pengadilan Agama Purwodadi mengadakan
sidang terkait penetapan realokasi dan pengambilan keputusan Dewan atas
permohonan persetujuan pelepasan tanah milik Pemerintah Daerah Grobogan, dihadiri
oleh Bupati Grobogan, Wakil | Sekda Grobogan, Kepala Bagian Sekda Grobogan dan

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi.
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Usai diadakan rapat, Ketua DPRD Grobogan mengeluarkan Surat Keputusan
No. 16 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 yang mengizinkan pelepasan tanah bondo
yang terletak berada di JI. MH. Thamrin Purwodadi dengan luas tanah 2.800 m2.
Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 2003, Bupati Grobogan mengeluarkan Surat
Keputusan No. 143/1048/2004 untuk menetapkan lokasi tanah gedung kantor
Pengadilan Agama Purwodadi. setelah rencana pembangunan BSPA Pengadilan
Purwodadi. Anggaran yang ditetapkan mencapai dana DIK sebesar Rp. 299.600.000,-
. Surat Bupati Grobogan Nomor: 143/1048/2004 tentang Penyelesaian Administrasi
Tuntutan Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 6 Mei 2004.
Anggaran kedua untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama Purwodadi dengan
anggaran DIK sebesar Rp. 288.077.000,-.

Namun, pada tanggal 18 Juni 2004, surat penyelesaian administrasi ganti rugi
tanah telah dikeluarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi, diikuti dengan pembayaran
terkait ganti rugi tanah bondo desa pada tanggal 22 Juni 2004 dengan luas tanah 2.800
m2, sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Purwodadi
melakukan pembangunan kembali dengan anggaran DIPA yang sebesar Rp.
634.337.000,- dan dilanjutkan pada tahun 2006 dengan anggaran DIPA sebesar Rp.
820.240.000,-. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2008, peresmian gedung Pengadilan
Agama Purwodadi yang berada di JI. MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi.®®

3. Wilayah Yuridiksi
a. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi
Bahwasannya Pengadilan Agama Purwodadi terletak di Kabupaten Grobogan:
1) Keadaan Alam
Secara topografi Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok memiliki
relief daerah Pegunungan Kapur, Perbukitan serta dataran dibagian tengahnya,
yaitu:
a. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 m di atas
permukaan laut dengan kemiringan 0-8%, meliputi 6 (enam) Kecamatan:
Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan

Wirosari sebelah selatan.

% Sejarah Pengadilan Purwodadi, Http://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-
purwodadi. (diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 09.54).
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b. Daerah perbukitan berada pada ketinggian 50-100 m di atas permukaan laut
dengan kemiringan 8-15% meliputi 5 (lima) Kecamatan: Klambu, Brati,
Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara.

c. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut
dengan kemiringan * dari 15%, meliputi wilayah Kecamatan yang berada di

sebelah Selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan termasuk
daerah yang sektor perekonomiannya pertanian dan daerah yang sulit mendapatkan

air bersih.

2) Iklim
Iklim di Kabupaten Grobogan berada di antara Pantai Utara bagian timur dan
daerah Bengawan Solo, hulu mempunyai tipe iklim D, yang bersifat kering 1-6
bulan dan lembab 1-6 bulan dengan suhu minimum 20°.

b. Lokasi dan Luas Wilayah
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA meliputi seluruh
Kabupaten Grobogan seluas 1.975,86 kmz2. Kabupaten Grobogan secara geografis
terletak di antara 110°15" sampai 111°25" Bujur Timur dan diantara 7° sampai 30°
Lintang Selatan. Setelah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan merupakan
Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan jarak dari Utara-Selatan + 37 km dan
jarak Timur-Barat + 83 km. berikut adalah jarak dari Ibukota Kabupaten ke
beberapa kota sekitarnya antara lain:
1) Dari wilayah Purwodadi ke arah Semarang + 64 km.
2) Dari wilayah Purwodadi ke arah Demak + 39 km.
3) Dari wilayah Purwodadi ke arah Pati = 45 km.
4) Dari wilayah Purwodadi ke arah Blora £ 64 km.
5) Dari wilayah Purwodadi ke arah Sragen + 64 km.
6) Dari wilayah Purwodadi ke arah Surakarta + 64 km.

Dari peta Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak di antara dua
Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Batas-batas wilayah
Pengadilan Agama Purwodadi yaitu:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.
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Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan
Kabupaten Blora.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen,

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang.

Untuk mempermudah pembangunan serta perkembangan secara

administratif, Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 19 Kecamatan dan 280

Desa/Kelurahan dengan Ibukota yang berada di Purwodadi yaitu sebagai berikut:

© 0 N o gk~ w DN PE
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Wilayah Kecamatan Purwodadi terdiri dari 17 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Toroh terdiri dari 16 Desa, 0 Kelurahan.

Wilayah Kecamatan Geyer terdiri dari 13 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Kecamatan Grobogan terdiri dari 12 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Kecamatan Brati terdiri dari 9 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Kecamatan Klambu terdiri dari 9 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Kecamatan Wirosari terdiri dari 14 Desa, 0 Kelurahan.
Wilayah Kecamatan Ngaringan terdiri dari 12 Desa, 0 Kelurahan.

Wilayah Kecamatan Tawangharjo terdiri dari 10 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Kecamatan Kradenan terdiri dari 13 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Kecamatan Gabus terdiri dari 14 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Kecamatan Pulokulon terdiri dari 13 Desa, 0 Kelurahan.
. Wilayah Kecamatan Godong terdiri dari 28 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Penawangan terdiri dari 20 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Karangrayung terdiri dari 19 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Kecamatan Gubug terdiri dari 21 Desa, 0 Kelurahan.

. Wilayah Kecamatan Tegowanu terdiri dari 18 Desa, 0 Kelurahan.
. Wilayah Kecamatan Kedungjati terdiri dari 12 Desa, 0 Kelurahan.
19.

Wilayah Kecamatan Tanggungharjo terdiri dari 9 Desa, 0 Kelurahan.®’

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

a. Visi Pengadilan Agama Purwodadi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Purwodadi

97 wilayah Yuridiksi, http:/Aww.pa-purwodadi.go.id.index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi.
(diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 10.43).
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1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

2) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.

3) Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang
terbaik.%

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi
a. Tugas pokok Pengadilan Agama Purwodadi

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bahwa Pengadilan Agama Purwodadi bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaqg, shadagah dan ekonomi syariah.”

b. Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Selain tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

juga mempunyai fungsi lain, antara lain:

1) Fungsi Mengadili (judicial power), vyaitu menerima, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat pertama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

2) Fungsi Pembinaan, yaitu berfungsi memberi arahan, bimbingan serta petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik yang
menyangkut teknis yudisial, administrasi untuk peradilan atau untuk
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sesuai
dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
KMA Nomor KMA/080/V111/2006.

3) Fungsi Pengawasan berfungsi untuk mengawasi atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan dapat
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai ketentuan Pasal 53
ayat (1) & (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagai pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan sekaligus pembangunan berdasarkan KMA
Nomor KMA/080/V111/2006.

%8 visi & Misi, Https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi. (diakses pada
16 Agustus 2022, pukul 12.43).
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4)

5)

6)

Fungsi Nasehat berfungsi untuk memberi pertimbangan dan nasehat terkait

hukum Islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006.

Fungsi administratif berfungsi sebagai penyelenggara administrasi peradilan

(mencakup teknis dan persidangan) dan administrasi umum meliputi

kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan. Sesuai dengan ketentuan

KMA Nomor KMA/080/V111/2006.

Fungsi lainnya, antara lain:

> Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan
instansi lain yang terkait, misalnya DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-
lain. Hal ini berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

> Melakukan pelayanan penyuluhan dibidang hukum, pelayanan
riset/penelitian, dan sebagainya, serta memberi akses seluas-luasnya bagi
masyarakat secara terbuka dan transparansi mengenai informasi peradilan,
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/144/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.*®

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi®

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I A

9 Tugas Pokok & Fungsi, Http://pa-purwodadi.go.id/index.php/13-profil-pengadilan/200-tugas-dan-fungsi. (diakses
pada 16 Agustus 2022, pukul 16.53).
100 struktur Organisasi, Https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi. Diakses pada 9

September 2022.
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B. Kondisi Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA memiliki wewenang memerika, memutus
dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomi
Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di bidang
perkawinan Pengadilan Agama Purwodadi Kelas |A tidak hanya berwenang
menyelesaikan perkara perceraian. Disisi lain, pengadilan agama juga berkewenangan
menyelesaikan permohonan perkara wali ‘adal.

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama termasuk permohonan atau voluntair yaitu
permohonan yang dilakukan satu pihak tanpa ada pihak lain sebagai lawan. Hal ini diatur
dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah menjadi Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebenarnya di dalam UU No. 48 Tahun
2009 tidak ada kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus/menetapkan perkara
permohonan/voluntair. Namun, dasar hukum kewenangan voluntair terdapat dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 bahwa “Tugas pokok pengadilan
adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa dan jurisdiction. Selain
itu, pengadilan juga berwenang menangani perkara yang tergolong dalam ruang lingkup
yurisdiksi  voluntair  (voluntary jurisdiction) atau dapat dikatakan perkara
permohonan.”’*** Namun, kewenangan tersebut terbatas pada apa yang diatur oleh undang-
undang dan peraturan yang berlaku.

Proses pemeriksaan di pengadilan sebagai bentuk penyelesaian masalah dalam
perkara voluntair/permohonan bersifat ex-parte (tidak ada pihak lawan) untuk hal-hal yang
memerlukan kepastian hukum. Hal ini berlaku ketika memberikan hak tertentu kepada
pemohon yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, putusan dari hakim terhadap
perkara voluntair bersifat declaratoir yaitu menegaskan/mengukuhkan/mengesahkan dan
tidak menghukum (condemnatoir).1%2

Meskipun secara hukum acara perkara voluntair tidak mengenal asas audi alterm

partem (mendengarkan pihak lain) dan asas to give the same opportunity (memberi pihak

101 yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3139 K/Pdt/1984.
102 Ade Kosasih, “Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Bidang Pelayanan Publik”,
(IAIN Bengkulu, Jurnal Mizani, Vol. 26, No. 1, Februari 2016), h. 15.
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lain kesempatan). Namun demikian, untuk menghindari kesewenang-wenangan atau

arbitrary di antara para pihak, pengadilan agama harus menerapkan kedua asas ini pada

perkara voluntair atau permohonan. Hendaknya wali nasab tidak hanya dijadikan sebagai
saksi, tetapi juga berperan sebagai salah satu pihak dalam perkara wali ‘adal.

Adapun ciri khas dari perkara voluntair atau permohonan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang diajukan sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak saja (only for
the benefit of one party).

2. Permasalahan yang dimohonkan menyesuaikan untuk pengadilan negeri dan
pengadilan agama yang pada dasarnya tidak ada permasalahan dengan pihak lain.
(without dispute or differences with another party).

3. Tidak ada kepentingan dengan orang lain atau pihak ketiga sebagai lawan, namun

sifatnya mutlak untuk satu pihak (ex-parte).1%3

Permohonan wali ‘adal merupakan perkara yang diajukan oleh calon mempelai
wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali nasab
telah enggan atau menolak menjadi wali nikah. Dalam Buku Il tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam
menetapkan permohonan perkara wali ‘adal yang diajukan oleh calon mempelai wanita
yang hendak melaksanakan pernikahan sedangkan wali nasabnya bersikap ‘adal, maka
anak tersebut mempunyai hak mengajukan permohonan penetapan wali ‘adal di pengadilan

agama.

Pengadilan Agama berhak memutus, memeriksa dan menetapkan perkara wali
‘adal berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dalam Pasal
2 (3) yang berbunyi bahwa: “Pengadilan Agama memeriksa, dan menetapkan ‘adalnya
wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan
wali calon mempelai wanita.”** Artinya pemeriksaan perkara wali ‘adal dilakukan untuk
menghadirkan wali pemohon, namun tidak sebagai pihak lain atau lawan. Dalam
permohonan perkara wali ‘adal yang diajukan calon mempelai wanita, disisi lain. Wali
nasab juga mempunyai hak untuk menuntut hak perwaliannya sebagai wali nikah. Jika
alasan-alasan atau dalil yang diajukan wali nasab dapat dibenarkan pembelaannya, maka

permohonan wali ‘adal tidak dapat diterima atau ditolak oleh pengadilan agama. Oleh

103 Ivan Ari, “Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan”,
Http://p4tkpenjasbk.kemendikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan.
Diakses pada 2 September 2022.

104 peraturan Menteri Agama Rl Nomor 2 Tahun 1987, Pasal 2 ayat 3.
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karena itu, penyelesaian perkara semacam ini tidak adil karena wali dihadirkan bukan
untuk sekedar dimintai keterangan dan pelengkap dalam proses pemeriksaan. Namun juga
diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya sebagai wali nikah dalam suatu
pernikahan. Dengan demikian penyelesaian perkara harus dilakukan pemeriksaan dan

putusan secara kontradiktif seperti halnya perkara contentiosa yang mengandung sengketa.
105

Dalam praktiknya, perkara wali ‘adal termasuk dalam permohonan atau voluntair,
dimana hanya ada calon mempelai wanita tanpa melibatkan kepentingan pihak lain sebagai
termohon. Faktanya, sudah jelas-jelas ada sengketa diantara calon mempelai wanita dengan
wali nasab. Dikarenakan ada sengketa, seharusnya perkara ini tergolong dalam perkara
contentious. Salah satu ciri khas dari perkara voluntair adalah tidak ada sengketa dengan
pihak lain. Dengan kata lain, masalah ini tidak berkaitan dengan hak orang lain/pihak lain.
Sebaliknya, jika perkara wali ‘adal masih dikatakan sebagai perkara voluntair, hal itu akan
melanggar asas “equality before the law” (persamaan dihadapan hukum). Hasil akhir dari
permohonan atau voluntair berupa penetapan dan bukan putusan. Hal ini dikarenakan wali
nasab tidak berstatus sebagai salah satu pihak yang bersengketa dan tidak memiliki
kewenangan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet,
banding ataupun kasasi. Namun, jika pengadilan menolak permohonan wali ‘adal, calon
mempelai wanita dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum yang

dapat ditempuh wali nasab (ayah) pemohon adalah:

a. Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belik dilaksanakan

b. Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilaksanakan

Pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan
agama/Mahkamah Syari’ah sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku di tempat tinggal
calon mempelai wanita. Namun, jika permohonan wali adhol dinyatakan benar bahwa wali
nasabnya enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya, maka wali nasab (ayah)
memiliki hak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sebab tidak

berkedudukan sebagai pihak yang bersengketa atau termohon.'%®

1%5Nirwana Arsyad & Ghofur Anshari, Tesis: “Analisis Yuridis Tentang Wali Adhal di Pengadilan Makassar”, (Ilmu
Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2006), Http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail-pencarian/32116. Diakses pada 1
September 2022, pukul 19.32.
106 K onsultasi Hukum Online, “Dasar Hukum Penetapan Wali Adhal”, Https://konsultasi-hukum-
online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-adhal/. Diakses pada 1 September 2022
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C. Kondisi Perkara Wali ‘Adal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan jika terjadi sengketa wali ‘adal serta bagaimana
langkah-langkah yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator antara
pihak wali nikah dengan calon mempelai wanita (anak perempuan) yang bersengketa.
Demikian untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dalam menyelesaikan sengketa wali ‘adal. Dalam
hal ini beliau menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wali
‘adal di KUA, yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan bahwa wali ‘adal dalam figih merupakan wali yang mogok, enggan menikahkan
anak perempuannya dengan alasan tertentu. Salah satunya alasan yang sering dilakukan
wali nikah menolak menikahkan anak perempuannya yaitu masih mempercayai adat
ngalor-ngetan. Menurut beliau bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dan dicatatkan
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam hal ini, apabila wali nikah calon
mempelai wanita bersikap ‘adal, maka harus menempuh beberapa proses hukum.
Sebagaimana dijelaskan oleh Muchlisin selaku Kepala KUA Kecamatan Toroh, bagi anak
perempuan yang walinya menolak menikahkan anak perempuannya, maka harus melapor
pada KUA setempat, untuk kemudian calon mempelai wanita dan wali nikah dipanggil
serta dimintai keterangan tentang benar tidaknya ‘adalnya wali. Jika dalam pemanggilan
wali nikah tidak mau hadir, maka wali nikah dianggap telah menyetujui kehendak Pegawai
Pencatat Nikah. Namun, apabila dari pihak calon mempelai wanita meminta Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) untuk membujuk wali nikah agar mau menikahkan anak

perempuannya.

Adapun langkah selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah mendatangi kediaman wali
nikah dengan tujuan menyampaikan nasehat hukum tentang permasalahan tersebut.
Apabila keputusan wali agrab (ayah kandung) tetap menolak menikahkan anaknya, maka
langkah selanjutnya pihak calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali ‘adal di
pengadilan agama setempat agar walinya ditetapkan sebagai wali ‘adal. Menurut Muchlisin
selaku Kepala KUA Kecamatan Toroh, apabila wali nikah ‘adal, maka perwalian berpindah
kepada wali hakim secara langsung, tidak berpindah kepada wali agrab dan/atau wali
ab’ad menurut derajat berikutnya. Karena menurut beliau, apabila hak perwalian berpindah

kepada wali aqrab atau wali ab’ad yang lain, maka dikhawatirkan menimbulkan
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permasalahan baru. Mengingat wali nasab yaitu ayah kandungnya masih ada dan memiliki

hak perwalian. Sehingga, meskipun walinya bersikap ‘adal, maka hak perwalian tidak

dapat berpindah kepada wali yang lain, akan tetapi harus berpindah kepada wali hakim

sebagaimana peraturan-perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai

mediator sekaligus menjadi Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan, jika terjadi sengketa dalam pencatatan nikah di tingkat

Kecamatan adalah sebagai berikut:

a.

Memanggil para pihak yang berselisih untuk mendengar penjelasan tentang
permasalahannya, PPN mendengarkan keterangan dari semua pihak agar mendapat
informasi yang jelas. Sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberi solusi dalam

sebuah permasalahan.

. Apabila wali nasab tidak memenuhi panggilan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka wali

nasab telah menyetujui kehendak PPN dan apabila calon mempelai wanita meminta
PPN untuk membujuk dan menasehati kembali agar mau menikahkannya, maka langkah
yang ditempuh dengan mendatangi kediaman wali untuk menyampaikan nasehat hukum

agar mau menikahkan anak perempuannya.

. Apabila dari para pihak yang berselisih belum sepakat berdamai, maka Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) mempersilahkan para pihak untuk menempuh jalur perundingan

atau arbitrase.

. Apabila dengan jalur perundingan atau arbitrase belum juga berdamai, maka Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA akan mengeluarkan surat keterangan N8 yang
berisi pemberitahuan kekurangan persyaratan dalam pernikahan kepada calon pengantin

karena sikap ‘adalnya wali untuk menjadi wali nikah yang akan dilaksanakan.

. Apabila calon pengantin sudah mengerti maksud penjelasan surat keterangan N8, maka

pihak PPN akan menerbitkan surat keterangan N9 yang berisi tentang penolakan dalam
melaksanakan pencatatan nikah dengan alasan wali tidak mau menjadi wali atas
pernikahan yang akan dilangsungkan calon mempelai wanita.

Surat keterangan N9 kemudian dikirim ke pengadilan agama setempat agar mendapat

penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.

. Kemudian calon pengantin wanita membawa berkas yang sudah didaftarkan di

Kecamatan dan dilampiri surat keterangan penolakan N9 ke pengadilan agama untuk

mendaftarkan perkaranya.
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h. Selanjutnya pengadilan agama memanggil para pihak yang bersengketa untuk diperiksa
sebelum wali nasab ditetapkan sebagai wali ‘adal.

i. Apabila wali dinyatakan ‘adal, maka calon mempelai wanita membawa bukti surat
penetapan bahwa wali telah ‘adal dan membawa salinan putusan dari pengadilan agama
yang menangani untuk diberikan kepala Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah
untuk mencatat pernikahan sekaligus bertindak sebagai wali hakim.1%’

Namun, dalam proses penelitian yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Toroh
mengalami beberapa kendala. Setelah ditelurusi peneliti bahwa Kepala KUA yang
menangani sengketa wali ‘adal sebagaimana putusan Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.
tersebut telah di mutasi atau dipindah tugaskan, sehingga data yang diperoleh peneliti
kurang maksimal. Selain itu, peneliti telah menelusuri surat penolakan dari KUA
Kecamatan Toroh yang menyatakan bahwa pernikahan calon mempelai wanita dengan
calon suaminya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan
pernikahan yaitu wali nikah calon mempelai wanita telah ‘adal serta alamat dari para pihak
yang bersengkata, akan tetapi data tersebut juga tidak ditemukan. Sehingga ketika peneliti
melakukan penelitian tidak mendapatkan data dengan baik.

. Deskripsi Penetapan Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd tentang Permohonan Wali

‘Adal Sebab Larangan Adat Ngalor-Ngetan

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Purwodadi terhadap perkara
wali ‘adal, yaitu:

1) ldentitas Pemohon

Pemohon berusia 24 tahun beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) berpendidikan Strata 1 (S1), dan bertempat tinggal di Kecamatan Toroh,
Kabupaten Grobogan.

2) Duduk perkara
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonan wali adhal pada tanggal 23
November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi
dengan Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. Pemohon adalah anak kandung dari wali
nikah: Bapak Pemohon usia 52 tahun 3 bulan, beragama Islam, Pendidikan SD, bekerja
sebagai petani dan bertempat tinggal di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
Pemohon masih berstatus perawan dan hendak melangsungkan pernikahan secara Islam

dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon yang berstatus jejaka berusia

107 Muchlisin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, “Hasil Wawancara”, 31 Oktober 2022.
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29 tahun 8 bulan, beragama Islam, berpendidikan SMA bekerja sebagai Karyawan
Koperasi dan bertempat tinggal di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai dan telah
menjalin hubungan selama kurang lebih 8 tahun dan hubungannya sudah sangat akrab.
Sehingga keduanya bersepakat untuk melanjutkan pernikahan yang akan dilaksanakan
dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Toroh. Bahwa selama ini orang tua atau keluarga pemohon dan keluarga
calon suami pemohon sudah mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon
suami pemohon. Bahkan calon suami pemohon telah datang ke rumah pemohon untuk
melakukan pendekatan dan berusaha melamar ke keluarga pemohon sebanyak 2 (dua)
kali. Namun, ayah kandung pemohon tidak bersedia atau menolak dengan alasan ayah
kandung pemohon masih mengikuti hitungan jawa yaitu letak rumah calon suami
pemohon berada di arah Selatan sedangkan letak rumah pemohon berada di arah Timur.
Sehingga dalam hitungan jawa adalah Utara-Timur (Ngalor-Ngetan). Menurut ayah
kandung pemohon, jika pernikahan tetap dilangsungkan, maka akan menimbulkan
malapetaka atau musibah yang menimpa keluarga kedua belah pihak, seperti kematian
salah satu anggota keluarga kedua belah pihak.

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Namun, pihak Kantor Urusan Agama menolak
dengan surat penolakan pernikahan tertanggal pada 8 November 2021. Agar pernikahan
dapat dilaksanakan, pemohon akhirnya mengajukan permohonan wali ‘adal di
Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi untuk melaksanakan pernikahan tersebut
dengan wali hakim.

3) Petitum

Berdasarkan dalil atau alasan yang telah diuraikan dalam duduk perkara atau
posita, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menetapkan ayah kandung pemohon yang bernama Bapak pemohon sebagai wali
‘adal yang bertindak sebaga wali nikah atas Pemohon dengan calon suami Pemohon
yang bernama calon Pemohon;

c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian di dalam Petitum Subsidair, Pemohon meminta “apabila Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)”. Maksud
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dari tuntutan subsidair ialah berisi suatu penyerahan terhadap Hakim untuk memberikan

putusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

4) Pembuktian
Adapun bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah berupa bukti surat dan

bukti saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di hadapan majelis

persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut:

a.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 1 November
2021 (tanda bukti P.1);

. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh badan

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermateri cukup,
tanggal 6 November 2008 (tanda bukti P.2).
Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 29 Oktober 2021 (tanda bukti P.3).

. Fotokopi ijazah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas

Muhammadiyah Semarang, tanggal 15 November 2018 bermaterai cukup (tanda
bukti P.4).

Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan calon suami Pemohon atas nama calon
Pemohon, tanggal 24 Desember 2012 (tanda bukti P.5).

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 27 November 2019
(tanda bukti P.6).

. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami Pemohon, tanggal 9

April 2019 (tanda bukti P.7).

. Asli Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan Kepala KUA

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, tanggal 8 November 2021 (tanda bukti
P.8).

2. Alat bukti yang kedua Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah

memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

a.

Saksi Pertama

Saksi pertama adalah tetangga Pemohon. Menurut saksi, ia mengetahui
bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengajukan perkara
wali ‘adal agar mau menikahkan Pemohon. Menurut saksi, ia juga mengenal

calon suami Pemohon yang bernama calon Pemohon yang berusia 29 tahun 8
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bulan. Menurut saksi, ia juga mengetahui bahwa calon suami Pemohon bekerja
sebagai Pegawai Koperasi dengan penghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) per bulan. Menurut saksi, Pemohon dengan calon suami
Pemohon telah berkenalan kurang lebih 8 tahun dan saling mencintai, bahkan
berencana untuk menikah. Menurut saksi, bahwa Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak ada halangan hukum syara’ untuk menikah. Menurut saksi, ia
mengetahui pihak keluarga calon Pemohon sudah pernah datang ke rumah
keluarga Pemohon berniat untuk meminang Pemohon termasuk ia sendiri juga
ikut datang kerumah Pemohon. Namun, orang tua Pemohon tidak menyetujui
dan menolak karena ayah kandung Pemohon masih mempercayai hitungan jawa
yaitu tempat tinggal antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah
Ngalor-Ngetan. Menurut keyakinan ayah kandung Pemohon, jika pernikahan

tetap dilaksanakan maka akan mendapat musibah atau malapetaka.

b. Saksi Kedua
Saksi kedua adalah tetangga Pemohon selaku Kepala Desa. Menurut
keterangan dari saksi kedua, ia mengetahui bahwa Pemohon ke pengadilan untuk
mengajukan permohonan wali ‘adal. Menurut saksi kedua, antara Pemohon
dengan calon Pemohon sudah mengenal selama kurang lebih 8 tahun. Menurut
saksi, Pemohon akan segera menikah dengan laki-laki pilihannya yang bernama
calon Pemohon. Menurut saksi, keluarga calon Pemohon sudah pernah
mendatangi orang tua Pemohon dengan maksud meminang Pemohon. Akan
tetapi, orang tua Pemohon tidak menyetujui dan menolak dengan alasan
hitungan jawa yaitu letak tempat tinggal antara Pemohon dengan calon Pemohon
adalah Ngalor-Ngetan, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka
akan menimbulkan malapetaka atau musibah. Di antara Pemohon dengan calon
Pemohon tidak ada halangan menurut hukum syara’ dan keduanya saling
mencintai bahkan berencana untuk menikah.
5) Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Berdasarkan bukti-bukti diatas, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah
hukum Pengadilan Agama Purwodadi, berdasarkan Pasal 49 (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah sebagaimana Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009. Demikian, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Purwodadi. Dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat
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kepada Pemohon agar berusaha untuk membujuk dan melakukan pendekatan terhadap
ayah kandung Pemohon supaya bersedia untuk menjadi wali nikah. Namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan
wali ‘adal karena wali nasab masih mengikuti hitungan Jawa yaitu Ngalor-Ngetan yaitu
letak arah tempat tinggal Pemohon ke Timur dan letak arah tempat tinggal calon suami
Pemohon ke Utara.

Bahwa Pemohon dan ayah kandung Pemohon hadir dalam persidangan selaku wali
nikah. Meskipun Ayah kandung Pemohon selaku wali nikah telah dipanggil secara
resmi dan patut dan telah memberikan keterangan sesuai dengan pokok yang telah
diuraikan dalam duduk perkara atau posita. Namun ayah kandung Pemohon tetap
bersikukuh tidak mau menikahkan Pemohon. Majelis Hakim telah mendengar
keterangan dari Pemohon dan calon suami Pemohon bahwa keduanya saling mencintai
dan sudah mengenal sangat lama, bahkan berencana untuk menikah dan tidak ada
halangan menurut hukum syara’.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi
yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil dalam posita atau duduk perkara
berdasarkan alat bukti tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon sudah sah
menurut hukum formil dan materilnya. Berdasarkan alat bukti tertanda P.5, P.6, dan P.7
bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan sudah dewasa berusia kurang lebih 29
tahun 8 bulan dan tidak terikat dengan pernikahan lain. Kemudian alat bukti tertanda
P.8 menunjukkan bahwa Pemohon dan calon Pemohon memiliki rencana untuk menikah
dan telah mendaftarkan kepada Kepala KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan,
tetapi ditolak. Oleh karena itu penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim
dalam menetapkan ayah kandung Pemohon adalah ‘adal.

Berdasarkan alat bukti kedua, yaitu dua orang saksi, Pemohon sudah dewasa dan
telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 (1) angka 3e
HIR dan telah memberikan keterangan sesuai fakta yang dapat dilihat dan didengar
sendiri serta relevan. Berdasarkan keterangan saksi telah memenuhi syarat materil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Dengan demikian, Majelis Hakim telah
menemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon pada dasarnya adalah anak
kandung dari wali nikah dan telah berusia 24 tahun 8 bulan dan berkeinginan
melanjutkan pernikahannya dengan calon Pemohon yang telah berusia 29 tahun 8 bulan,
berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai pegawai koperasi dan telah berpenghasilan tetap.

Majelis Hakim sudah mengetahui keterangan dari Pemohon dan calon Pemohon bahwa
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keduanya telah berteman akrab sejak 8 tahun lalu susah untuk dipisahkan dan bersepakat
untuk menikah, jika tidak dinikahkan dikhawatirkan dapat melanggar hukum Islam. Di
antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan
sepersusuan serta tidak ada halangan hukum lain terhadap sahnya pernikahan. Ayah
kandung tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon karena tempat
tinggalnya terjadi Ngalor- Ngetan dan jika keduanya dinikahkan menurut keyakinan
ayah kandung Pemohon akan terjadi musibah.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim telah
mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada
halangan syara’ untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini diatur dalam Pasal 8
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim telah
menetapkan wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya dinyatakan sebagai wali ‘adal
dikarenakan tidak bersedia menjadi wali nikah. Hal ini agar dapat melangsungkan
pernikahan dengan wali hakim. Penetapan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyatakan “Bagi calon
mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/wilayah
extraterritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya
tidak memenuhi syarat atau maqfud atau berhalangan atau ‘adal, maka nikahnya dapat
dilangsungkan dengan Wali Hakim.” Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri
Agama Rl Nomor 2 Tahun 1987 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Untuk
menyatakan wali ‘adal sebagaimana dalam ayat 1, maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal calon mempelai wanita”. dan disebutkan dalam Pasal 4 yang
menyatakan bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai
Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan
mempelai wanita”. maka Kepala Kantor Urusan Agama Toroh Kabupaten Grobogan
selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk menjadi wali hakim sebagai pengganti
wali nasab Pemohon yang ‘adal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka
permohonan wali ‘adal untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim patut
dikabulkan oleh Majelis Hakim. Maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.
6) Amar Putusan

Dalam hal ini Majelis Hakim telah menetapkan perkara wali ‘adal dalam putusan
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA/Pwd, yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama wali nikah adalah ‘adal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang
bernama calon Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan, pada hari Selasa, tanggal 28
Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah,
ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang terdiri dari
Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Salim, S.H.,
M.H., dan Jasmani, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, serta penetapan yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis yang
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Moch. Sodikin, S.Ag. selaku

Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.*®

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali

‘Adal Pada Perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama
Purwodadi Kelas IA mengenai pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas terhadap
penetapan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd tentang perkara permohonan wali
‘adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan. Peneliti telah melakukan wawancara
dengan Bapak Jasmani, S.H., selaku Hakim Anggota yang memutus perkara tersebut.
Demikian untuk mengetahui bagaimana pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam
mengabulkan permohonan wali ‘adal. Beliau memaparkan inti dari wali ‘adal sebagai
berikut:

“Dalam menetapkan status wali nasab bersikap ‘adal atau tidak, jika permohonan
wali ‘adal yang diajukan menyatakan wali nasab telah ‘adal dengan alasan mengikuti adat
atau keyakinan jawa yaitu alasan yang tidak berdasarkan hukum syara’ dan bertentangan

108 «“Djambil dari Penetapan Nomor: 906/Pdt.P/PA.Pwd.” (Dokumen Pengadilan Agama Purwodadi).
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al-Qur’an dan Hadis, maka pengadilan agama akan mengabulkan permohonan tersebut.
Sebaliknya, jika alasan penolakan oleh wali nasab sesuai dengan hukum syara’, maka
permohonannya akan ditolak. %

Menurut beliau, wali ‘adal ialah wali yang enggan atau menolak menikahkan anak
perempuan dibawah perwaliannya. Apabila alasan yang diajukan menyatakan bahwa
‘adalnya wali tidak berdasarkan hukum syara’, maka permohonan wali ‘adal akan
dikabulkan. Sebaliknya, jika alasan penolakan ‘adalnya wali telah sesuai dengan hukum
syara’, maka Majelis Hakim akan menolak permohonannya. Adapun alasan penolakan
wali nikah tentang adat/tradisi Jawa yaitu sebab larangan perkawinan adat Ngalor-Ngetan
pada putusan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. merupakan alasan yang tidak
berdasarkan hukum syara’, karena jelas bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis.

Adapun permohonan wali ‘adal di Pengadilan Agama Purwodadi dari tahun 2019-
2022 mengalami peningkatan dan penurunan. Menurut pendapat beliau permohonan yang
diajukan kebanyakan karena alasan masih meyakini adat Jawa seperti kasus pada perkara
Nomor: 906/Pdt.P/PA.Pwd. dimana wali Pemohon masih meyakini larangan adat
perkawinan Ngalor-Ngetan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempunyai beberapa
pertimbangan dalam mengabulkan permohonan wali ‘adal.

“Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali
‘adal yaitu Pertama, bahwa alasan penolakan wali nikah yang ‘adal tidak berdasarkan
‘adal syara’. Kedua, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan
menurut hukum syara’ (tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda
dan tidak ada pertalian sesusuan). Ketiga, antara Pemohon dan calon suami Pemohon
dalam keadaan mendesak atau lebih maslahat untuk dinikahkan. "'

Beliau berpendapat ada tiga alasan permohonan wali ‘adal dapat dikabulkan yaitu
jika wali nikah menolak menikahkan anak perempuan dengan alasan tidak menurut hukum
syara’, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan syara’
(hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan) serta kedua calon mempelai
lebih baik (maslahah) untuk dinikahkan karena telah dewasa dan mencapai umur. Dalam
hal demikian, maka hakim mengabulkan permohonan wali ‘adal dengan melihat apakah
mendatangkan kemaslahatan untuk dinikahkan atau mendatangkan kemadharatan ketika
ditolak. Beliau juga menjelaskan bagaimana proses mediasi perkara wali ‘adal di

persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim menasehati Pemohon agar lebih berusaha

mendekati dan membujuk wali Pemohon untuk menyetujui pernikahannya.

109 Jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, Purwodadi, 1 September 2022.
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“Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERMA No. 1
Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwasannya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan
agama harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Namun ada beberapa perkara yang
tidak perlu mediasi, seperti halnya permohonan wali ‘adal yang sifatnya voluntair,
mengingat bahwasannya dalam permohonan wali ‘adal tidak ada lawan sebagai
termohon. Meskipun tidak ada mediasi, akan tetapi Majelis Hakim wajib sifatnya
memberikan penasehatan, mendamaikan di hadapan persidangan atau solusi dengan
waktu penundaan satu minggu dengan diberikan pemahaman tentang maslahat dan
mudharatnya agar wali nasab dapat mempertimbangkan kembali penolakannya untuk
menikahkan anak perempuannya yaitu dengan bantuan pihak ketiga atau arbitrase, seperti
Kyai, saudara, dsbh. Akan tetapi, jika wali nikah tetap bersikukuh terhadap pendiriannya
untuk menolak menjadi wali nikah, maka persidangan dilanjutkan mengenai pokok
perkara, kemudian pembacaan permohonan, mempertanyakan alasan, pembuktian,
kesimpulan, musyawarah hakim dilanjutkan dengan penetapan.”'**

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam perkara wali ‘adal di pengadilan tidak ada
proses mediasi, kecuali undang-undang yang menentukan, seperti halnya permohonan
yang sifatnya voluntair. Meskipun tidak ada proses mediasi, dalam persidangan Majelis
Hakim wajib sifatnya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada wali nasab agar
mempertimbangkan kembali penolakan untuk menikahkan anak perempuannya. Dalam hal
ini, Majelis Hakim memberikan waktu penundaan sidang sekali untuk mempertimbangkan
Kembali penolakannya agar bersedia menikahkan anak perempuan kandungnya dengan
bantuan orang ketiga atau arbitrase, seperti saudara, Kyai, dsb yang sekiranya dapat
membantu memberikan solusi. Dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd
bahwasannya penasehatan tidak berhasil atau gagal dengan alasan wali nikah tetap
bersikukuh menolak menjadi wali nikah, akan tetapi jika dalam penasehatan dalam
permohonan wali ‘adal berhasil, maka dipastikan permohonan tersebut dicabut
dikarenakan wali nikah telah bersedia menikahkan anak perempuannya. Sehingga apabila
permohonan wali ‘adal gagal, maka upaya penasehatan dan perdamaian yang ditawarkan
Majelis Hakim tidak berhasil.

Sementara itu, beliau juga menjelaskan bahwa orang yang mengajukan
permohonan wali ‘adal harus memenuhi syarat formil (identitas Pemohon dan Termohon)
dan syarat materil (posita atau duduk perkara dan alat bukti). Adapun bukti-bukti surat
saksi-saksi harus menguatkan pemohon, jika saksi-saksi yang diajukan tidak dapat
menguatkan dalil-dalil pemohon, maka permohonan yang diajukan dapat ditolak, karena
kuncinya ialah suatu perkara yang diajukan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim

berhak menolak permohonan tersebut. Disamping itu, juga dibuktikan dengan surat

1 ppid.
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penolakan dari KUA bahwa wali terbukti menolak menjadi wali nikah bagi anak
perempuannya.

“Bahwa orang yang mengajukan permohonan wali ‘adal harus memenuhi
persyaratan formil seperti identitas pemohon dan termohon dan syarat materilnya harus
ada posita atau duduk perkara dan disertai dengan alat bukti berupa surat-surat dan saksi.
Adapun saksi-saksi yang diajukan pemohon harus pasti menguatkan pemohon, jika saksi-
saksi tidak dapat menguatkan pemohon, maka permohonan dapat ditolak, kuncinya ialah
suatu perkara yang diajukan namun tidak terbukti, maka permohonan tersebut dapat
ditolak. Oleh karena itu, saksi-saksi dipastikan menguatkan dalil-dalil permohonan yang
diajukan oleh pemohon. Alasan pemohon dapat mengajukan permohonan wali ‘adal di
pengadilan agama harus dibuktikan dengan surat penolakan dari KUA yang menyatakan
bahwa wali nikah enggan atau menolak mengawinkan anak perempuan dengan calon
suaminya.”’**?

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa permohonan wali ‘adal merupakan perkara

voluntair. Dimana hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon dan tidak
ada kepentingan pihak lain sebagai lawan atau Termohon/Tergugat. Oleh karena itu wali
tidak berstatus sebagai termohon juga tidak berstatus sebagai saksi, namun hanya berstatus
sebagai wali, karena ia tidak mempunyai untuk melakukan pembuktian seperti halnya
dalam gugatan. Sehingga jika wali nikah tidak puas dengan keputusan Majelis hakim, maka
ia tidak dapat melakukan upaya hukum banding atau kasasi sebab tidak mempunyai hak
untuk melakukan perlawanan. Adapun langkah yang dapat ditempuh wali nikah hanya
dapat melakukan upaya hukum pencegahan perkawinan jika perkawinan belum
dilangsungkan, dan upaya hukum pembatalan jika perkawinan sudah dilangsungkan.

“Bahwa karena perkara wali ‘adal merupakan permohonan atau disebut dengan
perkara voluntair, dimana hanya ada calon mempelai wanita saja sebagai Pemohon
sedangkan wali tidak mempunyai hak sebagai Termohon/Tergugat. Dalam perkara wali
‘adal, bahwasannya wali tidak berstatus sebagai termohon dan juga tidak berstatus
sebagai saksi, namun ia berstatus sebagai wali dan ia bukan sebagai pihak. Meskipun
terdapat konflik antara wali nikah dengan anak perempuannya, maka wali tidak dapat
melakukan perlawanan atau verzet dalam perkara wali ‘adal, karena tidak ada sengketa
antara Pemohon dengan wali Pemohon. Oleh karena itu wali nikah tidak dapat melakukan
upaya hukum kasasi atau banding. Namun langkah yang dapat ditempuh calon mempelai
wanita jika permohonan wali ‘adal ditolak adalah upaya hukum kasasi dan bukan
banding. Sedangkan wali nikah hanya dapat melakukan upaya hukum pencegahan
perkawinan jika perkawinan belum dilangsungkan dan upaya pembatalan perkawinan jika
perkawinan sudah dilangsungkan. 13

Menurut beliau, dalam perkara permohonan wali ‘adal apabila tidak puas dengan
keputusan dari Majelis Hakim, maka langkah yang dapat ditempuh calon mempelai wanita

lalah upaya hukum kasasi dan bukan banding. Sedangkan wali dapat menempuh upaya
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hukum dengan melakukan pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.
Kemudian dalam hal penunjukan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal,
maka terkadang Majelis Hakim tidak menunjuk Kepala KUA, namun terkadang Majelis
Hakim juga menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim. Menurut beliau, apabila terjadi
perkara wali ‘adal, maka yang berhak menikahkan anak perempuan ialah langsung
berpindah kepada wali hakim bukan berpindah kepada wali dibawahnya maupun wali
ab’ad. Hal ini menganut pendapat imam Syafi’i sebagai mazhab yang dianut di Indonesia
dan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kecuali wali tersebut meninggal dunia maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali
menurut derajat berikutnya. Apabila wali ‘adal berpindah kepada wali berikutnya, maka
dikhawatirkan menimbulkan konflik antar keluarga, sehingga Majelis Hakim menetapkan
secara langsung kepada wali hakim untuk menikahkan anak perempuan yang walinya
bersikap ‘adal.

“Majelis Hakim terkadang tidak menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim,
karena secara ex officio jika wali nasab dinyatakan ‘adal atau enggan, secara otomatis
yang menjadi pengganti wali nasab ialah wali hakim. Namun terkadang di persidangan
juga menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim. Hal ini diatur dalam PERMA No. 2 Tahun
1987 yang diubah dalam PERMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Apabila terjadi
perkara wali ‘adal, maka yang berhak menikahkan anak perempuan ialah kepada wali
hakim dengan menganut pendapat Imam Syafi’i dan kepastian hukum dengan merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ia yang berhak, kecuali jika
wali nasab meninggal dunia maka hak perwalian berpindah kepada wali menurut derajat
berikutnya, karena jika perwalian berpindah kepada wali berikutnya, maka akan
menimbulkan konflik keluarga, oleh karena jika ada perkara wali ‘adal, maka Majelis
Hakim dalam memutus perkara harus menganut kepastian hukum.”

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Jasmani dalam
wawancaranya, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali ‘adal dilihat dari
segi tujuan dan kemanfaatan. Beliau menyampaikan tujuan dan manfaat atas
dikabulkannya permohonan wali ‘adal terutama untuk kemaslahatan agar tidak melakukan
perbuatan yang melanggar hukum syari’at, seperti perzinahan.

“Adapun tujuan dan manfaat permohonan wali ‘adal dikabulkan, yaitu Pertama,
menikah merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul SAW,
Kedua, agar tidak melanggar aturan hukum syariat yaitu perzinahan, Ketiga, agar
terhindar dari fitnah. Sebaliknya, jika permohonan tersebut ditolak, maka memungkinkan
mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum syara’, seperti berbuat
zina. Tentunya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dibanding
kemaslahatan. Oleh karena itu, lebih baik permohonan tersebut untuk dikabulkan
daripada ditolak. "***

114 Ipid.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan menurut Bapak Jasmani bahwa permohonan
wali ‘adal karena wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan tidak
berdasarkan hukum syara’, maka lebih baik dikabulkan untuk kemaslahatan daripada
ditolak yang justru mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua calon mempelai maupun

bagi keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus di
Pengadian Agama Purwodadi Kelas IA dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dan
penurunan setiap tahunnya. Berikut adalah rincian jumlah perkara dan contoh perkara yang
diterima dan diputus pada tahun 2020-2022 khusus perkara wali ‘adal, antara lain:

Perkara wali ‘adal yang diterima dan diputus

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A

No Tahun Jumlah Perkara | Jumlah Perkara Jumlah Perkara
Diterima Diputus Ditolak
1. 2019 30 28 2
2. 2020 18 14 4
3. 2021 17 16 1
4. 2022 16 13 3
Jumlah 81 71 10

Contoh perkara yang diputus pada tahun 2019-2022 khusus
perkara wali ‘adal di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas TA

No Tahun Nomor Keputusan Pertimbangan Hakim
Perkara

1. 2019 Nomor: Dikabulkan | Alasan  keengganan

96/Pdt.P/2019 ayah Pemohon karena

/PA.Pwd rumah antatra

Pemohon dan calon
suami Pemohon

mengarah ke Utara dan

Timur (Ngalor-
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Ngetan). Hal ini
bertentangan  dengan

hukum syara’.

2019

Nomor:
237/Pdt.P/201
9/PA.Pwd.

Dikabulkan

Alasan wali nikah
bersikap ‘adal atau
enggan menikahkan
Pemohon dikarenakan
masih mempercayai
adat ngalor-ngetan
yaitu letak rumah
berada di arah Utara

dan Timur.

2020

Nomor:
676/Pdt/P/202
0/PA.Pwd.

Dikabulkan

Alasan ‘adalnya wali
karena kakak kandung
Pemohon selaku wali
nikah

mempercayai hitungan

masih

Jawa (Ngalor-Ngetan)
yang dianggap tidak
cocok.

2020

Nomor:
768/Pdt.P/202
0/PA.Pwd.

Dikabulkan

Keengganan wali
nikah

dikarenakan ayah

Pemohon
kandung Pemohon
tidak  menginginkan
Pemohon menikah
dengan calon suami
Pemohon yang

berstatus duda cerai.

2021

Nomor:
332/Pdt.P/202
1/PA.Pwd.

Dikabulkan

Alasan wali nikah
bersikap ‘adal, karena
tanah pekarangan
(rumah) Pemohon dan

calon suami Pemohon
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berdampingan/berbata
san langsung atau
disebut “adu tritis”

atau “tunggal kikis” .

2021

Nomor:
493/Pdt.P/202
1/PA.Pwd.

Dikabulkan

Alasan  keengganan
wali nikah yaitu kakak
Pemohon

kakak

Pemohon tidak

kandung
dikarenakan

menginginkan
Pemohon menikah
dengan calon suami
Pemohon yang

berstatus jejaka.

2022

Nomor:
591/Pdt.P/202
2/PA.Pwd.

Dikabulkan

nikah
yaitu adik kandung

Alasan wali

ayah permohon (alm)
enggan  menikahkan
Pemohon yang
berstatus janda mati
karena anak-anak
Pemohon dan adik
kandung Pemohon
tidak mau menjadi
wali nikah sebab tidak
rela  jika Pemohon
menikah dengan orang

jauh.

2022

Nomor:
370/Pdt.P/202
2/PA.Pwd

Dikabulkan

Bahwa alasan wali
enggan  menikahkan
Pemohon dengan calon
suami Pemohon
dikarenakan menurut

hitungan jawa yaitu
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dilihat dari  weton
keduanya  dianggap
tidak cocok/tidak
bagus dan juga karena
arah tempat tinggal
antara Pemohon dan
calon suami Pemohon
tidak bagus untuk

menikah.

Dari data jumlah perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2019-2022
khususnya perkara wali ‘adal terlihat mengalami peningkatan dan penurunan setiap
tahunnya. Dan alasan yang diajukan rata-rata adalah karena alasan yang tidak berdasarkan

hukum syar’i, hal ini yang menjadi tolak ukur hakim dalam mengabulkan perkara wali

‘adal.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN WALI HAKIM SEBAGAI

PENGGANTI WALI ‘ADAL PADA PERKARA NOMOR: 906/Pdt.P/PA.Pwd.

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menetapkan Wali Hakim

Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Pada Perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan oleh Bapak Jasmani, S.H
selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Purwodadi tersebut diatas, bahwasannya
pertimbangan tersebut telah bersesuaian dengan aspek yuridis, filosofis dan
sosiologis/fakta sosial. Dari segi aspek yuridis nya, Majelis Hakim merujuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, hal ini
dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, Majelis Hakim dalam menetapkan wali
hakim sebagai pengganti wali ‘adal merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 1987 yang telah
diubah menjadi PERMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Selain merujuk hukum
positif, Majelis Hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 sebagai

penunjang peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim tidak hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum,
melainkan juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ulama figih dalam
memutus perkara, sehingga keputusan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan
perkara wali ‘adal pada perkara Nomor: : 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd telah sesuai dan dapat
dibenarkan. Dari aspek filosofisnya, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara
tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang saja, melainkan Hakim juga harus
menggunakan perasaan serta hati nuraninya untuk mempertimbangkan keputusan pada
perkara yang ditangani. Sedangkan dari aspek sosiologis atau fakta sosialnya, keputusan
Hakim harus melihat segi kemanfaatan bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada
siapapun. Dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, menurut bapak Jasmani telah
sesuai dengan tiga aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologisnya.

Faktanya meskipun di masyarakat masih sangat mempercayai adat kebiasaan yang
berasal dari turun-temurun nenek moyang mereka, namun pengadilan agama mempunyai
wewenang sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan
Agama Purwodadi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
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perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syariah. Oleh
karena itu, jika dikaitkan dengan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd yang
menyatakan wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan alasan mengikuti adat,
maka menurut beliau Majelis Hakim harus menggeser pemikiran wali pemohon yang
masih mempercayai segala sesuatu yang tidak berdasarkan hukum Islam. Dari segi
sosiologis/fakta sosial putusan hakim menjadi hukum dalam suatu perkara tertentu
mempunyai fungsi “fool of social engineering” yaitu hukum sebagai alat pembaharuan
dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum dapat berperan merubah nilai-nilai sosial
dalam masyarakat. Dengan demikian fungsi “tool of social engineering” digunakan
Hakim sebagai alat untuk merekayasa sosial, agar sikap wali nikah terhadap hal-hal yang
mistis bergeser kepada hal-hal yang lebih islami, sehingga Majelis Hakim tidak hanya
memberikan nasehat kepada wali pemohon, tetapi juga memberikan pemahaman terhadap

wali nikah yang masih mempercayai hal-hal mistis agar sesuai dengan hukum Islam. *°

Dapat dilihat duduk perkara dari permohonan perkara wali ‘adal karena wali
Pemohon masih mengikuti adat Jawa larangan perkawinan Ngalor-Ngetan, yaitu Pemohon
menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang dianggap
sudah memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi Pemohon. Dengan maksud
bahwa pihak calon suami Pemohon telah berusaha melamar ke keluarga Pemohon
sebanyak dua kali, akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan
alasan mengikuti adat Jawa yaitu Ngalor-Ngetan (Utara-Timur), dimana letak tempat
tinggal Pemohon berada di arah Timur sedangkan letak tempat tinggal calon suami
Pemohon berada di arah Utara. Ketidakcocokan hasil hitungan Jawa menurut arah tempat
tinggal inilah dianggap tidak baik atau akan menimbulkan malapetaka jika tetap
melaksanakan pernikahan. Dengan alasan penolakan tersebut, akhirnya Pemohon
mengajukan permohonan wali ‘adal ke Pengadilan Agama Purwodadi dan hasil dari
permohonan tersebut bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan berdasarkan aspek
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara serta didukung dengan salinan putusan penetapan
perkara wali ‘adal, akan dijelaskan beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun beberapa pertimbangan yang dijadikan

115 [pi
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116 «Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Pada Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd”, ... 1
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dasar hakim dalam menetapkan wali ‘adal karena alasan hitungan Jawa adat Ngalor-

Ngetan pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. antara lain adalah:

1. Tidak ada halangan syara’ untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon
dan calon suami Pemohon
Berdasarkan alat bukti dan pengakuan Pemohon yang diajukan dalam proses
persidangan telah sesuai fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan calon suami
Pemohon tidak ada halangan syara’ seperti hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat
atau semenda, pertalian sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan lain ataupun
dalam masa iddah serta tidak ada halangan perbedaan agama. Dengan demikian,
diantara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan
pernikahan. Berdasarkan pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta hukum tentang
larangan menikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merujuk sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa diantara keduanya
tidak ada larangan atau menghalangi untuk melaksanakan pernikahan.

2. Berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, wali nikah Pemohon telah
terbukti menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya
Berdasarkan keterangan dari dua saksi yaitu tetangga Pemohon dan Kepala Desa, sesuai
fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari wali nikah Ngalim, yang
menjalin cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama calon Pemohon yang sudah
saling kenal dan berteman akrab selama 8 tahun dan telah berencana untuk menikah.
Bahkan calon Pemohon sudah bermaksud melamar Pemohon sebanyak dua kali.
Namun, wali Pemohon tidak menyetujuinya dan menolak lamarannya dengan alasan
adat Jawa “Ngalor-Ngetan”. Dengan sikap wali Pemohon yang menolak lamaran dan
tidak mau menikahkan Pemohon telah menunjukkan jika wali Pemohon telah bersikap
zalim atau ‘adal untuk kepentingannya dan tidak mempertimbangkan nasib anak
perempuannya, sekaligus tidak memenuhi kewajibannya sebagai wali untuk
menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Mengingat bahwa
pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun nikah, salah satunya adalah wali
nikah. dal hal ini, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim merujuk pada Pasal
19 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 20 (1) & (2) s/d Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi
Hukum Islam.

3. Alasan penolakan ayah kandung Pemohon tidak sesuai dengan hukum syara’ dan

bukan alasan menurut prinsip ajaran Islam
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Wali ‘adal ialah wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuan dibawah
perwaliannya. Apabila alasan yang diajukan menyatakan bahwa ‘adalnya wali tidak
berdasarkan hukum syara’, maka permohonan wali ‘adal akan dikabulkan. Sebaliknya,
jika alasan penolakan ‘adalnya wali telah sesuai dengan hukum syara’, maka Majelis
Hakim akan menolak permohonannya. Adapun yang dijadikan alasan wali nikah tentang
adat/tradisi Jawa yaitu sebab larangan perkawinan Ngalor-Ngetan pada penetapan
perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. alasan tersebut tidak berdasarkan hukum
syara’, Karena jelas bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana telah
dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Berdasarkan pertimbangan
hukum, bahwa hakim menilai jika penolakan ayah kandung Pemohon untuk bertindak
sebagai wali nikah sebab alasan larangan perkawinan adat Ngalor-Ngetan jelas
bertentangan dengan hukum syar i, hal ini terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah
bersikap ‘adal atau enggan, pertimbangan hukum oleh hakim dikaitkan dengan surat al-
Bagarah Ayat 232 dan surat An-Nur Ayat 32.

. Hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah dewasa
dan sangat akrab sehingga harus segera dinikahkan untuk menghindari
perbuatan yang melanggar norma hukum Islam

Berdasarkan fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan calon suami Pemohon
sudah dewasa dan mandiri untuk melaksanakan pernikahan. Dapat diketahui bahwa
Pemohon telah berusia 24 tahun 8 bulan sedangkan calon suami Pemohon berusia 29
tahun 8 bulan. Demikian di antara keduanya harus segera dinikahkan agar tidak
menyimpang dari norma hukum Islam, meskipun wali nikah menolak untuk
menikahkan Pemohon. Maka, pertimbangan yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim
dalam mengabulkan permohonan wali ‘adal melihat segi tujuan dan kemanfaatan atas
dikabulkannya permohonan wali ‘adal, terutama untuk kemaslahatan untuk
menghindari perbuatan yang melanggar hukum syari’at, seperti perzinahan, hal ini
dikaitkan dengan pendapat ulama dalam Kitab Al-Fighu al Islami wa Adillatuhu juz VII
halaman 32, yang berbunyi: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang
khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan yang sah.”

. Kehadiran wali Pemohon telah memberikan keterangan namun tetap
bersikukuh menolak menjadi wali nikah dalam permohonan yang diajukan
Pemohon.

Sesuai dengan fakta hukum, bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi

dan telah memberikan keterangan pada pokoknya, namun sampai kapanpun tidak mau
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menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Dalam hal ini, bahwa permohonan wali
‘adal merupakan perkara voluntair. Dimana hanya melibatkan calon mempelai wanita
sebagai Pemohon dan tidak ada kepentingan pihak lain sebagai lawan atau
Termohon/Tergugat. Oleh karena itu wali tidak berstatus sebagai termohon sebab tidak
mempunyai hak untuk melakukan perlawanan, karena tidak ada sengketa antara
Pemohon dengan wali Pemohon. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim yang
memutus perkara tersebut, maka apabila tidak puas dengan keputusan dari Majelis
Hakim, langkah yang dapat ditempuh Pemohon adalah upaya hukum kasasi dan bukan
banding. Sedangkan wali dapat menempuh upaya hukum dengan melakukan
pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan, akan tetapi tidak terkait dengan
perkara wali ‘adal ini. Berdasarkan pengakuan wali Pemohon dalam kehadirannya di
muka persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa sampai kapanpun tidak mau
menikahkan Pemohon, maka wali Pemohon tersebut telah zalim dan ‘adal.

. Proses mediasi antara Pemohon dengan ayah kandung Pemohon di Pengadilan
untuk mempertimbangkan penolakan dari wali nikah Pemohon

Berdasarkan fakta hukum, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar mendekati dan membujuk wali Pemohon untuk menyetujui pernikahannya.
Sebagaimana hasil wawancara diatas, bahwa dalam perkara wali adhol di pengadilan
tidak ada proses mediasi, kecuali undang-undang yang menentukan. Meskipun tidak ada
proses mediasi, dalam persidangan Majelis Hakim wajib memberikan nasehat kepada
wali nasab agar mempertimbangkan kembali penolakan untuk menikahkan anak
perempuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim memberikan waktu penundaan sidang
sekali untuk melakukan mediasi dengan bantuan orang ketiga atau arbitrase, seperti
saudara, Kyai, dsb yang sekiranya dapat membantu memberikan solusi. Hal ini
dilakukan tidak lain adalah untuk melihat maslahah dan mudharatnya jika permohonan
tersebut dikabulkan atau ditolak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus
perkara ini merujuk pendapat ahli Figh dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazair: 128 yang
berbunyi: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada
kemaslahatan rakyat.”

. Menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nikah Pemohon yang adhol untuk
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon

Berdasarkan fakta bahwa untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana hasil dari
wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam hal penunjukan wali

hakim sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal, maka terkadang Majelis Hakim tidak
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menunjuk Kepala KUA, namun terkadang Majelis Hakim juga menunjuk Kepala KUA
sebagai wali hakim, karena secara ex officio jika wali nasab dinyatakan ‘adal atau
enggan, secara otomatis yang menjadi pengganti wali nasab adalah wali hakim. Oleh
karena itu, untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka Pemohon menggunakan wali
hakim sebagai pengganti ‘adalnya wali. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagai
dasar oleh hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2 PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang
diubah dalam Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo ketentuan
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita
tidak memiliki wali nasab atau tidak dapat dihadirkan atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib atau ‘adal atau enggan, maka yang bertindak sebagai pengganti
wali nasab adalah wali hakim.

Berkenaan dengan masalah ini, dasar pertimbangan hakim yang lain dalam
menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal mengambil rujukan Hadis yang
diriwayatkan Turmudzi yang bunyinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka
sulthan (pemerintah) yakni Kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali
bagi orang yang tidak ada wali baginya.” Adapun dalam kasus pada perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. yang bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan
Pemohon sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 4 (1) PERMA RI No. 2 Tahun
1978 yang diubah ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali
Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh selaku Pegawai Pencatat
Nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
. Tujuan dan manfaat permohonan wali ‘adal dikabulkan oleh Majelis Hakim
Dilihat dari segi manfaatnya bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali
‘adal untuk kemaslahatan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum
syari’at, seperti perzinahan. Beliau berpendapat ada tiga tujuan dan manfaat sehingga
permohonan wali ‘adal dapat dikabulkan, yaitu Pertama, menikah merupakan suatu
ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul SAW, Kedua, agar tidak
melanggar aturan hukum syariat yaitu perzinahan, Ketiga, agar terhindar dari fitnah.

Demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan wali
‘adal yaitu dilihat apakah akan mendatangkan maslahah jika dikabulkan atau justru
mendatangkan kemudharatan jika permohonan tersebut ditolak. Berdasarkan
pertimbangan hukum diatas, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dikaitkan dengan

surat Ar-Rum: 21 dan Hadis Nabi saw.
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Majelis Hakim berpendapat terkait dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan
terhadap permohonan wali ‘adal telah terbukti kebenarannya. Alasan penolakan yang
disampaikan wali Pemohon adalah alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak
dibenarkan oleh hukum syara’. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dijadikan
alasan untuk memohon agar dinikahkan dengan wali hakim, karena permohonan
tersebut telah memenuhi syarat dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Maka dari itu, menurut peneliti keputusan hakim sudah benar dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengabulkan permohonan
Pemohon dan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon ialah wali ‘adal. Selain itu,
Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan
menggunakan wali hakim menurut peraturan perundang-undangan dan atau dilakukan
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon yaitu KUA Kecamatan Toroh,

Kabupaten Grobogan.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Menetapkan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali
‘Adal Pada Perkara Nomor: 906/Pdt.P/PA.Pwd.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan sumber data
wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang
mengabulkan penetapan perkara tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang
kemudian akan dianalisis oleh peneliti lebih lanjut untuk mengetahui dasar hukum yang
digunakan hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal karena

larangan perkawinan adat ngalor-ngetan dengan analisis hukum Islam.

Berdasarkan uraian mengenai wali ‘adal yang telah dijelaskan diatas, para ulama
berbeda pendapat dalam hal penyelesaian perkara ‘adalnya wali. Adapun penyelesaian

perkara wali menurut pendapat Imam mazhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Maliki penyelesaian perkara ‘adalnya wali adalah apabila ada
seorang wali mujbir atau bukan, sedangkan ia menghalangi anak perempuannya untuk
menikah dengan pasangan yang sekufu dan calon suami rela membayar maskawin.
Maka perwalian tidak berpindah kepada wali yang jauh, tetapi calon mempelai wanita
berhak mengadukan perkaranya kepada hakim. Dengan maksud menanyakan wali nasab
mengenai alasan-alasan yang sudah sesuai dengan hukum syar’i, maka hakim
menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Namun jika alasan-alasan penolakan wali
tidak sesuai dengan hukum syari’at, maka hakim akan menunjuk wali hakim untuk
menikahkan anak perempuan setelah adanya putusan dari Majelis Hakim.
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2. Menurut pendapat Imam Hanbali terkait penyelesaian wali ‘adal yaitu apabila seorang
wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya, maka hak perwalian wali nasab
berpindah kepada wali hakim. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat dalam
menyelesaikan perkara ‘adalnya wali yaitu hak perwalian berpindah kepada kerabat
yang lain, sekalipun itu kerabat jauh (ab’ad) baru kemudian dapat berpindah kepada
wali hakim setelah wali ab 'ad tidak bersedia menjadi wali nikah.

3. Menurut pendapat Imam Hanafi dalam hal penyelesaian wali ‘adal apabila wali aqrab
menghalangi anak perempuannya menikah dengan calon suaminya yang telah sekufu
dan mampu membayar mahar mitsil, maka proses penyelesaiannya sama halnya dengan
wali yang ghaib atau tidak dapat ditemukan atau tidak dapat di datangkan. Dengan
demikian, menurut Imam Hanafi hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim,
selagi masih ada wali yang jauh (ab ad).

4. Menurut pendapat Imam Syafi’i dalam hal penyelesaian wali ‘adal dengan melibatkan
sultan atau hakim. Karena penguasa atau hakim yang berwewenang memutus
permasalahan wali yang dianggap ‘adal. Demikian, anak perempuan yang hendak
melaksanakan pernikahan, akan tetapi wali nasab menolak menikahkan, maka dapat
mengajukan laporan kepada penguasa atau hakim sebagai pihak yang dirugikan.
Sehingga apabila wali masih membangkang tidak mau menikahkan anak
perempuannya, maka menurut mazhab ini wali hakim yang akan menikahkan anak

perempuan karena walinya ‘adal.

Berikutnya berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan dalam

salinan putusan dan hasil wawancara mengenai perkara wali ‘adal adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum antara Pemohon dan calon suaminya tidak

ada halangan syara’ untuk melangsungkan pernikahan.!’

Pertama, tidak ada halangan syara’ untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan
calon suami Pemohon. Bahwa sebenarnya seorang laki-laki muslim dapat menikah dengan
wanita yang menjadi pilihannya, namun ungkapan tersebut tidak berlaku secara mutlak.
Karena dalam hukum Islam terdapat batasan-batasan yang berbentuk larangan atau
halangan dalam melaksanakan perkawinan. Larangan yang dimaksud dalam hukum Islam
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1)

17 Ipid.
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pertalian nasab, (2) pertalian kerabat semenda dan (3) pertalian sesusuan jo Pasal 40 KHI
yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih
terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam
masa iddah dengan pria lain, dan (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Kemudian dalam Pasal 41 KHI disebutkan bahwa “Seorang pria dilarang memadu istrinya
dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan
isterinya, (2) Larangan tersebut pada Ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah
ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.” Selanjutnya dalam Pasal 42 KHI disebutkan
bahwa “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempat-empatnya
terikat tali perkawinan atau masii dalam masa iddah talak raj’i ataupun seorang diantara
mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.”
jo Pasal 43 KHI yang berbunyi “(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang
pria: (a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, (b) dengan seorang
wanita bekas isterinya yang dili’an.(2) larangan pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas
isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul
dan telah habis masa iddahnya.” Kemudian Pasal 44 KHI yang menjelaskan bahwa
“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang

tidak beragama Islam. '8

Jika dilihat dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd bahwa keputusan
hakim telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum
Islam. Berdasarkan pengakuan saksi dan alat bukti surat, ditemukan fakta bahwa antara
Pemohon dengan calon suami Pemohon terbukti tidak ada halangan menurut hukum syara’
hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat atau semenda, pertalian sesusuan dan tidak
terikat dengan pernikahan lain ataupun dalam masa iddah serta tidak ada halangan
perbedaan agama. Maka dari itu, wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya
menikah dengan calon suaminya dikarenakan tidak ada penghalang di antara Pemohon
dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan. Adapun dasar hukum tentang
larangan-larangan perkawinan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat
23:

118 Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 39 s/d Pasal 44.
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan
yang sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya,
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan tidak
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. °

Jika dilihat dari surat An-Nisa Ayat 23 dan dikaitkan dengan perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, dikarenakan alasan wali Pemohon masih mempercayai larangan
adat perkawinan ngalor-ngetan yang menghalangi Pemohon dengan calon suaminya
melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa
Ayat 23 bahwa terdapat ketidaksesuaian antara siapa saja yang seharusnya dinikahi dan
siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Namun pada intinya sama yaitu di antara Pemohon
dengan calon suaminya tidak terdapat halangan nasab, kerabat semenda dan sesusuan.
Maka dari itu, wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan

pernikahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara
satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenubhi
Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.*?

Kedua, berdasarkan alat bukti surat dan dua orang saksi, wali nikah Pemohon telah
terbukti menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya. Dalam hal
ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara wali
‘adal telah sesuai dengan bukti-bukti dalam fakta hukum dalam salinan putusan tersebut.
Pada prinsipnya alat bukti dapat diterima apabila memenuhi syarat formil dan syarat

materil, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) angka 3e HIR yang berbunyi

119 pepartemen Agama RI, Op.Cit, h. 120.
120 Salinan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd,...h. 11.
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“Sebagai saksi tidak dapat didengar: (3e) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa
sudah cukup umurnya lima belas takun. "?! Kemudian dalam Pasal 171 disebutkan bahwa
“(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui
kesaksiannya, (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak
dipandang sebagai kesaksian.” jo Pasal 172 HIR yang berbunyi “Dalam hal menimbang
nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain;
kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain
tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan saksi untuk menerangkan duduk
perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan
para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat

dipercayai atau kurang dipercayai.” 1%

Dapat dilihat dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e bahwa bukti dua orang saksi yang
diajukan Pemohon yaitu tetangga Pemohon bukan anak-anak dan/atau telah dewasa serta
telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
145 Ayat (1) angka 3e sedangkan jika melihat Pasal 171 HIR dan 172 HIR bahwa
keterangan dari dua orang saksi yang diajukan mengenai dalil-dalil Pokok permohonan
permohon tekah dimintai keterangan terkait keengganan wali dan juga keadaan kedua
calon mempelai ialah sesuai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan saksi
telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR. Kemudian
berdasarkan fakta bahwa keterangan dua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain, maka dari itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal
172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 menunjukkan bahwa setelah Pemohon dan calon
suaminya menyampaikan keinginan mereka untuk menikah, lalu Kepala KUA Kecamatan
Toroh Kabupaten Grobogan menolak pernikahan tersebut. Berdasarkan alat bukti tersebut

menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah ‘adal.’?

Bahwasannya Pemohon dan calon suaminya telah berniat untuk menikah dengan

mendaftar ke KUA setempat, namun Kepala KUA Kecamatan Toroh menolak dengan

121 «K onsultan Hukum”, https://konsultanhukum.web.id. Diakses pada 26 Oktober 2022 pukul 11.42.

122 Yasim, “Makna Norma Pasal 171 HIR/308 RBg Terikat Koridor Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama (Analisis Pembuktian Dalam Putusan Perceraian)”, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
https://pa-malangkab.go.id. Diakses pada 26 Oktober 2022 pukul 12.16.

123 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd,...h. 10.
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alasan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu walinya tidak bersedia
menikahkan. Oleh karena itu, itu alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat
penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh
(P.8) dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat pernikahan sebab walinya tidak bersedia

menjadi wali nikah atau wali dinyatakan ‘adal.*?*

Berdasarkan ketentuan diatas sesuai dengan pendapat Bapak Jasmani yang
menyatakan bahwa bahwa orang yang mengajukan permohonan wali ‘adal harus
memenuhi syarat formil (identitas Pemohon dan Termohon) dan syarat materil (posita atau
duduk perkara dan alat bukti). Adapun bukti-bukti surat saksi-saksi harus menguatkan
pemohon, jika saksi-saksi yang diajukan tidak dapat menguatkan dalil-dalil pemohon,
maka permohonan yang diajukan dapat ditolak, karena kuncinya ialah suatu perkara yang
diajukan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berhak menolak permohonan
tersebut.’?® Dalam hal ini, bahwa perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd sudah sesuai
dengan ketentuan, dimana alat bukti surat dan dua orang saksi telah memenuhi syarat
formil dan materil, sehingga dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dikarenakan walinya
telah ‘adal.

Selanjutnya bahwa syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam disebutkan
dalam Pasal 14 KHI yang meliputi: (1) calon suami; (2) calon isteri; (3) adanya wali nikah;
(4) dua orang saksi; dan (5) ijab dan gabul. Kemudian dalam Pasal 19 KHI ditegaskan
bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Jo Pasal 20 Ayat (1) KHI
menjelaskan bahwa “Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut
hukum Islam yaitu: Muslim, Akil, dan Baligh dan Ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah
terdiri dari wali nasab dan wali hakim.” Adapun urutan wali nikah yang berhak menjadi
wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 KHI. Apabila salah satu dari rukun dan

syarat sahnya pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan hukumnya tidak sah (batal).

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan pemohon ternyata bukan karena
masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan akidah atau masalah kafaah

dan asas-asas pernikahan lainnya.'?®

124 “Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd”...11.

125 jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.

126 «Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd”...13.
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Ketiga, alasan penolakan ayah kandung Pemohon tidak sesuai dengan hukum
syara’ dan bukan alasan menurut prinsip ajaran Islam. Alasan penolakan yang disampaikan
wali Pemohon untuk tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon
dianggap oleh hakim sebagai alasan yang tidak sesuai dengan hukum syara’. Hal ini

ditegaskan dalam surat Al-Bagarah Ayat 232, yang berbunyi:
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" Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu
(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian diantara kamu. Itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dari surat Al-Bagarah: 232 terdapat perbedaan pendapat mengenai makna
“janganlah kamu menghalang-ialangi”. Namun menurut Imam Syafi’i bahwa larangan
tersebut ditujukan kepada wali, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari tentang Qasim Ma’qil bin Yasir. Dimana saudara perempuan Ma’qil dinikahi oleh
Abibaddah yang kemudian dicerai oleh suaminya. setelah masa iddah, Abibaddah merasa
menyesal dan berkeinginan ruju’ dengan bekas istrinya tersebut. Akan tetapi sebagai wali,
Ma’qil tidak menyetujuinya sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW, namun
pada akhirnya Ma’qil memperbolehkan Abibaddah untuk ruju’ dengan saudara
perempuannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat sebaliknya, bahwa larangan
ayat tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada wali. Larangan yang dimaksud ialah
bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk menikah dengan orang lain. Oleh karena
itu, menurut beliau bahwa wali tidak merupakan syarat sah dalam akad pernikahan,
sebagaimana pendapat beliau bahwa perempuan yang berstatus janda dapat

melangsungkan akad nikah tanpa izin dari wali nikah.

jika melihat surat Al-Bagarah: 232 tersebut dikaitkan dengan perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA. Bahwasannya Ayat tersebut diperuntukkan untuk wali Pemohon agar
tidak menghalang-halangi Pemohon menikah dengan calon suaminya yang sudah dianggap
sekufu/sepadan. Dalam hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang digunakan
sebagai landasan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia yaitu Ayat tersebut ditujukan
kepada wali bukan kepada bekas suami. Sehingga wali Pemohon tidak boleh menghalangi

Pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihannya dengan alasan mengikuti adat
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yang secara jelas bertentangan dengan hukum syara’. Selain ayat diatas, juga ditegaskan

dalam firman Allah SWT surat An-Nur Ayat 32, yang bunyinya:
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“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang patut
(nikah) dari hamba-hamba sahaya lelakimu dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.

Dapat dipahami dari Ayat tersebut bahwa wali diperintahkan untuk menikahkan
anak perempuannya yang sudah patut, dewasa dan telah mampu untuk menikah dengan
pasangannya. Oleh karena itu dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. peneliti
berpendapat untuk tidak menghalang-halangi Pemohon dan calon suaminya
melangsungkan pernikahan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang norma
agama Islam. Dalam hal ini telah sesuai dengan keputusan Bapak Jasmani selaku hakim
anggota yang memutus perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, bahwa di antara
Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syara’, tidak ada hubungan nasab,
kerabat, keponakan, dan sesusuan, kedua calon mempelai lebih maslahah untuk dinikahkan

dan alasan penolakan wali Pemohon tidak sesuai dengan hukum syari’at.!?’

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali ‘adal ialah
karena ayah kandung Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali terhadap
pernikahan Pemoohn dengan calon suami Pemohon, akan tetapi yang menjadi wali nikah
(ayah kandung) tidak bersedia menjadi wali nikah dan menolak pernikahan tersebut
disebabkan antara tempat tinggal Pemohon dengan calon suaminya adalah Utara-Timur
dan menurut hitungan Jawa ialah Ngalor-Ngetan. Ayah kandung Pemohon berpendapat
apabila Pemohon dan calon suaminya tetap menikah akan terjadi malapetaka dan musibah

yang menimpa keluarga kedua belah pihak.*?®

Berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat permasalahan bahwa wali Pemohon
tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan alasan tempat tinggal Pemohon dengan
calon suaminya berada di arah ngalor-ngetan, sehingga jika pernikahan tetap
dilangsungkan wali Pemohon beranggapan akan menimbulkan malapetaka bagi kedua
calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan urf atau adat
kebiasaan, bahwa permasalahan dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd termasuk

127 jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.
128 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, ...h. 10.
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dalam kategori ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bertentangan
dengan nash serta kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Sedangkan Imam Syafi’i
menggunakan ‘urf sebagai hujjah apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak
diberikan petunjuk dari suatu nash. Terdapat kesesuaian dengan pendapat Imam Syafi’i
bahwa alasan penolakan wali Pemohon tidak dibenarkan hukum syara’ dan termasuk
dalam kategori ‘urf fasid. Oleh karena itu, adat/kebiasaan ngalor-ngetan yang masih
berlaku di daerah Purwodadi tidak dapat dijadikan sumber hukum, sebab bertentangan
dengan nash. Sehingga permohonan yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim

Bahwasannya dalam menemukan sebuah hukum salah satunya ialah menggunakan
ijtihad dengan metode adat sebagai sumber hukum. Metode ijtihad yang dijadikan sebagai
sumber hukum dikenal dengan “a/-adatu al-muhakkamah”, artinya adat kebiasaan itu
dapat menjadi hukum, meskipun ada beberapa adat yang tidak dapat dijadikan sumber
hukum. Dalam Islam, adat yang dapat digunakan berijtihad sebagai sumber hukum adalah
adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
adat seperti inilah yang dapat dijadikan sumber hukum apabila terjadi permasalahan di
masyarakat.'? Jika melihat perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, peneliti berpendapat
bahwa adat kebiasaan ngalor-ngetan yang masih diyakini oleh masyarakat Purwodadi
tidak dapat dijadikan sumber hukum, sebab bertentangan dengan nash dan juga kaidah
dalam hukum Islam. Meskipun al-Qur’an tidak menjelaskan larangan perkawinan tentang
adat/tradisi, namun jika adat tersebut bertentangan dengan nash maka tidak dibenarkan
dalam Islam, seperti halnya adat ngalor-ngetan, karena Islam tidak ada ketentuan

mengenai adat tersebut.

Hal tersebut merupakan asumsi dari masyarakat di daerah Purwodadi yang berasal
dari nenek moyang terdahulu dan diyakini sampai sekarang. Maka dari itu, keputusan
Bapak Jasmani selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi menyatakan bahwa fakta
sosialnya putusan hakim menjadi hukum dalam suatu perkara tertentu mempunyai fungsi
“tool of social engineering” yaitu hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat,
dapat dikatakan bahwa hukum dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian fungsi “fool of social engineering” digunakan Hakim sebagai alat untuk

125 Abdul Jamil “Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (ljtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif),
Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1, Januari, 2008, h. 146.
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merekayasa sosial, agar sikap wali nikah terhadap hal-hal yang mistis bergeser kepada hal-
hal yang lebih islami.!3

Keempat, hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah
dewasa dan sangat akrab sehingga harus segera dinikahkan untuk menghindari perbuatan
yang melanggar norma hukum Islam. Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan
wali ‘adal melihat segi tujuan dan asas kemanfaatannya. Hal ini tidak lain ialah untuk
maslahah yang baik dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum syari’at, seperti
perzinahan. Demikian dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk
mempertimbangkan keputusannya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fighu al
Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 32, yang berbunyi: “Bahwa perkawinan adalah
wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan

perkawinan yang sah. 3!

Mayoritas ulama figh berpendapat bahwa hukum pernikahan dapat menjadi wajib
itu tergantung konteksnya. Berdasarkan fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan
calon suami Pemohon sudah dewasa dan berniat untuk menikah. Maka dari itu jika mereka
tidak dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam Kitab
Al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu mayoritas ulama figh berpendapat bahwa hukum
pernikahan dapat menjadi wajib jika antara laki-laki dan perempuan sudah dewasa dan
calon suami sudah mampu untuk memberikan mahar serta memenuhi hak-hak pernikahan
lainnya serta berpotensi terjebak dalam perzinahan, jika ia tidak menikah. Bahkan ia juga
tidak mampu menjaga dirinya agar tidak berzina dengan cara berpuasa, sehingga ia
berkewajiban menjaga kehormatannya dengan cara menikah. Menurut pendapat Wahbah
Al-Zuhaily, segala sesuatu yang menjadi sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban,
maka hukumnya menjadi wajib pula. Adapun hukum nikah dapat menjadi mubah bagi
calon mempelai yang mampu secara lahir dan batin saja serta tidak khawatir akan
terjerumus zina jika ia tidak menikah. Selanjutnya dapat menjadi makruh bagi laki-laki
yang menikahi perempuan namun khawatir tidak dapat bertanggung jawab secara sosial
dan ekonomi. Sedangkan hukum nikah dapat berubah menjadi haram, jika pernikahan

tersebut dilandasi dengan dendam atau berniat menyakiti, menzalimi dan membahayakan

130 jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.
131 \Wahbah Az-Zuhaily, “Figih Islam Wa Adilatuhu”, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.
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isterinya serta diyakini tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan bahkan tidak

mampu berbuat adil dengan isterinya. 132

Dengan demikian, jika dilihat dari pendapat ulama dan dikaitkan dengan perkara
Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd bahwa keputusan Hakim telah sesuai. Berdasarkan bukti
P1, P2, P3, P4 bahwa Pemohon ialah seseorang yang sudah dewasa berusia 24 tahun 8
bulan dan sudah mandiri dan mempunyai Kartu Keluarga sendiri sedangkan berdasarkan
bukti P5, P6, dan P7 bahwa calon suami Pemohon seorang jejaka, sudah dewasa berusia
29 tahun 8 bulan dan tidak terikat dengan pernikahan lain. Secara konteksnya bahwa kedua
calon mempelai telah mampu baik secara mental maupun finansial. Selain itu, dalam
salinan putusan disebutkan bahwa diantara Pemohon dengan calon suaminya saling
mencintai dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 tahun dan sudah sangat
akrab, bahkan calon suami Pemohon telah bermaksud melamar Pemohon sebanyak 2 kali
dan yang menerima lamaran ialah wali Pemohon, akan tetapi wali pemohon menolak
lamaran tersebut karena tempat tinggalnya terjadi ngalor-ngetan, sehingga alasan
penolakan wali Pemohon dinyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam.**® Maka dari itu,
hukum menikah bagi Pemohon dengan calon suaminya dapat menjadi wajib jika diantara
kedua calon mempelai tidak mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu dan berpotensi

terjebak dalam perzinahan.

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah
dipanggil dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara dan memberikan keterangan sampai kapanpun tidak mau

menikahkannya.***

Kelima, kehadiran wali Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan.
Namun tetap bersikukuh menolak menjadi wali nikah dalam permohonan yang diajukan
Pemohon. Bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan telah memberikan
keterangan pada pokoknya, namun sampai kapanpun tidak mau menikahkan Pemohon
dengan calon suaminya..!®® Dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd bahwa wali
pemohon bukanlah sebagai pihak, akan tetapi wali Pemohon perlu dihadirkan

dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai bukti pemeriksaan. Berdasarkan

132 paridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah”, (Malang: Fakultas
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2012), h. 167.
133 «“Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor:906/Pdt.P/PA.Pwd.
134 H
Ibid.
135 Ipid.
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pengakuan wali Pemohon dalam kehadirannya di muka persidangan dan telah memberikan
keterangan bahwa sampai kapanpun tidak mau menikahkan Pemohon. Dalam proses
persidangan, pada prinsipnya para pihak harus hadir di muka sidang untuk dimintai

keterangan, hal ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:

Jo (285 Y Oy ) ol 13 vy ade 1 o il Sy JB 1 U wie 1 o) e e
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“Dari Ali r.a Rasulullah SAW telah bersabda: Jika datang kepadamu dua orang untuk
menerima putusan darimu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama
sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu

bagaimana seharusnya kamu memutuskan hukum. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi),
dikuatkan oleh al-Madiny dan dinilai shahih oleh lbnu Hibban. "%

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon Majelis Hakim telah mendengar
keterangan langsung dari wali Pemohon dan cukup beralasan (terbukti) bahwa walinya
dinyatakan ‘adal, sehingga permohonan dapat dikabulkan. Terkait dengan hasil keputusan
Majelis Hakim bahwa wali Pemohon tidak mempunyai hak untuk melakukan perlawanan,
karena wali Pemohon tidak berkedudukan sebagai pihak termohon. Maka dalam hal ini
keputusan hakim telah dibenarkan dan permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan.
Selain itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada wali
Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, demi kepastian
hukum, permohonan wali ‘adal sebab wali mempercayai adat tersebut dapat diselesaikan
dengan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon.  Sebagaimana hasil
wawancara dengan Hakim, bahwa perkara wali ‘adal termasuk dalam permohonan atau
voluntair, dimana hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon dan tidak
ada kepentingan pihak lain sebagai lawan atau Termohon/Tergugat. Jika wali Pemohon
ingin mengajukan laporan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh ialah melakukan
pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan Sedangkan bagi Pemohon jika tidak
merasa puas dengan hasil keputusan Majelis Hakim, maka upaya yang ditempuh yaitu

upaya hukum kasasi dan bukan banding.**’

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam putusan ini faktanya wali

Pemohon bersikukuh tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Sedangkan

136 Hajar Al-*Asqalani, “Bulughul Maram: Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak”, Op.cit, h. 272.
137 Jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.
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kedudukan wali nikah sebagai penentu sahnya pernikahan. Kedudukan wali menurut
Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Imam Malik bahwa wali merupakan salah satu rukun
nikah dan tidak ada perkawinan jika tidak ada seorang wali. Oleh karena itu, tanpa adanya
wali maka hukum perkawinan tersebut tidak sah (batal). Sedangkan menurut Mazhab
Hanafi berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Kedudukan
wali dalam pernikahan hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan atau menjadi salah satu

rukun dalam pernikahan.

Jika dikaitkan dengan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd terdapat
permasalahan dimana wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan anak perempuannya
dengan alasan adat ngalor-ngetan yang dianggap walinya sebagai syarat pernikahan.
Padahal alasan tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan wali dapat
menghalangi perkawinan anak perempuannya, jika calon suaminya mempunyai riwayat
penyakit, tidak beragama Islam, pemabuk, pezina bahkan kafir, jika alasan tersebut
dibenarkan oleh hukum syara’, maka wali yang enggan menikahkan anak perempuannya
wajib ditaati dan hak perwaliannya tidak berpindah kepada wali yang lain termasuk wali
hakim. Dengan demikian keputusan hakim sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i sebagai
landasan dalam melaksanakan pernikahan di Indonesia yaitu pernikahan antara Pemohon
dengan calon suaminya tidak ada wali nikah, maka perkawinan tersebut dianggap batal
(tidak sah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha
mendekati dan membujuk ayah kandung Pemohon agar menyetujui pernikahan Pemoohn,

akan tetapi tidak berhasil.*3

Keenam, proses mediasi antara Pemohon dengan ayah kandung Pemohon di
Pengadilan untuk mempertimbangkan penolakan dari wali nikah Pemohon. Bahwa Majelis
Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mendekati dan membujuk wali Pemohon
untuk menyetujui pernikahannya.'3® Meskipun perkara wali ‘adal tidak ada proses mediasi,
namun Majelis Hakim wajib memberikan nasehat kepada wali nasab agar
mempertimbangkan kembali penolakan untuk menikahkan anak perempuannya.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jasmani selaku Hakim Anggota yang
memutus perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd yaitu diberikan waktu penundaan

sidang sekali dengan jarak satu minggu untuk melakukan mediasi dengan bantuan orang

138 «Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor:906/Pdt.P/PA.Pwd”.
139 |1
Ibid.
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ketiga atau arbitrase, seperti saudara, Kyai, dsb yang sekiranya dapat membantu

memberikan solusi.1*°

Dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd Bapak Jasmani mengatakan
bahwa upaya penasehatan tidak berhasil (gagal) dengan alasan wali nikah tetap bersikukuh
menolak menjadi wali nikah, menurut beliau sebetulnya apabila upaya penasehatan dalam
permohonan wali ‘adal berhasil, maka dipastikan permohonan tersebut dicabut
dikarenakan wali nikah telah bersedia menikahkan anak perempuannya. Namun faktanya
wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sehingga
dalam perkara ini upaya hukum penasehatan dan pendamaian gagal atau tidak berhasil.
Apabila wali nikah tetap bersikukuh terhadap pendiriannya untuk menolak menjadi wali
nikah, maka persidangan dilanjutkan mengenai pokok perkara, kemudian pembacaan
permohonan, mempertanyakan alasan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim
dilanjutkan dengan penetapan.}*! Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Majelis
hakim mengambil kebijakan dalam memutus perkara sebagaimana pendapat ahli Figh

dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazair: 128 yang berbunyi:
il b de )l Je sl O

“Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan
rakyat. %

Sumber kaidah tersebut diatas berasal dari fatwa Imam Syafi’i yaitu ;= aley) ;i

i) o el Zetll artinya “Kedudukan imam terhadap rakyat seperti kedudukan wali

terhadap anak yatim”. Menurut beliau, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab
yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Abu Ahwash dari Ishaq dari Barra’ bin
Azib, yang bunyinya:
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“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap
anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa

140 jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), Hasil Wawancara, 1 September 2022.
141 i
Ibid.
142 Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, “Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu’ As-Syafi‘iyah”,
(Beirut Lebanon: Darul Kutub llmiyah, 1983), h. 121.
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aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri
padanya).”

Dari ungkapan Umar bin Khattab diatas dapat dipahami bahwa seorang wali bagi
anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah dari wali
memanfaatkan hartanya ataukah tidak mengambilnya. Jika wali tidak mengambil harta
tersebut, maka seorang pemimpin memiliki hak penuh terhadap rakyatnya kepada
kedamaian dan dalam memerintah mengedepankan kemaslahatan rakyat. Kaidah tersebut
diatas dapat diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin dalam pemerintahan haruslah
berorientasi pada kebaikan masyarakat, dimana seorang pemimpin mempunyai kekuasaan
terhadap apa yang dipimpinnya. Salah satu diantara kekuasaan pemimpin ialah
memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka dari itu, seorang
pemimpin dalam memutus sebuah perkara harus mengambil kebijakan yang mempunyai

orientasi baik dan membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang dipimpin. 143

Maka dapat dipahami pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd Majelis
Hakim dalam memutus perkara mengambil kebijakan-kebijakan yang berorientasi
kebaikan dan membawa kemaslahatan bagi Pemohon dan calon suaminya serta keluarga
kedua belah pihak. Adapun kebijakan yang baik bagi Pemohon dan calon suaminya ialah
dengan mengizinkan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dengan wali
hakim, hal ini demi kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak melakukan
perbuatan yang melanggar norma agama. Sedangkan kebijakan yang baik bagi keluarga
khususnya bagi wali Pemohon ialah memberikan pemahaman kepada wali Pemohon agar
kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis atau takhayul dapat bergeser kepada hal-
hal yang bersifat islami. Sebagaimana pendapat Bapak Jasmani yang menyatakan bahwa
Hakim dalam memutus perkara harus melihat aspek kemanfaatan, oleh karena itu hakim
tidak hanya memberikan nasehat kepada wali pemohon, namun juga melihat lebih banyak
manfaat atau mudharatnya. Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim
dalam memutus perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. telah sesuai dengan pendapat
Figh dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazair: 128 yaitu melihat segi maslahah dan mudharat
dan apakah membawa kemanfaatan bagi kedua calon mempelai ataukah tidak.

143 Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasharruf Al-lmam
Manuthun Bil Maslahah”, Jurnal al-Daulah, Vol. 10, No. 2, Desember 2021, h. 128-129.
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Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menetapkan

wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya dinyatakan sebagai wali ‘adal.}**

Ketujuh, menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nikah Pemohon yang ‘adal
untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Dalam hal penunjukan wali
hakim sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal, terkadang Majelis Hakim tidak menunjuk
Kepala KUA, namun terkadang Majelis Hakim juga menunjuk Kepala KUA sebagai wali
hakim, dilihat secara ex officio jika wali nasab dinyatakan ‘adal atau enggan, maka secara

otomatis yang menjadi pengganti wali nasab ialah wali hakim.14°

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan
Pasal 2 PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah dalam Pasal 2 PERMA RI No. 30
Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menyatakan bahwa “(1) Bagi calon mempelai
wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau diluar wilayah
teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya
tidak memenuhi syarat, atau maqgfud, atau berhalangan atau ‘adal, maka pernikahannya
dapat dilangsungkan oleh wali hakim; (2) Khusus untuk menyatakan wali tersebut ‘adal
sebagaimana pada Ayat (1), maka ‘adalnya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal dari calon mempelai wanita,
jo ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ (1) Wali hakim dapat
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adal atau
enggan,;(2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Adapun
wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali ‘adal ditegaskan dalam hadist yang
diriwayatkan Turmudzi yang bunyinya:

Sy ¥ o s Saledl Jmas 0L e e

“Apabila mereka (para wali) enggan, maka sulthanlah (pemerintah) yakni Kepala KUA
sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya.”

Sulthan atau pemerintah yang dimaksud dalam hadis diatas ialah

imam/pemimpin/kepala negara atau sekarang disebut dengan hakim. Hadis diatas

menyatakan bahwa akad nikah tergantung kepada walinya. Apabila wali nikah

144 «Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA Pwd”.

145 Jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.
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membangkang atau menolak menjadi wali nikah, maka wali dinyatakan telah ‘adal. Dalam
hadist tersebut, apabila wali nikah enggan menikahkan anak perempuannya maka yang
menikahkan ialah sulthan atau sekarang dikenal dengan wali hakim. Adapun wali hakim
yang dimaksud disini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan wilayah

hukum calon mempelai wanita bertempat tinggal.

Sementara dalam kasus pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.
permasalahnnya ialah wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon
suaminya. Oleh karena itu, sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon
tersebut termasuk sikap enggan atau ‘adal. Jika merujuk pada hadist diatas, maka
keputusan hakim telah sesuai dan dibenarkan bahwa apabila walinya ‘adal, maka yang
menikahkan calon mempelai wanita ialah wali hakim yang bertindak bagi perempuan yang
tidak mempunyai wali nikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Jasmani yang
menyatakan apabila terjadi perkara wali ‘adal, maka yang berhak menikahkan anak
perempuan ialah langsung berpindah kepada wali hakim bukan berpindah kepada wali
ab’ad. Hal tersebut menganut pendapat imam Syafi’i sebagai mazhab yang dianut di
Indonesia dan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kecuali wali tersebut meninggal dunia maka hak perwalian dapat berpindah
kepada wali menurut derajat berikutnya. Menurut beliau, apabila wali ‘adal berpindah
kepada wali berikutnya, maka dikhawatirkan menimbulkan konflik antar keluarga,
sehingga Majelis Hakim menetapkan secara langsung kepada wali hakim bukan kepada

wali agrab menurut derajat dibawahnya atau wali ab’ad.'*°

Terkait dengan penyelesaian wali ‘adal menurut Imam Syafi’i sebagai mazhab yang
dijadikan landasan di Indonesia, beliau berpendapat “Apabila ada seorang wali mujbir
atau bukan, sedangkan ia menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan
pasangan yang sekufu dan calon suami rela membayar maskawin. Maka perwalian tidak
berpindah kepada wali yang jauh, tetapi calon mempelai wanita berhak mengadukan
perkaranya kepada hakim. Jika alasan walinya tidak dibenarkan hukum syara’, maka hak
perwalian berpindah kepada wali hakim setelah adanya putusan dari pengadilan yang
menangani”. Menurut Pendapat Imam Syafi’i apabila wali menghalangi anak
perempuannya menikah dengan calon suaminya, maka ia berhak mengajukan permohonan
di Pengadilan Agama setempat agar dinikahkan dengan wali hakim. Dalam hal ini
keputusan hakim dalam perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd merujuk pendapat ulama

148 |pid.
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figh sebagai landasan mazhab di Indonesia dengan menetapkan wali Pemohon telah ‘adal
dan mengizinkan Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan dengan

wali hakim.

Adapun para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan, tidak boleh
menyakiti dan tidak boleh melarangnya untuk menikah, sedangkan yang akan menikahinya
telah dianggap sekufu dan sanggup membayar mahar. Dalam kasus semacam ini, hak wali
yang bersikap enggan atau ‘adal menikahkan tidak berpindah kepada wali yang berada di
bawah tingkatannya, melainkan langsung berpindah kepada wali hakim.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 4 (1) PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah
ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menyatakan
bahwa “(1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang
bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan calon mempelai wanita
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Ayat 1; (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sedang berhalangan atau tidak ada, maka Kepala
Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen
Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama agar menunjuk
salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali
hakim dalam wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai wanita; (2) Bagi daerah
terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka tugas Urusan Agama Islam atas
nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut

untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”.

Berdasarkan ketentuan menurut Pasal 4 (1) PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang
diubah ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dikaitkan
dengan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, bahwa Majelis Hakim menetapkan
Kepala KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan selaku Pegawai Pencatat Nikah
ditunjuk sebagai wali hakim atas diri Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya
sebagai pengganti walinya yang ‘adal.}*’ Majelis Hakim mengatakan bahwa jika walinya
‘adal, maka wali nikah tidak berpindah kepada wali menurut derajat berikutnya melainkan
langsung berpindah kepada wali hakim sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pendapat ulama figh.

147 «pytusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd”,... 16.
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Selain itu, terkait ‘adalnya wali Pemohon dalam perkara Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd bahwa kedua calon mempelai telah mendaftar menikah di KUA
Kecamatan Toroh yang didasari karena alasan tertentu. Sebagaimana hasil wawancara
dengan Kepala KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan terdapat alasan bahwa wali
agrab selaku ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah sebab mempercayai
adat ngalor-ngetan. Dalam hal ini calon mempelai wanita yang walinya ‘adal, maka harus
menempuh beberapa proses hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Muchlisin selaku Kepala
KUA Kecamatan Toroh, bagi anak perempuan yang walinya menolak menikahkan anak
perempuannya, seperti pada kasus Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, maka harus melapor
pada KUA setempat, untuk kemudian Pemohon dan wali Pemohon dipanggil dan dimintai
keterangan tentang benar tidaknya ‘adalnya wali. Jika dalam pemanggilan wali nikah tidak
mau hadir, maka wali nikah dianggap telah menyetujui kehendak Pegawai Pencatat Nikah.
Namun, apabila dari pihak Pemohon meminta PPN untuk membujuk wali nikah agar mau
menikahkannya, langkah selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah mendatangi kediaman wali
nikah dengan tujuan menyampaikan nasehat hukum tentang permasalahan tersebut.
Apabila keputusan wali agrab (ayah kandung) Pemohon tetap menolak menikahkan
anaknya, maka langkah yang ditempuh menurut Muchlisin selaku Kepala KUA Kecamatan
Toroh beralih kepada wali hakim secara langsung, tidak berpindah kepada wali aqrab
dan/atau wali ab’ad menurut derajat berikutnya. Karena menurut beliau, apabila hak
perwalian berpindah kepada wali agrab atau wali ab’ad yang lain, maka dikhawatirkan
menimbulkan permasalahan baru. Mengingat wali nasab yaitu ayah kandungnya masih ada
dan memiliki hak perwalian.}*® Sehingga, meskipun walinya bersikap ‘adal, maka hak
perwalian tidak dapat berpindah kepada wali yang lain, melainkan harus berpindah kepada
wali hakim sebagaimana peraturan-perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam
yang mengatur. Dari hasil wawancara Muchlisin tersebut telah sesuai dengan Kompilasi
Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta pendapat Imam Syafi’i sebagai

mazhab yang dianut di Indonesia.

Kedelapan, tujuan dan manfaat permohonan wali ‘adal dikabulkan oleh Majelis
Hakim. Bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali ‘adal tidak lain adalah
untuk kemaslahatan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon agar terhindar dari perbuatan

yang menyimpang dari hukum Islam, serta keluarga kedua belah pihak.

148 Muchlisin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, “Hasil Wawancara”, 31 Oktober 2022.
106



Demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan wali
‘adal yaitu dilihat apakah akan mendatangkan maslahah jika dikabulkan atau justru
mendatangkan kemudharatan jika permohonan tersebut ditolak. Hal ini dijelaskan dalam

firman Allah SWT surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

Y S5 (3 0) B3 855 ST ang ) e gl ST e oS Gl 0T 6T g
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "*°

Ayat diatas menjelaskan tentang hakikat manusia yaitu Allah SWT menciptakan
manusia untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga terciptanya
tujuan pernikahan yang Sakinah (tentram), mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih
sayang). Jika melihat perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd dan dikaitkan dengan surat
Ar-Rum Ayat 21, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut dilihat dari
maslahah dan mudharatnya. Tujuannya adalah agar Pemohon dengan calon suaminya
dapat melangsungkan pernikahan dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah. Keputusan Bapak Jasmani selaku Hakim Pengadilan Agama
Purwodadi yang mengatakan bahwa ada tiga tujuan dan manfaat sehingga permohonan
wali ‘adal dapat dikabulkan, yaitu Pertama, menikah merupakan suatu ibadah kepada
Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul SAW, Kedua, agar tidak melanggar aturan hukum
syariat yaitu perzinahan, Ketiga, terhindar dari fitnah.'>® Selain itu ditegaskan juga dalam

hadist Nabi saw, yang berbunyi:

P b U e b e a8 Y Ol o4y s ade B o oI JB spmns o Al e e
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"Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada kami, "Wahai
para pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah!
Karena nikah dapat menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum
mampu, berpuasalah!. Sebab, puasa itu adalah perisai baginya."*!

Hadist diatas anjuran bagi para pemuda yang sudah mampu baik secara materi

maupun mental, maka diperintahkan untuk menikah. Adapun bagi pemuda yang belum

149 «gurat Ar-Rum: 217, https://quranweb.id/30/21/. Diakses pada 17 September 2022.
150 Jasmani (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi), “Hasil Wawancara”, 1 September 2022.
151 Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani, Op.Cit, h. 289.
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merasa mampu menikah, maka sebaiknya berpuasa, karena dengan berpuasa mampu
menjaga hawa nafsunya. Pernikahan sendiri merupakan suatu ibadah dan sarana untuk
memelihara manusia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti zina. Dari hadist
tersebut dikaitkan dengan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, bahwa tujuan dan
manfaat yang disampaikan hakim telah sesuai dengan sumber hukum kedua yaitu hadits
Nabi SAW, yaitu bertujuan agar Pemohon dengan calon suaminya tidak melakukan
perbuatan yang menyimpang dari norma agama Islam. Sehingga sudah sepatutnya Majelis

Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan beberapa alasan atau dalil pokok tersebut di atas, maka Pengadilan
Agama Purwodadi setelah melalui pertimbangan hukum dan mendengarkan kedua saksi
yaitu tetangga dan Kepala Desa dan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka
Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan dan mengabulkan permohonan perkara wali

‘adal Pemohon seluruhnya, dengan menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah telah ‘adal;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
sebagai wali hakim Pemohon dengan calon suaminya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam penetapan ini

sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena itu, dengan adanya Surat Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi
Nomor; 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd pada tanggal 23 November 2021 yang menyatakan
bahwa ayah kandung Pemohon telah ‘adal karena alasan penolakan yang disampaikan oleh
wali nasab tidak berdasarkan hukum syara’. Dengan adanya penetapan tersebut, maka
pernikahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana telah
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam hal ini pernikahan yang
dilaksanakan dengan wali hakim dipandang sah oleh peraturan perundang-undangan dan

Kompilasi Hukum Islam.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Peneliti telah memaparkan isi putusan, teori dan menganalisis kasus perkara
permohonan penetapan wali hakim hakim sebagai pengganti wali ‘adal terhadap wali nasab
yang enggan menikahkan anak perempuannya sebab larangan adat perkawinan Ngalor-

Ngetan, maka dapat diambil kesimpulan dari dua permasalahan bagaimana pertimbangan

Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam penetapan perkara Nomor:

906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. dan bagaimana analisis hukum Islam dalam menetapkan wali

hakim sebagai pengganti wali ‘adal, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.
tentang wali ‘adal di Pengadilan Agama Purwodadi karena alasan wali nasab meyakini
adat Jawa Ngalor-Ngetan yaitu letak rumah Pemohon berada di arah Timur dan letak
rumah calon suami Pemohon berada di arah Utara. Maka Majelis Hakim merujuk pada
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, alasan yang disampaikan wali
nikah tidak berdasarkan hukum syara’ dan antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak ada larangan hukum syara’ untuk melaksanakan pernikahan. Dalam
hal ini, wali dinyatakan sebagai wali ‘adal atau enggan oleh pengadilan agama.
Kemudian bahwa pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah telah terpenuhi,
sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 20 (1)
& (2) s/d Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli figh dalam
Kitab Al-Fighu al Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 32,

2. Dalam menetapkan perkara wali ‘adal perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd.
Majelis Hakim menilai bahwa bersesuaian dan sejalan dengan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim mengabulkan perkara
tersebut karena menurut hukum Islam di antara Pemohon dan calon suami Pemohon
tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana merujuk pada
ketentuan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan dalam
pernikahan. Berkaitan dengan penyelesaian wali ‘adal, peneliti menghubungkan
dengan pendapat empat imam mazhab yaitu menggunakan wali hakim sebagai

pengganti wali nasab yang ‘adal, yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 PERMA RI
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No. 2 Tahun 1978 yang diubah dalam Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang
Wali Hakim jo ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli Figh
dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazair: 128. Sedangkan dalam menetapkan wali hakim
untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Majelis Hakim merujuk
pada Hadis Nabi saw dan ketentuan Pasal 4 (1) PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang
diubah ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

B. Saran
Pada akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan

masalah wali ‘adal, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada nikah diharapkan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menentukan
pilihannya. Wali nikah tidak seharusnya menghalang-halangi pernikahan anak
perempuannya dengan laki-laki pilihannya selama pilihan anak perempuannya itu
sekufu dan tidak ada halangan syara’ untuk melaksanakan pernikahan.

2. Kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, diharapkan menerima
nasehat dari orang tua dengan baik, selama alasan penolakan itu tidak bertentangan
dengan hukum syariat.

3. Kepada Hakim, sudah seharusnya dalam memutus perkara sesuai dengan kebijakan dan
tidak hanya bertumpu pada hukum normatif, tetapi juga melihat kajian adat/tradisi.

Sehingga, memperoleh keputusan yang adil.
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SALINAN
PENETAPAN
Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkal pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai

berikut dalam perkara “Wali Adlol”; yang diajukan oleh
PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan Strata |, tempat kediaman di Kecamatan Toroh

Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara:
Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah Pemohon dan saksi-saksi di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal
23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purwodadi pada tanggal 23 November 2021 dengan register Nomor

906/Pdt.P/2021/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon berstatus perawan bermaksud akan menikah secara Islam
dengan seorang laki-laki yang bernama CALON PEMOHON, NIK, Tempat

tanggal lahir, Grobogan, 01 April 1992 (umur 29 tahun 7 bulan), agama
Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Koperasi, status jejaka,
bertempat tinggal di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON

PEMOHON telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 8 tahun dan
hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha melamar ke keluarga

Pemohon sebanyak 2 kali dan yang menerima lamaran calon suami
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Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI N
yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemoh
akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia;

. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah
perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena
ayah kandung Pemohon masih mengikuti hitungan jawa (Jawa : itungan
Jowo) yaitu karena letak rumah calon suami Pemohon yang berada di arah
Selatan sedangkan letak rumah Pemohon berada di arah Timur, sehingga
jika ayah kandung Pemohon memakai hitungan jawa tersebut maka
hitungannya adalah Utara - Timur (Jawa : Ngalor - Ngetan). Ayah kandung
Pemohon berpendapat bahwa, Jika Pemohon dan calon suami Pemohon
tetap melangsungkan perkawinan tersebut maka akan timbul malapetaka
dan musibah yang akan menimpa keluarga kedua belah pihak seperti
kematian salah satu anggota keluarga kedua belah pihak tersebut;

_Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, namun
Pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakan
Nomor: tertanggal 08 November 2021,

. Bahwa Pemohon telah mengadakan ikhtiar dan pendekatan terhadap ayah
kandung Pemohon tersebut agar mau merestui dan menjadi wali nikah
dalam perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi
hingga saat ini ayah kandung Pemohon tersebut masih belum merubah
keputusan tersebut;

. Bahwa agar perkawinan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan
adlalinya wali nikah Pemohon yang bernama WALI NIKAH, NIK, Tempat
tanggal lahir, Grobogan, 03 Agustus 1969 (umur 52 tahun 3 bulan), agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Kecamatan Tawangharjo
Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan Wali
Hakim,

. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara
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yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan adlolnya ayah kandung Pemohon (WALI NIKAH) untuk
bertindak selaku wali nikah atas Pemohon (PEMOHON) dengan calon
suami Pemohon tersebut yang bernama CALON PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap dipersidangan, dan wali nikah Pemohon bernama WALI
NIKAH hadir dan menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali adhol,
akan tetapi Pemohon, menyatakan tetap pada permochonannya dan Ayah
kandung Pemohon tetap bersikukuh tidak akan memberikan perwalian terhadap
Pemohon;

Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama : WALI NIKAH, umur 52
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan
Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, didepan sidang telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung
Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama Ayah Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 08 Maret 1997 dan telah berumur 24 tahun 8
bulan;

- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di

bagian Laboratorium Kesehatan:
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GAY,
[
AL

- Bahwa ayah kandung Pemohon menyatakan kenal dengan céloh fr_a’_“?

Pemohon; - L

X

Chefop
- Bahwa ayah kandung Pemohon menyatakan bahwa antara "F{&Q‘éoﬁﬁ?

N

dengan calon suami Pemohon telah lama kenal dan berteman pada aw
dulu dikenalkan oleh keponakan ayah Pemohon;

- Bahwa ayah Pemohon menyatakan tidak mengetahui pekerjaan calon suami
Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan calon sumainya tidak ada hubungan yang
dilarang oleh agama untuk menikah;

- Bahwa ayah Pemohon menyatakan bahwa utusan pihak keluarga calon
suami Pemohon sudah pernah datang kerumah untuk meminang Pemohon
kepada saya tetapi saya selaku ayah kandung Pemohon telah menolaknya;

- Bahwa saya selaku ayah Pemohon menolaknya karena menurut hitungan
Jawa yaitu letak rumah calon suami Pemohon yang berada di arah timur,
sehingga jika ayah kandung Pemohon memakai hitungan jawa tersebut
maka hitungannya adalah Utara — Timur atau Ngelor -Ngetan dan jika tetap
melangsungkan perkawinan maka akan timbul malapetaka;

- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon pada awalnya juga tidak setuju
dengan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tetapi karena
Pemohon telah lulus PNS pendirian keluarga calon suami Pemohon berubah
jadi menyetujuinya;

- Bahwa selaku ayah Pemohon menyatakan sampai kapanpun tidak akan
menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon
bernama CALON PEMOHON, umur 29 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan,

didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai beirkut:
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- Bahwa calon sumai Pemohon mengaku tamat SMK: k
- Bahwa calon suami Pemohon mengaku bekerja sebagai Ka
- Bahwa calon suami Pemohon mengaku mempunyai pe

kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami Pemohon mengenal Pemohon bernama PEMOHON:

- Bahwa calon suami Pemohon menyatakan kenal denga orang tua Pemohon
bernama Ngalim;

- Bahwa Pemohon sudah berusia lebih kurang 24 tahun;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Kesehatan bagian Laboratorium di Puskesmas;

- Bahwa calon suami Pemohon menerangkan bahwa ia telah lama berteman
dengan Pemohon lebih kurang 8 tahun sejak Pemohon masih sekolah SMA,

- Bahwa calon sumai Pemohon menerangkan bahwa ia dan Pemohon sudah
mempunyai kesepakatan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;

- Bahwa calon suami Pemohon menerangkan bahwa Pemohon datang ke
Pengadilan Agama untuk mengajukan Wali Adhol;

- Bahwa calon suami Pemohon menerangkan bahwa keluarganya sudah
pernah mengutus utusan untuk meminang Pemohon kepada orang tua
Pemohon tetapi orang tua Pemohon menolaknya;

- Bahwa calon suami Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon
menolaknya dengan alasan berdasarkan hitungan Jawa bahwa tempat
tinggal Pemohon dengan saya selaku calon suaminya adalah mempunyai
alaur Ngalor — Ngetan;

- Bahwa calon suami Pemohon menyatakan bahwa antara ia dengan
Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah;

- Bahwa calon suami Pemohon menyatakan telah mencintai Pemohon dan
selalu berusaha agar ia dapat menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
I.  Suratsurat:
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. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas namva" F”EKA}Q;
Nomor, tanggal 01 Nopember 2021 yang bermeterai cuk P élr\?a’a'é
yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesua d%r{‘gg_ﬁ); )
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon PEMOHON Nomor yang

dikeluarkan oleh Kepala badan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Grobogan tertanggal 6 Nopember 2008 yang bermeterai

cukup dinazagelen yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Grobogan tanggal 29 Oktober 2021 yang bermaterai cukup dinazagelen
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

. Fotokopi ljazah atas nama Pemohon Nomor No. Seri 1 yang dikeluarkan
oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang tertanggal 15
November 2018, bermaterai cukup dinazagelen telah disesuaikan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda bukti P.4;

. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon atas nama CP
Nomor tanggal 24 Desember 2012 yang bermeterai cukup dinazagelen
yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON PEMOHON Nomor yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
tertanggal 27 Nopember 2019 yang bermeterai cukup dinazagelen yang
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua CALON PEMOHONNomor
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan tanggal 09 April 2019 yang bermaterai cukup
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tertanggal 08 Nopember 2021 lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
kode P.8;

Il. Saksi-saksi :

1

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi
adalah sebagai tetangga Pemohon:

- Bahwa Pemohon berumur lebih kurang 24 tahun;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada
Puskesmas;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Ngalim;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk
mengajukan wali adhol untuk menikahkan Pemohon:

- Bahwa Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama
CALON PEMOHON;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama
CALON PEMOHON;

- Bahwa CALON PEMOHONtelah berusia lebih kurang 29 tahun dan
berstatus sebagai Jejaka;

- Bahwa CALON PEMOHONtamat SMK dan bekerja sebagai Pegawai
Koperasi yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon dengan CALON PEMOHONSsudah lama berkenalan
dan berteman lebih kurang 8 tahun dan sudah sangat akrab dan saling
mencintai dan mereka sudah berrencana untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya masing-masing adalah orang
lain dan tidak ada halangan hukum secara Islam untuk menikah;
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- Bahwa pihak keluarga CALON PEMOHONtelah pernaisi

utusan kepada orang tua Pemohon untuk meminang Pe ?

dengan calon suaminya adalah Ngalor Ngetan dan berdasarkan
kenyakinan orangtua Pemohon kalau Pemohon dinikahkan dengan
calon suaminya akan terjadi malapetaka;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon adalah orang
baik-baik dan bekerja serta mempunyai penghasilan tetap;

- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah dua kali mengutus
utusan untuk meminang Pemohon dan termasuk Saksi sendiri tetapi
orang tua Pemohon tetap menolaknya dan enggan menikahkan dengan

alasan Ngalor Ngetan tersebut;

2. SAKSI Il,umur 28 tahun, Agama lIslam, pekerjaan Kepala Dusun,
tempat tinggal di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya seagai

berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi
adalah sebagai tetangga Pemohon;,

- Bahwa Pemohon berumur lebih kurang 24 tahun;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada
Puskesmas;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Ngalim;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk
mengajukan walinya adhol untuk menikahkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama

CALON PEMOHON,;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama

CALON PEMOHON,;
- Bahwa CALON PEMOHONtelah berusia lebih kurang 29 tahun dan

berstatus sebagai Jejaka;
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s
Bahwa CALON PEMOHONtamat SMK dan bekerja sebag P %\, X

Koperasi yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp ,l\a 0800’4
(enam juta rupiah) setiap bulan: \‘\ ‘l'g\' Q’ ,

dan berteman lebih kurang 8 tahun dan sudah sangat akrab dan saling
mencintai dan mereka sudah berrencana untuk menikah;

Bahwa Pemohon dengan calon suaminya masing-masing adalah orang
lain dan tidak ada halangan hukum secara Islam untuk menikah;

Bahwa pihak keluarga CALON PEMOHONtelah pernah mengutus
utusan kepada orang tua Pemohon untuk meminang Pemohon akan
tetapi orang tua Pemohon tidak menyetujuinya dan menolaknya dengan
alasan menurut hitungan Jawa adalah tempat tinggal antara Pemohon
dengan calon suaminya adalah Ngalor Ngetan dan berdasarkan
kenyakinan orangtua Pemohon kalau Pemohon dinikahkan dengan
calon suaminya akan terjadi malapetaka,

Bahwa Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon adalah orang
baik-baik dan bekerja serta mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah dua kali mengutus
utusan untuk meminang Pemohon tetapi orang tua Pemohon tetap
menolaknya dan enggan menikahkan dengan alasan Ngalor Ngetan
tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya

tetap dengan permohonannya dan memochon penetapan dari Pengadilan

Agama;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini. maka

segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Bahwa pihak keluarga CALON PEMOHONtelah pernah mengutus
utusan kepada orang tua Pemohon untuk meminang Pemohon akan
tetapi orang tua Pemohon tidak menyetujuinya dan menolaknya dengan
alasan menurut hitungan Jawa adalah tempat tinggal antara Pemohon
dengan calon suaminya adalah Ngalor Ngetan dan berdasarkan
kenyakinan orangtua Pemohon kalau Pemohon dinikahkan dengan
calon suaminya akan terjadi malapetaka:

Bahwa Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon adalah orang
baik-baik dan bekerja serta mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah dua kali mengutus
utusan untuk meminang Pemohon tetapi orang tua Pemohon tetap
menolaknya dan enggan menikahkan dengan alasan Ngalor Ngetan
tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya

tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan dari Pengadilan
Agama;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini. maka
segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Wali Adhol, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar berusaha mendekati dan membujuk ayah kandung Pemohon agar
menyetujui pernikahan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil:
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 , P2, P3 dan P j
Pemohon, yang telah diteliti syarat formil dan materilnya te 3

8 bulan, dan sudah mandiri dan sudah mempunyai Kartu Keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6 dan P7 menunjukkan
bahwa calon suami Pemohon seorang Jejaka dan sudah dewasa yang berusia
29 tahun 8 bulan dan tidak terikat dengan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bulkti P8 menunjukkan bahwa setelah
Pemohon dan calon suaminya menyampaikan keinginan mereka untuk
menikah lalu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan menolak pernikahan tersebut. Dan berdasarkan alat bukti tersebut
menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah adhol;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai
dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-buki
tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung WALI NIKAH;
- Bahwa Pemohon telah berusia 24 tahun 8 bulan;
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Bahwa Pemohon mau menikah dengan calon suamj
CALON PEMOHON;

Bahwa Calon sumai Pemohon bernama CALON PE
berumur 29 tahun 8 bulan;

Bahwa calon suami Pemohon adalah jejaka dan sudah bekerja sebagal
pegawai koperasi dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah berteman akrab sejak 8
tahun lalu dan susah dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah dan
kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan masing-masing akan melanggar
norma agama Islam;

Bahwa Pemohon dengan Calon suami Pemohon sama sama beragama
Islam tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan tidak ada
halangan hukum yang lain yang akan menghalangi sahnya nikah
Pemohon dengan calon suaminya,;

- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon
dengan calon suaminya dengan alasan anatara Pemohon dengan calon
suami Pemohon tempat tinggalnya terjadi Ngalor Ngetan kalau

dinikahkan menurut kepercayaan ayah kandung Pemohon akan terjadi
malapetaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas bahwa diantara
Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syara’ untuk melangsungkan

pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai

wanita yang bertindak untuk
menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah
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Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon
ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah
perbedaan akidah atau masalah kafa'ah dan asas-asas pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma
hukum dalam kitab Al Asybah wa al Nadzoir : 128

(Redillbaeldl) dal ad b gie dge oo o ¥ iy —ai
Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada
kemaslahatan rakyat ;
Dan pendapat dalam Kitab Al- Fighu al Islami wa adilatuhu juz VIl halaman 32
yang artinya :

‘Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawalir
terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan yang syah":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon
tersebut termasuk sikap “enggan (adhol) *;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka
Majelis hakim menetapkan wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang
bernama WALI NIKAH dinyatakan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan
adhol (enggan) maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan:

(1) Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia
atau diluar Negerilwilayah extra teritorial Indonesia ternyata tidak
mempunyai wali Nasab atau wali Nasabnya tidak memenuhi Syarat atau
mafqud atau berhalangan atau adhol, maka nikahnya dapat
dilangsungkan dengan wali Hakim: '

(2) Untuk menyatakan adholnya wali sebagimana tersebut dalam ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita:
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Menimban N
il 9. bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telan/'.d'nya't?
99an) maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mentert g)“ i

Nom af
or 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan: )

(1) Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah
atau diluar Negeri/wilayah extra teritorial Indonesia ternyata tidak
mempunyai wali Nasab atau wali Nasabnya tidak memenuhi Syarat atau
mafqud atau berhalangan atau adhol, maka nikahnya dapat
dilangsungkan dengan wali Hakim;

(2) Untuk menyatakan adholnya wali sebagimana tersebut dalam ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan dengan ketentuan pasal 23

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagi wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan;

(2) Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis Hakim

memandang perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagai berikut:
A Js Y Oe oy gUalud |5 238 Ol

Artinya: Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni
Kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak
ada wali baginya (HR.Turmuzi);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan
bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat
Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan
mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;
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:CALON PEMOHON:

Menimban
9, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup

bidan e ;
Nomogr :;kawman. maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
tah 2 Ay 185, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
ahu

n 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini:

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH adalah
adhol.

3. Menunjuk kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Toroh
Kabupaten Grobogan, menjadi Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon
(PEMOHON ) dengan calon suaminya yang bernama (CALON
PEMOHON).

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwodadi pada hari  Selasa tanggal 28 Desember 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami
Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur
Salim, S.H., M.H. , dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan

didampingi oleh Moch. Sodikin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon;
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Hakim Ketua Majelis

ttd

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran
Biaya Proses
Biaya Pemanggilan
Biaya PNBP

Biaya Redaksi
Biaya Meterai

Hakim Anggota
ttd

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Sodikin, S.Ag.

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

30.000,00,-
75.000,00.-
180.000,00,-
10.000,00,-
10.000,00.-
10.000.00.-
315.000,00,-

Untuk salinan

Yang sama bunyinya oleh

h. Panitera
Kgama Purwodadi

Halaman.16 dari 16 halaman Penetapan Wali Adlol No. 906/Pdt.P/2021/PA Pwd

137



Pewawancara - Azifatul Wala

Narasumber - Jasmani, S.1.

Jabatan - Hakim Pengadilan Agama Purwodadi

Lokasi Wawancara 2, M\\G.T\\amc'\r\ ﬂo."),éfm?an_a) Wtara Xec Puwodadi Kab (orobman
Hari/Tanggal : Kamis , | ge_v{mmv- 2022

Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan definisi wali adhal?

o

Apa alasan yang dapat diajukan oleh pemohon dalam perkara wali adhal di Pengadilan

Agama?

3. Menurut bapak, apa dampak negatif dari adanya wali yang adhal bagi calon mempelai
laki-laki maupun calon perempuan?

4. Apa saja syarat formil dan materil dalam mengajukan permohonan wali adhal?

5. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara wali adhal
yang ada di PA, jika dikabulkan apa saja yang menjadi bahan pertimbangannya, dan jika
ditolak apa yang menjadi pertimbangannya?

6. Dalam permohonan wali adhal Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd apakah sudah sesuai
dengan syarat-syarat mengajukan permohonan?

7. Bagaimana proses persidangan permohonan  wali adhal pada Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd?

8. Apakah termohon termasuk dalam wali adhal setelah diperiksa berdasarkan bukti?. Lalu
bukti apa saja yang menguatkan pemeriksaan tersebut?

9. Apa saja pertanyaan yang diajukan hakim kepada para saksi pemohon dan termohon?

10. Apa alasan yang diberikan oleh pemohon dalam permohonan wali adhal Nomor:
906/Pdt.P/2021/PA.Pwd?

11. Mengapa dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan wali adhal, apa dasar
hukumnya dan bagaimana metode dalam mengambil kesimpulan, kemudian memutus
perkara ini?. Dan apa tujuan dan manfaat dari mengabulkan perkara ini?

2. Apabila dari termohon tidak puas dengan keputusan hakim yang mengabulkan

permohonan wali adhal, apa jalan yang bisa ditempuh oleh termohon untuk melakukan
upaya hukum?
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13. Mengapa adat ngalor-ngetan dapat menjadi alasan dalam permohonan wali adhal?

14. Apakah dalam permohonan tersebut wali nasab benar-benar menolak memberikan izin
menikah?

15. Apakah ada sanggahan atau jawaban yang diberikan oleh wali nasab dalam persidangan?

16. Solusi seperti apa yang diberikan hakim kepada para pihak pada saat persidangan?

17. Apa landasan yang dipakai hakim dalam memutus perkara tersebut?

18. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali

adhal?

19. Siapa yang akan menjadi wali hakim setelah permohonan wali adhal dikabulkan?
Bagaimana mekanismenya?

(orobogun 1 Seplember 2022

Hakim,

s

Jasmani, S.H.
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Pewawancara : Azifatul Wafa

Narasumber : Mbah Suripto !

D KUV'\PW\. RT OS/V.W A3 ,ke¢_\7urusoda.d|  Kab . bropegan
V. .

Hari/Tanggal : Mingou, 4 September 2022

Draft Pertanyaan Kepada Sesepuh Desa Kuripan

Alamat

Kabupaten Grobogan Tentang Adat Ngalor-Ngetan

1. Apa yang bapak ketahui tentang adat/tradisi ngalor-ngetan?,

&)

Bagaimana scjarah atau asal usul dari adat ngalor-ngetan, sehingga sampai sekarang

masih berlaku dan dipercaya/diyakini?

3. Apakah bapak sendiri juga mempercayai/meyakini adanya adat ngalor-ngetan? Apa
alasannya?

4. Apa hanya bapak saja yang mempercayai tradisi ngalor-ngetan ini, bagaimana dengan
keluarga? dan masyarakat setempat?

5. Menurut bapak, bdgaimana jika ada orang yang acuh atau bahkan menentang adat
ngalor-ngetan?

6. Mengapa adat ngalor-ngetan sampai sekarang masih berlaku atau bahkan dilestarikan,
apa yang menjadi alasan tradisi tersebut masih berlaku?

7. Menurut bapak, apakah tradisi ngalor-ngetan masih berlaku di daerah Purwodadi
Kabupaten Grobogan, atau hanya sebagian masyarakat saja yang masih mempercayai?

8. Menurut bapak, apakah bertentangan dengan hukum Islam dengan keberlakuan tradisi
ngalor-ngetan tersebut?

9. Apa dampak jika tidak mematuhi/melanggar tradisi ngalor-ngetan dalam melaksanakan
pernikahan? Dan apakah membawa dampak positif jika mematuhi tradisi ngalor-ngetun?

10. Apakah sampai sekarang masih ada kejadian yang menimbulkan malapetaka setelah
melangsungkan pernikahan dengan adat ngalor-ngetan.?

11. Solusi seperti apa menurut bapak mengenai tradisi ngalor-ngetan ini?

12. Apakah ada syarat khusus ketika melakukan adat ngalor-ngetan dalam melaksanakan

pernikahan? Jika ada, apa saja syarat-syaratnya?

Grobogan, 4 September 2022

Sesepuh Desa Kuripan,

plahserp

Suripto
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Pewawancara : Azifatul Wafa

Narasumber : ?)aqak Muchlisin, 6.0y » MG

Jabatan : Kepala KUA Kec. Toroh, Kab. Grobogan

Lokasi Wawancara : Sindurejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, 58171

Hari/Tanggal '3\ Okkooer 2022

Draft Pertanyaan Kepada Kepala KUA Kecamatan Toroh

1. Menurut bapak, apa definisi wali hakim?
2. Menurut bapak, siapa saja yang termasuk dalam kategori wali hakim?

3. Menurut bapak, siapa yang menikahkan anak perempuan atau calon mempelai wanita jika
wali aqrab (ayah kandung) menolak menjadi wali nikah dengan alasan masih
mempercayai adat atau tradisi? Apakah hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya,
ataukah berpindah kepada wali ab’ad? Dan ataukah langsung berpindah kepada wali
hakim?

4.

Apakah benar para pihak yang terkait yaitu pemohon dan calon suami pemohon sudah
pernah mendaflar di KUA Kec. Toroh tertanggal 8 November 20212, akan tetapi
pendafiaran ditolak karena tidak memenuhi syarat pernikahan ?

5. Menurut bapak, jika terdapat sengketa di KUA dikarenakan walinya ‘adal, apa langkah
yang dapat dilakukan calon mempelai wanita? apakah dengan mengajukan permohonan
wali “adal di pengadilan agama secara langsung? Ataukah pihak KUA/ PPN memberikan
nasehat kepada wali agar dapat mempertimbangkan penolakannya?

6. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam mengajukan permohonan wali “adal

Jjika ada sengketa di KUA? Mengingat KUA merupakan Badan Penaschat, Pembinaan

dan Pelestarian Perkawinan?

Apa saja syarat-syarat dalam hal mengajukan permohonan wali ‘adal?

8. Apakah pihak KUA/PPN telah melakukan upaya perdamaian jika terjadi sengketa antara
calon mempelai wanita dengan wali nikah yang menolak menjadi wali?

9. Bagaimana jika upaya perdamaian tersebut gagal karena wali nikah tetap bersikukuh
menolak menjadi wali nikah? apakah pihak KUA/PPN menanyakan wali dibawahnya
untuk menjadi wali ataukah menyarankan menikah dengan wali hakim?

10. Apakah pihak KUA telah mengutus salah satu Pegawai KUA/PPN untuk memberikan

naschat kepada wali nikah? apakah nasehat tersebut berhasil ataukah wali masih menolak?

Apakah pihak KUA/PPN menanyakan kepada wali menurut derajat berikutnya untuk

menikahkan calon mempelai wanita karena wali aqrab (ayah kandung) terbukti ‘adal?

Bagaimana dengan wali aqrab atau wali ab’ad yang lain? Apakah bersedia menikahkan

calon mempelai wanita? ataukah menolak menikahkan karena Jjuga mempercayai adat?

N

1.

12

Grobogan, 31 Oktober 2022
epala KIIJA,

>

¥ Muchlivin, Cs-, g1,
NP \979 041 900501 co,
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BIODATA PENULIS

Nama . Azifatul Wafa

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 05 Juli 2000

Nama Orang Tua . Ali Musyafak dan Supatni

Alamat Rumah : Ds. Cangkring B Rt.04/Rw.04, Kec. Karanganyar, Kab.
Demak

Nomor HP/WA : 083820900771

Email . azifatulwafal23@gmail.com

1. Riwayat Pendidikan Formal
- TK Cahyarini Cangkring B, lulus tahun 2007
- SDN Cangkring B2, lulus tahun 2012
- MTS Raudlatul Ulum Guyangan, Kec. Trangkil, Kab. Pati, lulus tahun 2015
- MAS Mazro’atul Huda Kec. Karanganyar, Kab. Demak, lulus tahun 2018
2. Non Formal
- Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Kec. Trangkil, Kab. Pati
- FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa)
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